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Tahun 2022 masih menjadi tahun pemulihan pandemi Covid-19 dan 
tantangan ekonomi dan politik, serta perdamaian global bagi semua 
negara, termasuk Indonesia. Tahun ini juga tidak lepas dari dinamika 
jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Masalah 
domestik seperti tantangan dalam penanganan stunting, serta tingkat 
kebebasan ekonomi Indonesia juga menjadi perhatian khusus dalam 
laporan tahunan INDONESIA 2022. 

Dalam Laporan Tahunan kali ini, INDONESIA 2022 terkait dengan 
konteks isu kebijakan di atas, The Indonesian Institute, Center for 
Public Policy Research (TII), mengangkat beberapa topik menarik. 
Di bidang politik, topik terkait kesiapan penyelenggara Pemilu dalam 
hal data terbuka, serta pengalaman dan persiapan partai politik baru 
dalam berlaga di Pemilu Serentak Tahun 2024, menjadi beberapa fokus 
topik yang kami pilih dalam INDONESIA 2022. Topik mengenai data 
terbuka Pemilu merupakan hal yang penting untuk dianalisis secara 
komprehensif dalam rangka mendorong Pemilu yang berintegritas, 
akuntabel, dan inklusif di Indonesia melalui penggunaan data yang 
berbasis teknologi dan pelibatan beragam pihak. Di sisi lain, kesiapan 
penyelenggara Pemilu juga membutuhkan dukungan sarana dan 
prasarana, kolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan terkait, 
untuk mendukung upaya menyediakan data terbuka Pemilu yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip internasional data terbuka atas kategori 
data kepemiluan yang ada.

Sementara, partisipasi partai politik baru dalam percaturan dan 
kontestasi politik di Indonesia juga merupakan isu yang menantang, 
mengingat pun Indonesia menganut sistem multipartai dan memiliki 
konteks yang beragam, namun dalam realita kebijakannya, partisipasi 
‘pemain baru’ bukan hal yang mudah untuk dipenuhi persyaratannya. 
Di sisi lain, model rekrutmen politik yang ada dinilai masih sama 
dengan praktik-praktik yang dilakukan partai politik yang ada selama 
ini, sehingga belum memberikan kesempatan yang signifikan untuk 
representasi perempuan dalam partai politik, terutama ketika model 
yang diterapkan masih berbasis pada proses yang eksklusif dan 

Kata Pengantar
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tertutup. Rekomendasi TII utamanya juga mendorong revisi terhadap UU Pemilu, 
terkait verifikasi faktual, agar diberlakukan untuk semua partai politik yang akan 
berkompetisi dalam Pemilu. Proses rekrutmen dan seleksi bakal calon kandidat 
politik yang inklusif dan berdasarkan ‘merit system’ juga kami rekomendasikan 
untuk ikut meningkatkan partisipasi dan representasi perempuan dalam politik.  

Terkait aspek hukum, INDONESIA 2022 mengkritisi polemik legislasi, khususnya 
dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan. Beberapa kasus 
terkait permasalahan legislasi di Indonesia dikupas dalam laporan ini, khususnya 
menilik proses legislasi UU Ibu Kota Negara dan UU tentang Perubahan Kedua 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terkait topik 
ini memusatkan perhatian pada beberapa variabel korupsi legislasi, khususnya 
terkait dengan jangka waktu pembahasan dan partisipasi publik dalam proses 
pembentukan peraturan perundangan-undangan, yang ikut berdampak signifikan 
terhadap substansi legislasi terkait dan kritik keras publik terhadap produk legislasi 
tersebut, terutama ketika korupsi legislasi terbukti mengenyampingkan partisipasi 
dan aspirasi publik akibat state capture dalam proses pembahasannya. Untuk itu, 
penting untuk mendorong dan memastikan proses legislasi yang memberikan ruang 
partisipasi publik yang seluas-luasnya dan bermakna, termasuk lewat aturan legal 
formal serta akses informasi publik yang akuntabel dan transparan dalam rangka 
mendukung partisipasi publik dalam proses legislasi. 

Sementara, topik sosial yang TII angkat dalam INDONESIA 2022 adalah perihal 
penanganan stunting di Indonesia, dengan menilik pelaksanaan kebijakan terkait 
yang masih belum efektif. Analisis laporan ini juga mengaitkan efektivitas kebijakan 
penanganan stunting dengan target capaian Indonesia dalam hal SDGs. Catatan 
penting dari laporan ini adalah pentingnya payung hukum yang komprehensif 
untuk penanganan stunting, serta kolaborasi beragam pihak, terutama dalam 
memberikan pendidikan publik tentang kesehatan masyarakat, termasuk masalah 
stunting. Kerja sama Kementerian/Lembaga terkait dengan dukungan data terpadu 
dan terkini, penyederhanaan sistem birokrasi, serta penegakan hukum terkait 
penyediaan fasilitas untuk ibu kerja dalam memberikan ASI Eksklusif juga menjadi 
rekomendasi kami dalam penelitian ini. TII juga merekomendasikan dimasukkannya 
penanganan stunting dalam RUU KIA dan menyegerakan pengesahan RUU KIA, 
untuk mendorong penanganan stunting secara komprehensif dengan payung 
hukum yang kuat. 

Lebih jauh, di bidang ekonomi, seperti biasa, TII lewat laporan tahunnya juga 
menghadirkan catatan tahunan tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Kami 
merujuk pada Indeks Kebebasan Ekonomi yang dikeluarkan oleh Fraser Institute. 
Dalam INDONESIA 2022 ini, kami menambahkan analisis berdasarkan 
persepsi publik terkait kebebasan ekonomi di Indonesia. Meskipun Indonesia 
masih dinilai berada di peringkat kebebasan ekonomi yang moderat, Indonesia 
masih harus membenahi beberapa permasalahan, seperti regulasi pasar kredit 
dan pasar tenaga kerja. Kedua tantangan tersebut juga berdampak pada sektor 
usaha seperti UMKM, selain tantangan penegakan hukum terkait dengan hak 
paten. TII merekomendasikan upaya mendorong kontribusi rumah tangga untuk 
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mempertahankan daya beli masyarakat, serta kerja sama kementerian/lembaga 
terkait, serta pihak swasta untuk mendorong resiliensi dan pemulihan ekonomi 
Indonesia. Salah satunya dengan menjamin lingkungan yang kondusif untuk 
investasi di Indonesia.

Demikian gambaran singkat mengenai INDONESIA 2022. Lewat publikasi 
dan kegiatan TII selama ini, TII berkomitmen untuk berkontribusi positif dan 
signifikan dalam proses kebijakan, serta menjadi acuan yang kredibel terkait 
analisis kebijakan publik di Indonesia. Semoga INDONESIA 2022 dapat 
dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin oleh berbagai pelaku kebijakan 
publik dan pemangku kepentingan di Indonesia. Sebagai penutup, tidak lupa kami 
ucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah membantu kami dalam 
pembuatan INDONESIA 2022. Selamat membaca.

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.
Direktur Eksekutif
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Abstrak 

Jelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan 
pada tahun 2024 mendatang, sejumlah partai politik baru mulai 
mendeklarasikan diri, salah satunya adalah Partai Gelora. Meski 
demikian, lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa partai 
politik tersebut mampu menjadi peserta Pemilu. Oleh karena itu, 
Indonesia Report Tahun 2022 kali ini melihat bagaimana kesiapan 
partai politik baru dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi 
peserta Pemilu. Dengan mengambil objek penelitian Partai Gelora, 
serta menggunakan metode kualitatif, hasil dari penelitian ini 
memperlihatkan bahwa Partai Gelora sudah sangat siap untuk 
menjadi peserta pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Selain 
itu, Partai Gelora juga tidak memiliki hambatan yang berarti dalam 
proses pendaftaran menjadi peserta pemilu. Meski demikian, terkait 
seleksi calon anggota legislatif, Partai Gelora masih menggunakan 
model seleksi yang umum dipakai oleh partai politik di Indonesia. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa model seleksi calon anggota 
legislatif Partai Gelora belum ramah terhadap kandidat perempuan. 
Lebih jauh, secara umum, Indonesia Report Tahun 2022 juga 
memperlihatkan bahwa kehadiran partai politik baru masih belum 
mampu memberikan warna baru bagi perpolitikan Indonesia. 

Kata Kunci: 	Partai Baru, Partai Gelora, Pemilu Serentak,  
Seleksi Kandidat 

Bagian Satu 
PERSIAPAN PARTAI POLITIK BARU 

MENUJU PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 
STUDI KASUS: PARTAI GELORA

Oleh: Ahmad Hidayah 
Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute
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Pendahuluan 
Jelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 
mendatang, sejumlah partai politik baru mulai mendeklarasikan diri, seperti 
Partai Ummat yang mendeklarasikan diri pada 29 April 2021, Partai Kebangkitan 
Nusantara (PKN) yang mendeklarasikan diri pada 29 Oktober 2021, Partai 
Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang mendeklarasikan diri pada 10 
November 2019, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang dideklarasikan 
pada 1 Juni 2021, dan Partai Pelita yang dideklarasikan pada 28 Februari 2022 
(Tempo.com, 09/08/2022).  

Bermunculannya partai politik baru menjelang Pemilu bukanlah sebuah 
fenomena baru. Sejak era reformasi, salah satu upaya menyambut perubahan 
rezim ke arah yang lebih demokratis adalah dengan mendirikan partai politik. 
Pendirian partai politik di awal reformasi disebabkan karena political euphoria 
atau luapan emosi politik yang tersumbat selama rezim Orde Baru berkuasa 
(Hanafi, 2018). 

Meski demikian, lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa partai 
politik tersebut mampu menjadi peserta Pemilu. Berkaca pada Pemilu tahun 
2019, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyatakan 
bahwa terdapat tujuh partai politik yang tidak lolos seleksi administrasi. Tujuh 
partai politik tersebut adalah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), 
Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhinneka, Parsindo, Partai Republik, 
Partai Idaman, dan Partai Rakyat. Gagalnya tujuh partai tersebut karena tidak 
lengkapnya persyaratan administrasi untuk menjadi peserta Pemilu (Kompas.
com, 24/12/2017). 

Adapun berdasarkan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa partai politik dapat menjadi 
peserta Pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya 
adalah berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik; 
memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi; memiliki kepengurusan 75 persen 
di Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan 50 
persen jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; menyertakan 
30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan di tingkat pusat; memiliki 
anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari 
jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; 
mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; mengajukan nama, 
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lambang, dan tanda gambar partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum 
(KPU); dan menyertakan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama 
partai politik kepada KPU. 

Persyaratan yang dijelaskan dalam undang-undang a quo, diserahkan oleh 
partai politik kepada KPU untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. 
Setelah itu, bagi partai politik yang dianggap telah memenuhi persyaratan akan 
dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi faktual. 
Meski demikian, tidak semua partai politik yang mendaftar harus mengikuti 
verifikasi faktual. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 
55 Tahun 2020, dijelaskan bahwa verifikasi faktual hanya diperuntukkan bagi 
partai politik baru dan partai peserta Pemilu tahun 2019 yang tidak lolos ambang 
batas parlemen. Artinya, bagi sembilan partai politik yang ada di parlemen 
saat ini hanya membutuhkan lolos verifikasi administrasi untuk bisa menjadi 
peserta Pemilu. Adapun, verifikasi faktual akan dilaksanakan pada tanggal 15 
Oktober hingga 04 November 2022. Pada tanggal 14 Desember 2022, KPU 
akan mengumumkan secara resmi partai politik yang akan menjadi peserta 
Pemilu tahun 2024. Berikut Jadwal dan tahapan pendaftaran peserta Pemilu 
tahun 2024. 

Gambar 1.1. Jadwal dan Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2024

 
Sumber: diolah dari berbagai sumber 

Melihat fakta bahwa tidak semua partai politik baru dapat menjadi peserta 
Pemilu, maka Indonesia Report Tahun 2022 melihat bagaimana kesiapan partai 
politik baru dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu. Hal 
ini mengingat bahwa yang akan mengikuti verifikasi faktual hanya partai politik 
baru (belum pernah ikut pemilu) dan partai politik yang tidak lolos ambang batas 
parlemen pada pemilu tahun 2019 lalu. Hal ini sesuai dengan Hal ini putusan 
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Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini 
juga melihat persiapan yang dilakukan partai politik baru dalam menghadapi 
Pemilu tahun 2024 jika nantinya dinyatakan lolos oleh KPU dan berhak menjadi 
peserta Pemilu.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Partai Gelora. Hal ini didasarkan 
pada keputusan KPU yang telah menyatakan Partai Gelora lolos verifikasi 
administrasi. Selain itu, pemilihan Partai Gelora dikarenakan Partai Gelora 
merupakan partai politik baru dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi 
berdasarkan survei Litbang Kompas pada bulan Juni tahun 2022 dan hasil 
survei dari Indopol pada bulan Januari 2022, berikut rinciannya: 

Grafik 1.1. Tiga Partai Politik Baru dengan Popularitas Tertinggi 
Berdasarkan Hasil Survei Litbang Kompas dan Indopol 2022

Sumber: Kompas.com, 21/06/2022 dan Indopol Survei, 2022

Pertanyaan Penelitian
Penelitian ini mengajukan dua peertanyaan penelitian beserta turunannya, 
yaitu: 

1.	 Bagaimana persiapan Partai Gelora dalam memenuhi persyaratan untuk 
menjadi peserta Pemilu? 

2.	 Bagaimana persiapan Partai Gelora jika nantinya dinyatakan sebagai peser-
ta Pemilu dalam menghadapi Pemilu tahun 2024? 
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Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian 
kualitatif, terdapat teori dan data, di mana teori dan data berkaitan satu dengan 
lainnya. Data dan teori yang diperoleh kemudian diliteraturkan, diinvetarisir, 
dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta- fakta 
yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan (Neumann, 2014). 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu 
dengan studi literatur maupun dokumen dan wawancara mendalam. Studi 
literatur maupun dokumen yang dimaksud adalah menggunakan buku, jurnal 
ilmiah, artikel dari media massa, dokumen undang- undang, hingga internet 
sebagai referensi dalam penulisan penelitian.

Dalam menentukan partai politik yang akan dijadikan objek penelitian, penulis 
mengambil objek penelitian partai politik baru, yaitu Partai Gelora. Pemilihan 
Partai Gelora sebagai objek penelitian dikarenakan Partai Gelora menjadi partai 
politik baru dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi berdasarkan survei 
Litbang Kompas pada bulan Juni tahun 2022 dan hasil survei Indopol pada 
Januari 2022. 

Kajian Literatur
Dalam sebuah negara demokrasi, partai politik memiliki peran yang sangat 
penting. Sebab, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat dan negara. 
Melalui mekanisme Pemilu, calon yang berasal dari partai politik dapat meraih 
kekuasaan negara, baik di eksekutif maupun legislatif. Hal ini diperjelas oleh 
Sigmun Neumaan dalam Budiardjo (2009), yang mengatakan bahwa partai 
politik merupakan sebuah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang 
berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan 
rakyat atas dasar persaingan satu golongan dengan golongan lainnya yang 
memiliki pandangan berbeda. 

Alan Ware (1996) dalam bukunya Political Parties and Party System mengatakan 
bahwa partai politik dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, partai politik dapat 
dilihaat dari orientasi kompetisi. Artinya, partai politik akan berkompetisi 
dengan partai politik lainnya, baik dalam Pemilu ataupun beradu argumen dalam 
parlemen. Disisi lain, partai politik dapat dilihat secara institusional, dimana 
partai politik berbeda dengan kelompok penekan atau organisasi massa, sebab 
partai politik menjadi organisasi yang legal untuk mendudukan kadernya dalam 
pemerintahan (Ware, 1996). 
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Terkait kehadiran partai politik dalam sebuah negara, hal ini ditentukan oleh 
sistem kepartaian yang dianut oleh sebuah negara. Terdapat tiga sistem 
kepartaian, pertama adalah sistem partai politik tunggal atau satu partai politik. 
Pada sistem ini, hanya ada satu partai politik yang dapat hidup dalam negara, 
sehingga tidak ada kompetisi antar partai politik. Negara yang menggunakan 
sistem ini beranggapan bahwa keanekaragaman yang tidak diatur dengan baik 
akan menghambat pembangunan. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya adalah 
hanya ada satu partai politik (Budiardjo, 2009). 

Sistem kepartaian kedua adalah sistem dua partai politik atau two dominant party 

sistem. Bagi negara yang menganut sistem ini, hanya akan ada dua partai besar 
diantara partai kecil yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam 
pemilihan umum. Dampak dari sistem kepartaian dua partai adalah pembagian 
dalam pemerintahan menjadi sangat jelas, dimana partai yang menang dalam 
Pemilu akan berkuasa dan yang kalah akan menjadi oposisi (Budiardjo, 2009). 

Sistem ketiga adalah sistem multi partai, dimana akan banyak partai politik 
dalam satu negara. Negara yang menganut sistem ini umumnya mempermudah 
proses berdirinya partai politik. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa 
munculnya banyak partai politik dalam sebuah negara pada disebabkan oleh 
keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat, seperti perbedaan ras, 
agama dan suku bangsa (Budiardjo, 2009). Dari ketiga sistem kepartaian, 
Indonesia menganut sistem multi partai. 

Jika ditinjau sejarahnya, jumlah partai politik di Indonesia mengalami pasang 
surut. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Maklumat 
X tanggal 3 November 1945 yang menginstruksikan untuk mendirikan partai 
politik. Alhasil, sejumlah partai politik pun terbentuk dan lebih dari 30 partai 
politik mengikuti Pemilu pertama tahun 1955. Meski demikian, pada masa 
demokrasi terpimpin, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10 partai politik 
(Feith, 1988). 

Pengecilan jumlah partai kembali terjadi di era Orde Baru pimpinan Soeharto. 
Pada saat itu, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan fusi partai yang 
menggabungkan partai politik menjadi dua yaitu Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu organisasi yaitu 
Golongan Karya (Golkar). Dua partai politik dan satu organisasi inilah yang 
nantinya akan mengikuti Pemilu dari tahun 1977 hingga 1997 (Ufen, 2008). 

Pada masa reformasi, partai politik kembali tumbuh subur. Bahkan, di awal 
reformasi jumlah partai politik yang didirikan mencapai 184 partai, dimana 
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141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah 
tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 1999 hanya 48 partai politik. 
Menghadapi Pemilu tahun 2004, jumlah partai politik yang dibentuk semakin 
banyak. Terdapat sekitar lebih dari 200 partai politik yang berdiri. Dari jumlah 
tersebut, hanya 50 partai politik yang memperoleh pengesahan sebagai badan 
hukum dan hanya 24 partai politik yang mengikuti Pemilu (Romli, 2011). Pada 
Pemilu tahun 2009, terdapat 51 partai politik yang mendaftar dimana hanya 38 
partai politik yang menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu tahun 2014, terdapat 
46 partai politik yang mendaftar dan 15 diantaranya menjadi peserta Pemilu. 
Pada Pemilu tahun 2019, dari 27 partai politik yang mendaftar, 20 partai politik 
menjadi peserta Pemilu. 

Menjelang Pemilu tahun 2024, terdapat 40 partai politik yang mendaftar diri. 
Hingga pada 14 Oktober 2022, KPU telah mengumumkan 18 Partai Politik yang 
lolos tahap verifikasi administasi dan satu diantaranya adalah Partai Gelora. 
Banyaknya jumlah partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi menjadi 
dasar penelitian ini yaitu melihat upaya partai politik baru dalam memenuhi 
persyaratan menjadi peserta Pemilu sesuai dengan Pasal 173 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam 
undang-undang a quo dijelaskan bahwa partai politik dapat menjadi peserta 
Pemilu setelah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: 

1.	 Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik; 

2.	 Memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi; 

3.	 Memiliki kepengurusan 75 persen di Kabupaten/Kota di Provinsi yang ber-
sangkutan;

4.	 Memiliki kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan; 

5.	 Menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan di 
tingkat pusat; 

6.	 Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per-
seribu) dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu 
tanda anggota; 

7.	 Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; 

8.	 Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada Komi-
si Pemilihan Umum (KPU); 

9.	 Menyertakan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai 
politik kepada KPU. 
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Setelah mempersiapkan verifikasi KPU dan menjadi peserta Pemilu, hal yang 
dilakukan oleh partai politik adalah menyeleksi bakal calon anggota legislatif. 
Menurut Rueven Hazan dan Gideon Rahat (2010) dalam bukunya yang berjudul 
Democraties Within Parties: Candidate Selections Methods and Their Politcal 

Consequences menjelaskan bahwa proses rekrutmen dan seleksi kandidat 
merupakan proses penting bagi partai politik. Pasalnya, hal ini menjadi penentu 
performa partai politik dalam pemilihan umum (Hazan & Rahat, 2010). 

Pippa Norris (1997) dalam bukunya Passage to Power: Legislative Recruitment in 

Advanced Democracy mengatakan bahwa proses rekrutmen dan seleksi kandidat 
dapat dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, legal system yang berupa peraturan 
undang-undang ataupun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/
ART) partai politik. Kedua, electoral, yaitu sistem Pemilu dalam suatu negara 
dan sistem kepartaian. Setelah itu, proses rekrutmen dijalankan sesuai dengan 
aturan dan prosedur yang berlaku. Ketiga, gatekeeper. Rekrutmen partai politik 
menimbang dari tuntutan gatekeeper dalam hal ini tim seleksi serta penawaran 
dari para kandidat (Norris, 1997). 

Rueven Hazan dan Gideon Rahat (2010) menjelakan bahwa terdapat empat 
dimensi dalam proses seleksi kandidat yang dilakukan oleh partai politik. 
Pertama, candidacy, yaitu menjelaskan tentang siapa yang diperbolehkan 
untuk dicalonkan dan ditetapkan sebagai kandidat. Terdapat dua tingkatan, 
yaitu inklusif dan ekslusif. Inkulif dimana setiap warga negara berhak untuk 
ikut menjadi kandidat dalam seleksi, sedangkan sebaliknya ekskulif terdapat 
kondisi – kondisi tertentu yang membatasi untuk ikut serta dalam proses seleksi 
(Hazan, 2010). 

Kedua, selectorate atau siapa yang bertugas untuk menseleksi kandidat. Terdapat 
lima jenis atau tingkatan proses seleksi kandidat dalam partai politik yang 
dikaitkan dengan spektrum inklusif dan eksklusif. Kelima proses tersebut adalah 
pertama, seleksi dilakukan oleh para pemilih. Artinya, seleksi dilakukan oleh 
semua orang yang memiliki hak suara dalam pemilihan umum. Kedua, seleksi 
dilakukan oleh para anggota partai. Ketiga adalah proses seleksi dilakukan oleh 
para delegasi atau perwakilan partai. Keempat adalah seleksi dilakukan oleh 
sejumlah orang yang termasuk dalam elit partai. Kelima adalah seleksi dilakukan 
hanya oleh satu orang, yaitu pimpinan partai (Hazan, 2010).

Ketiga, voting system and appointmen system, menjelaskan tentang bagaimana 
kandidat dinominasikan dalam partai politik. Elemen ini juga terbagi atas 2 
bagian, yaitu pemilihan dan penunjukan langsung. Jika menggunakan pemilihan, 



9Indonesia 2022 – Oleh: Ahmad Hidayah 

maka untuk menentukan siapa yang dinominasikan akan dilakukan pemilihan 
terlebih dahulu. Sedangkan penunjukan, pemilihan kandidat ditunjuk tanpa 
menggunakan prosedur pemilihan (Hazan, 2010) 

Keempat, candidate selection methods, yaitu dimana proses ruang lingkup 
pengambilan keputusan dalam proses seleksi kandidat. Dalam aspek ini 
terdiri dari dua tingkatan, sentralistik dan desentralistik. Sentralistik artinya 
proses seleksi dan pengambilan keputusan ada ditingkat pusat atau nasional. 
Sedangkan desentralistik proses dan pengambilan keputusan ada ditingkat lokal 
atau regional (Hazan, 2010). 

Jika mengacu pada penelitian dari Hidayah (2020) dengan judul “Perbadingan 

Seleksi Kandidat Perempuan Partai Nasdem Di  Indonesia Tahun 2014 Dan Partai 

Unidos Podemos Di Spanyol Tahun 2016”, partai politik yang menggunakan 
sistem seleksi kandidat dimana candidacy dan selectorate bersifat inklusif, 
menggunakan voting system, pengambilan keputusan berada di daerah atau 
desentralistik, serta memiliki sistem yang jelas, transparan dan terbuka, lebih 
memudahkan kandidat perempuan untuk bersaing dengan laki – laki secara adil 
untuk mendapatkan dapil dan nomor urut strategis. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini melihat dua hal, yaitu 
persiapan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu, yaitu verifikasi 
administrasi dan faktual, dan persiapan partai politik sebagai peserta Pemilu 
dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Berikut kerangka penelitian 
Indonesia Report 2022: 

Gambar 1.2. Kerangka Penelitian



Persiapan Partai Politik Baru Menuju Pemilu Serentak Tahun 202410

Pembahasan
Lahirnya Partai Gelora

Partai Gelora berdiri pada 28 Oktober 2019 atau beberapa bulan setelah Pemilu 
2019 digelar. Menurut situs resmi Partai Gelora, terdapat 99 orang pendiri yang 
berasal dari 34 provinsi. Pendirian Partai Gelora dideklarasikan dalam acara 
konsolidasi nasional di Jakarta pada 10 November 2019. Selanjutnya, pada 31 
Maret 2020, Partai Gelora mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai partai politik. Saat ini, Partai Gelora 
telah secara resmi menjadi partai politik setelah mendapatkan Surat Keputusan 
(SK) bernomor M.HH-11.AH.11.01 Tahun 2020 dari Kemenkumham pada 
tahun 2020.

Menurut Junef Islamiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Koordinasi Kewilayahan 
Partai Gelora, lahirnya partai Gelora didasari oleh dua hal. Pertama, krisis 
kepemimpinan yang terjadi di Indonesia. Kedua, cita-cita untuk menjadikan 
Indonesia masuk ke dalam lima negara yang mendominasi dunia. Berangkat 
dari dua hal tersebut, maka Partai Gelora menjadi sebuah partai alternatif bagi 
masyarakat Indonesia dengan membawa narasi politik yang baru.

Terkait dengan anggapan bahwa Partai Gelora merupakan pecahan dari Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), Junef Ismaliyanto tidak menampik hal tersebut. 
Hal ini mengacu dari para elit Partai Gelora yang memang sudah pernah 
berpolitik bersama PKS, sebut saja Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta 
(Presiden PKS Periode 2013-2015), Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri 
Hamzah (Anggota DPR RI Fraksi PKS periode 2014-2019), Bendahara Umum 
Partai Gelora, Achmad Rilyadi (Majelis Pertimbangan Pusat PKS periode 
2005-2010), dan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfudz Siddiq (Wakil 
Sekretaris Jenderal PKS). Meski demikian, Junef Ismaliyanto menekankan 
bahwa banyaknya kader yang memiliki keresahan yang sama membuat mereka 
mendirikan Partai Gelora. 

“Mereka-mereka ini memang berasal dari partai sebelumnya (PKS). tetapi 
ini perlu dipahami bahwa mereka memiliki satu kegelisahan yang sama. 
Apa yang kami rasakan di pusat, akhirnya nyambung dengan apa yang di-
rasakan di daerah. Nah, karena memiliki kesamaan kegelisahan tadi, maka 
kita membentuk struktur partai baru ini” Wawancara dengan Junef Ismali-
yanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022. 

Senada dengan Junef Ismaliyanto, Mahfudz Siddiq, Sekretaris Jenderal Partai 
Gelora mengakui bahwa beberapa pengurus partai Gelora memang berasal dari 
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PKS. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajaran jika terdapat kemiripan antara 
PKS dengan Partai Gelora. Meski demikian, Mahfudz Siddiq mengatakan 
bahwa tetap terdapat perbedaan antara PKS dan Partai Gelora, yaitu Partai 
Gelora mengusung pancasila, bukan partai Islam (Kompas.com, 05/04/2022).  

Terkait ideologi Partai Gelora, pendirian Partai Gelora merupakan jalan 
bagi masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai solidaritas dan rasa 
nasionalisme untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang religius, 
tetapi memiliki sikap nasionalisme (Harahap, 2020). Artinya, Partai Gelora 
merupakan partai politik yang menganut ideologi nasionalis-religius. 

Kesiapan Partai Gelora untuk Menjadi  
Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, 
salah satunya adalah pembentukan struktur kepengurusan di seluruh Provinsi, 
75 persen di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, dan 
memiliki kepengurusan 50 persen jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang 
bersangkutan. Terkait hal tersebut, Partai Gelora saat ini sudah memenuhi hal 
tersebut.

“Untuk tingkat Provinsi, sudah 100 persen. Di tingkat Kabupaten/Kota saat 
ini, DPD ya, sudah hampir 90 persen. Untuk di tingkat kecamatan, kita 
kurang lebih sudah 60 persen” Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil 
Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022 

Meski sudah melewati dari batas yang ditentukan, Junef Ismaliyanto, Wakil 
Sekretaris Jenderal Partai Gelora mengatakan bahwa pembentukan struktur 
kepengurusan bukan tanpa hambatan dan tantangan. Menurutnya, tidak 
semua pengurus di tingkat daerah merupakan pindahan dari partai sebelumnya. 
Artinya, diperlukan adaptasi antar satu pengurus dengan pengurus yang 
lainnya. Oleh karena itu, Junef Ismaliyanto mengatakan bahwa yang dilakukan 
Partai Gelora saat ini adalah memperkuat organisasi sampai ke tingkat terkecil. 

Dalam pembentukan struktur, diamanatkan dalam UU Pemilu bahwa partai 
politik perlu untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan di tingkat pusat. Sedangkan untuk di tingkat daerah, partai politik 
hanya perlu untuk “memperhatikan”. Terkait hal tersebut, Partai Gelora telah 
memenuhi persyaratan tersebut. Lebih lanjut, Junef Ismaliyanto mengatakan 
bahwa Partai Gelora tidak memiliki kesulitan ketika harus menempatkan 
perempuan di dalam struktur kepengurusan. 
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“Sampai saat ini tidak ada kesulitan dalam merekrut perempuan, karena 
partai ini terbuka untuk siapa saja. Ketika kita melempar ke masyarakat, 
banyak juga perempuan yang mendaftar. Karena baik laki-laki dan perem-
puan pasti memiliki kecenderungan dalam politik”. Wawancara dengan Ju-
nef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 
2022. 

Terkait anggaran untuk membentuk kepengurusan, Junef Ismaliyanto juga 
tidak menampik bahwa “ongkos politik” juga menjadi satu persoalan. Sebagai 
contoh, salah satu persyaratan yang diamanatkan oleh UU Pemilu adalah 
pembentukan kantor partai politik, dan hal ini tentu memerlukan pembiayaan 
yang tidak sedikit. Meski demikian, pengalaman para pengurus Partai Gelora 
yang memang sudah pernah berpartai sebelumnya menjadi modal untuk 
membangun infrastruktur partai Gelora. 

“Selama ini para pengurus ini juga sudah pernah berpartai. Kita memban-
gun kesadaran bagi setiap kader untuk mampu mendanai keperluan-keper-
luan dari kepartaian. Walaupun ada sedikit banyak yang disupply dari para 
pimpinan maupun pendiri partai” Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, 
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022.

Senada dengan Junef Ismaliyanto, Zuhrif, Ketua Partai Gelora Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan bahwa Sumber daya 
ekonomi yang terkait dengan kepemilikan aset dan uang menjadi hal yang 
sangat penting digunakan dalam menjalankan mesin politik oleh aktor-aktor. 
Dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi, perlu adanya sumber 
daya ekonomi atau pendanaan politik yang tidak sedikit. Oleh karena itu, 
Partai Gelora Provinsi DIY terbantu dengan adanya bantuan pendanaan dari 
anggota partai yang memiliki pertambangan dan perkebunan atau mereka yang 
memiliki bisnis.  Dengan menggunakan sumber daya ekonomi ini, Partai Gelora 
menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara, seperti pembinaan UMKM 
(Widyana, 2022)

Persyaratan lainnya yang perlu untuk dilengkapi oleh partai politik yang hendak 
mendaftar sebagai peserta pemilu adalah memiliki keanggotaan, yaitu sekurang-
kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk yang 
dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Terkait hal tersebut, Partai 
Gelora tidak memiliki kesulitan dalam hal tersebut. Menurut Junef Ismaliyanto, 
strategi yang digunakan oleh Partai Gelora untuk merekrut anggota dengan 
menggunakan sarana digital. 
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“Partai Gelora ini lahir dari masa krisis ya, pandemi. Pandemi mengajak 
kita aktif dalam kerangka digital ya. Oleh karena itu, kita memanfaatkan 
sarana digital untuk memaksimalkan rekrutmen. kita membuat Gelora apps. 
Melalui itu kita menyebarkan ke seluruh masyarakat. Tujuannya adalah un-
tuk memudahkan” Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris 
Jenderal Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022.

Menurut Zuhrif, Ketua Partai Gelora Provinsi DIY, bahwa mencari basis massa, 
dalam konteks ini dalam hal keanggotaan merupakan salah satu tantangan bagi 
partai baru. Meski demikian, hal yang dilakukan oleh Partai Gelora sejak awal 
berdiri adalah memperkenalkan Partai Gelora dengan ideologi serta visi dan 
misinya. Setelah masyarakat mengetahui hal tersebut, maka masyarakat akan 
mulai untuk menyukai Partai Gelora yang berujung dengan menjadi anggota 
serta pemilih Partai Gelora (Widyana, 2022). Meski demikian, jika melihat 
corak serta ideologi Partai Gelora, maka hal ini tentu menjadi tantangan karena 
tidak ada pembeda antara Partai Gelora dengan partai politik yang telah ada.

Lebih lanjut, Junef Ismaliyanto memaparkan bahwa sampai saat ini tidak 
terdapat permasalahan yang berarti sehingga Ia yakin bahwa Partai Gelora 
akan lolos verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun faktual. Namun 
menurutnya, Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan oleh 
KPU saat ini menjadi salah satu tantangan bagi partai politik dalam melengkapi 
persyaratan administrasi. 

“SIPOL menjadi salah satu kendala juga. Terdapat beberapa persoalan tek-
nis. Tapi pada dasarnya, SIPOL ini bagus dan efisien. Hanya masalahnya 
sistemnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.” Wawancara dengan 
Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Okto-
ber 2022.

Junef Ismaliyanto juga mengatakan bahwa peraturan terkait hanya partai 
politik baru dan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen di pemilu 
tahun 2019 yang akan di verifikasi faktual, merupakan peraturan yang tidak 
adil. Meski demikian, Partai Gelora tetap menaati hal tersebut dan bersiap 
untuk mematuhi semua peraturan dan kelengkapan yang diperlukan untuk 
dapat menjadi peserta pemilu. 

Kesiapan Partai Gelora Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024

Pada tanggal 14 Desember 2022, KPU akan mengumumkan secara resmi 
terkait partai politik yang telah dinyatakan lolos verifikasi, baik administrasi 
maupun faktual. Sehingga, partai politik secara sah menjadi peserta pemilu 
serentak tahun 2024 mendatang. Setelah dinyatakan sah menjadi peserta 
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Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, hal pertama yang dilakukan partai 
Gelora adalah membuka kesempatan bagi siapa pun untuk dapat menjadi bakal 
calon anggota legislatif dari Partai Gelora. 

Meski demikian, saat ini Partai Gelora masih fokus untuk lolos menjadi peserta 
pemilu. Namun, Partai Gelora sudah memberikan pengumuman bagi setiap 
pengurus untuk maju menjadi bakal calon anggota legislatif di pemilu serentak 
tahun 2024. 

“Beberapa kader saat ini ada yang sudah siap untuk maju, ada pula yang 
masih menahan diri. Melihat bagaimana popularitas dan elektabilitas. Yang 
bisa kita lakukan saat ini adalah memaksimalkan pengurus yang ada. Tapi 
nanti pada saatnya, kita sudah lolos verifikasi partai politik, akan banyak 
yang mendaftarkan. Saat ini baru dari kepengurusan” Wawancara dengan 
Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gelora, pada 10 Okto-
ber 2022. 

Junef Ismaliyanto mengatakan terdapat tiga jalur yang akan dibuka untuk 
menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Gelora. Pertama, jalur 
pengurus. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengurus Partai Gelora 
diamanatkan untuk maju di Pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Saat ini, 
jalur kepengurusan sudah dibuka, walaupun Partai Gelora belum secara sah 
dinyatakan sebagai peserta pemilu. Jalur kedua adalah jalur rekomendasi. 
Nantinya, pengurus partai Gelora bisa memberikan rekomendasi kepada bakal 
calon anggota legislatif yang sekiranya memiliki popularitas dan elektabilitas. 
Meski demikian, mengutip dari Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta, Partai 
Gelora tidak harus merekrut orang yang sudah pasti memiliki popularitas dan 
elektabilitas. Hal yang paling penting adalah mereka harus memiliki kesamaan 
visi dan misi serta mau untuk berjuang bersama Partai Gelora. Jalur ketiga, 
yaitu jalur umum. Partai Gelora merupakan partai yang terbuka bagi siapa 
saja, sehingga siapa pun berhak untuk mendaftarkan diri serta menjadi bakal 
calon anggota legislatif dari partai Gelora. Berdasarkan ketiga jalur tersebut, 
maka model seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora dapat dikatakan 
inklusif, karena memperbolehkan siapa saja untuk menjadi bakal calon anggota 
legislatif dari Partai Gelora. 

“Seperti yang pernah disampaikan oleh ketua umum, kami tidak melulu 
merekrut bintang. Tapi justru kami berharap menjadi partai yang melahir-
kan bintang” Wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jen-
deral Partai Gelora, pada 10 Oktober 2022.
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Gambar 1.3. Proses Seleksi Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Gelora

Sumber: Berdasarkan wawancara dengan Junef Ismaliyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai 
Gelora, pada 10 Oktober 2022.

Berdasarkan UU Pemilu, disyaratkan pula bagi partai politik peserta pemilu 
untuk menempatkan 30 persen perempuan di daftar calon anggota legislatif. 
Menurut Junef Ismaliyanto, tidak ada strategi khusus untuk merekrut 
perempuan. Hanya saja, ketua bidang perempuan Partai Gelora nantinya akan 
menjadi garda terdepan dalam merekrut dan menyeleksi bakal calon anggota 
legislatif perempuan.  

Terkait siapa yang akan menjadi penyeleksi bakal calon anggota legislatif, 
ataupun yang memiliki wewenang dalam menentukan nomor urut, Junef 
Ismaliyanto mengatakan bahwa Partai Gelora saat ini tengah membentuk 
tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH) dan Badan 
Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gelora. Terkait hal tersebut, maka model 
selectorate dalam proses seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora 
masuk ke dalam kategori ekslusif, karena penyeleksinya adalah beberapa elit 
Partai Gelora. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki model seleksi appointment 

system, karena tidak melakukan pemungutan suara pendahuluan di internal 
partai politik. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa model seleksi 
calon anggota legislatif Partai Gelora, dimana selectorate adalah elit politik 
partai Gelora yang bersifat eksklusif serta menggunakan appointment system, 
maka tidak ada model baru dalam proses seleksi dan merupakan model umum 
yang digunakan oleh partai politik di Indonesia. Melihat hal tersebut, maka 
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model seleksi calon anggota legislatif Partai Gelora belum sepenuhnya ramah 
terhadap perempuan.  

Dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Partai Gelora 
sampai saat ini belum menentukan sikap terkait pembentukan koalisi dan calon 
presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Lebih lanjut, Partai Gelora 
lebih akan fokus pada pemilu legislatif dan memiliki target lolos ambang batas 
parlemen dengan perolehan suara nasional mencapai tujuh hingga delapan 
persen. 

Penutup
Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan. 
Pertama, Partai Gelora sudah sangat siap untuk menjadi peserta pemilu 
serentak tahun 2024 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya 
semua persyaratan untuk menjadi peserta pemilu. 

Kedua, Partai Gelora tidak memiliki hambatan yang berarti dalam proses 
pendaftaran menjadi peserta pemilu. Hanya terdapat beberapa permasalahan 
yang umum dijumpai oleh partai politik, seperti pendanaan serta merekrut 
anggota. Selain itu, Partai Gelora juga sedikit memiliki kendala teknis ketika 
menggunakan SIPOL. 

Ketiga, Partai Gelora telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta 
pemilu terkait menempatkan perempuan di struktur kepengurusan partai 
politik di tingkat pusat. Selain itu, Partai Gelora di tingkat pusat juga telah 
menginstruksikan di kepada pengurus di tingkat daerah untuk memperhatikan 
keterwakilan perempuan dalam pembentukan struktur. Lebih lanjut, Partai 
Gelora juga tidak memiliki hambatan ataupun kesulitan dalam menempatkan 
perempuan dalam struktur kepengurusan. 

Keempat, Partai Gelora membuat sebuah terobosan baru terkait rekrutmen 
keanggotaan dengan membuat Gelora Apps. Tujuan dari adanya aplikasi 
tersebut adalah untuk memudahkan Partai Gelora dalam melakukan proses 
rekrutmen keanggotaan.  

Kelima, Partai Gelora saat ini masih fokus dalam proses verifikasi. Meski demikian, 
Partai Gelora memiliki tiga jalur untuk menjadi bakal calon anggota legislatif, 
yaitu jalur pengurus, rekomendasi dan umum. Dari ketiga jalur tersebut, Partai 
Gelora baru membuka satu jalur yaitu jalur pengurus. Berdasarkan ketiga jalur 
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tersebut, maka model seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Gelora dapat 
dikatakan inklusif, karena memperbolehkan siapa saja untuk menjadi bakal calon 
anggota legislatif dari Partai Gelora. 

Keenam, terkait penyeleksi dalam seleksi calon anggota legislatif, Partai Gelora 
saat ini tengah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengurus 
Harian (BPH) dan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gelora. Terkait 
hal tersebut, maka model selectorate dalam proses seleksi bakal calon anggota 
legislatif Partai Gelora masuk ke dalam kategori ekslusif, karena penyeleksinya 
adalah beberapa elit Partai Gelora. Selain itu, Partai Gelora juga memiliki 
model seleksi appointment system, karena tidak melakukan pemungutan suara 
pendahuluan di internal partai politik. 

Ketujuh, model seleksi calon anggota legisatif Partai Gelora masih memiliki 
model yang umum digunakan oleh partai-partai lain di Indonesia. Selain itu, 
model seleksi seperti ini belum ramah terhadap kandidat perempuan.   

Kedelapan, Dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024 mendatang, 
Partai Gelora sampai saat ini belum menentukan sikap terkait pembentukan 
koalisi dan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Lebih lanjut, 
Partai Gelora lebih akan fokus pada pemilu legislatif dan memiliki target lolos 
ambang batas parlemen dengan perolehan suara nasional mencapai tujuh 
hingga delapan persen. 

Rekomendasi

Penelitian ini mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi kepada 
beberapa pihak. Pertama, bagi Partai Gelora, sebagai sebuah partai politik baru, 
penting untuk mencoba model seleksi calon anggota legislatif yang berbeda 
dengan model seleksi yang umumnya digunakan oleh partai politik di Indonesia. 
Misalnya dengan cara menyelenggarakan pemungutan suara pendahuluan. Hal 
ini dilakukan agar nomor urut satu dalam daftar calon ditentukan oleh anggota, 
bukan elit politik. Sebagai contoh, untuk mendapatkan nomor urut satu, maka 
pengurus partai politik di daerah pemilihan tersebut akan melalukan pemilu 
internal yang diikuti oleh para anggota. Nantinya, bagi kandidat yang memiliki 
suara terbanyak akan berhak untuk mendapat nomor urut satu. Dengan 
menggunakan model seleksi pendahuluan, maka proses seleksi lebih inklusif dan 
terbuka, sehingga ramah bagi kandidat perempuan. 

Kedua, penting pula bagi Partai Gelora untuk terus mengembangkan dan 
mensosialisasikan Gelora Apps. Pasalnya, penggunaan teknologi dalam proses 
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rekrutmen merupakan sebuah terobosan positif yang perlu untuk terus 
dikembangkan dan diperkenalkan kepada publik. Selain itu, Gelora Apps juga 
dirasa perlu untuk menjadi sebuah aplikasi yang digunakan untuk menjalankan 
fungsi partai politik lainnya, seperti sosialisasi dan pendidikan politik. 

Ketiga, penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
terpilih periode 2024-2029 untuk mengkaji kembali UU Pemilu. Khususnya 
terkait persyaratan verifikasi faktual hanya untuk partai politik baru dan juga 
partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen di pemilu sebelumnya. 
Pasalnya, setiap partai politik seharusnya menjalani proses yang sama jika 
ingin menjadi peserta pemilu, terlepas apakah partai politik tersebut sudah di 
parlemen atau belum.  

Keempat, KPU perlu untuk mengevaluasi SIPOL. Pasalnya, tujuan utama SIPOL 
adalah untuk memudahkan partai politik dalam hal administrasi. Namun pada 
kenyataanya, SIPOL menjadi persoalan tersendiri bagi partai politik. Untuk itu, 
KPU perlu untuk memberikan bobot lebih terkait penggunaan teknologi dalam 
pemilu, dalam hal sumber daya manusia ataupun anggaran.    
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Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. 
Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang 
diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, 
maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. 
Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya 
kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam 
memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu perlunya 
mendorong optimalisasi keterbukaan data pemilu (open election 
data). 

Indonesia 2022 membahas tentang implementasi keterbukaan 
data pemilu terbuka jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024 
dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya kemajuan dalam penyelenggaraan keterbukaan data pemilu 
di Indonesia. Di sisi lain, masih terdapat tantangan yang harus 
dibenahi oleh KPU selaku penyelenggara pemilu. Penelitian ini 
juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai bentuk 
kontribusi dalam penguatan penyelenggaraan keterbukaan data 
pemilu di Indonesia.  

Kata kunci: 	Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Open Data
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Pendahuluan
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Hasil 
pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi 
masyarakat (Budiardjo, 2015). Pada negara demokrasi, pemilu adalah arena 
kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang 
didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada 
era demokrasi modern, pemilu menempati posisi penting karena terkait beberapa 
hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan 
demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, dan 
ketiga, pemilu menjadi penting dikarenakan terkait dengan implikasi-implikasi 
yang luas dari pemilu itu sendiri (Pamungkas, 2009).

Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang 
diselenggarakan di Indonesia. Pasalnya, di tahun 2024 nanti akan diselenggarakan 
pemilu dan pemlilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun yang sama. Rencananya, 
pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil 
presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan 
daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan 
kabupaten/kota. 

Sementara, Pilkada yang akan digelar 27 November 2024 akan memilih 271 
kepala daerah, terdiri dari 24 gubernur, 56 wali kota, dan 191 bupati. Hal ini 
tentunya akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, 
sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang 
sama. Melihat pentingnya Pemilu 2024 maka penyelenggara pemilu diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 
Serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan 
rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam 
memperkuat integritas Pemilu dan Pilkada 2024, yaitu perlunya mendorong 
optimalisasi keterbukaan data pemilu (open election data). 

Terdapat sembilan prinsip yang ditetapkan oleh Open Election Data Initiative 
National Democratic Institute (NDI-OEDI) untuk data terbuka: 1) tepat 
waktu, artinya tersedia secepat yang diperlukan agar berguna; 2) granular, 
artinya tersedia pada tingkat detail yang paling memuaskan; 3) tersedia gratis 
di internet, artinya tersedia tanpa batasan moneter; 4) lengkap dan in bulk, 
artinya tersedia secara keseluruhan, tanpa penghilangan; 5) dapat dianalisis, 
artinya tersedia dalam format digital yang dapat dibaca mesin yang dapat dengan 
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mudah dianalisis; 6) non-proprietary, artinya dalam format di mana tidak ada 
entitas yang memiliki kendali eksklusif; 7) non-diskriminatif, artinya tersedia 
untuk setiap individu atau organisasi tanpa batasan; 8) bebas lisensi, artinya 
terbuka untuk digunakan kembali dan didistribusikan kembali untuk tujuan apa 
pun; dan 9) tersedia secara permanen, artinya tersedia melalui lokasi internet 
yang stabil untuk jangka waktu tidak terbatas (NDI-OEDI, 2015).

Sembilan prinsip keterbukaan data pemilu harus diterapkan pada semua jenis 
data pemilu. Data pemilu mengacu pada informasi yang berkaitan dengan 
aspek-aspek proses sepanjang siklus pemilu. Proses pemilu memiliki beberapa 
fase seperti, proses mendesain dan perancangan perundang-undangan pemilu, 
merekrut dan melatih staf, membuat perencanaan, registrasi pemilih, registrasi 
partai politik, pencalonan partai dan kandidat, periode kampanye, pemungutan 
suara, penghitungan suara, tabulasi hasil penghitungan, mengumumkan hasil 
pemilu, menyelesaikan sengketa, membuat laporan, audit, dan pengarsipan 
(Wall, et al. 2016). 

NDI-OEDI mengkategorikan data pemilu menjadi 1) kerangka hukum data 
pemilu; 2) data daerah pemilihan; 3) data administrasi badan penyelenggara 
pemilu (BPP); 4) data keputusan, resolusi, dan berita acara penyelenggara 
pemilu; 5) data keamanan pemilu; 6) data pendaftaran partai politik; 7) data 
kualifikasi surat suara; 8) data kampanye pemilu; 9) data dana kampanye; 10) 
data pendaftaran pemilih; 11) data daftar pemilih; 12) data pendidikan pemilih; 
13) data tempat pemungutan suara; 14) data hasil pemilu; 15) data e-voting 
dan penghitungan suara; dan 16) data pemilu, pengaduan, sengketa, dan 
penyelesaian (NDI-OEDI, 2015).

Data terbuka sendiri dapat dipandang sebagai bagian penting penguatan 
hak-hak warga negara. Dengan data terbuka, masyarakat akan lebih mudah 
mengakses informasi yang diperlukan karena tersedia secara daring dan gratis. 
Selain itu, data yang dikumpulkan sering menjadi dasar pengambilan keputusan 
maupun implementasi. Dengan membagikan data itu, sebuah lembaga publik 
menunjukkan niatnya untuk transparan tentang pengambilan keputusan dan 
proses implementasinya. Warga dan organisasi juga dapat menggunakan data 
tersebut untuk meminta pertanggungjawaban lembaga publik. Ada beberapa 
sisi positif ketika data pemilu “dibuka”, seperti meningkatkan transparansi 
proses pemilu individu; meningkatkan efektivitas Badan Penyelenggara Pemilu; 
meningkatkan partisipasi dan keterlibatan pemilih dengan hasil; meningkatkan 
inklusivitas kelompok yang secara tradisional terpinggirkan; mengurangi 
ketegangan pemilu, dan menghasilkan wawasan baru ketika organisasi warga 
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menggabungkan data hasil dengan informasi tentang lokasi atau kekerasan 
politik (NDI-OEDI, 2015).

Berdasarkan studi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research 

(TII) tahun 2021 yang didukung oleh RESPECT-USAID dan Perkumpulan 
Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ditemukan bahwa baru terdapat 
tujuh jenis data yang dianggap terbuka, yaitu yang berkaitan dengan kerangka 
hukum; badan dan penyelenggara pemilu; proses badan penyelenggara pemilu; 
daerah pemilihan; kualifikasi surat suara; kampanye pemilu, dan pendidikan 
pemilih. 

Sedangkan, terdapat enam jenis data yang masih dianggap terbuka sebagian, 
yaitu data pendaftaran partai politik; dana kampanye; pendaftaran pemilih; 
daftar pemilih; tempat pemungutan suara, serta keberatan dan sengketa pemilu. 
Bahkan, dua data pemilu dianggap tidak terbuka, yaitu data keamanan pemilu 
dan hasil pemilu. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan di atas maka perlu 
dilakukan pembenahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendorong keterbukaan data pemilu.

Pertanyaan Penelitian
Analisis kebijakan ini mencoba menjawab tiga pertanyaan sebagai berikut:

1.	 Bagaimana implementasi keterbukaan data pemilu jelang Pemilu dan Pilka-
da 2024?

2.	 Faktor apa yang menjadi tantangan implementasi keterbukaan data pemilu 
jelang Pemilu dan Pilkada 2024?  

3.	 Upaya apa yang dilakukan untuk perbaikan implementasi keterbukaan data 
pemilu jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024?  

Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan 
untuk menganalisis keterbukaan data pemilu jelang Pemilu dan Pilkada 2024. 
Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi 
dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian 
kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti 
untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepustakaan dan 
berbagai sumber bacaan. Diantaranya buku, artikel, peraturan undang-undang 
dan kebijakan.
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Kajian Pustaka
Pemilu adalah dasar bagi legitimasi demokrasi. Proses tersebut memberikan 
pada warga cara untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka 
dengan memilih kontestan masuk atau keluar dari jabatannya. Pemilu yang 
kredibel ditandai dengan inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, dan daya saing. 
Beberapa hal perlu dilakukan untuk meningkatkan integritas pemilu secara 
efektif. Pertama, menggabungkan informasi yang kredibel dan transparansi 
tentang lembaga, prosedur, dan hasil pemilu, termasuk dari pengamat dan 
media berita. Kedua, diikuti oleh akuntabilitas publik dari otoritas pemilu untuk 
pengawasan horizontal dan badan pengawasan, termasuk pengadilan dan 
legislatif. Ketiga, akuntabilitas ke bawah dari otoritas elektoral untuk kelompok 
pengawas sipil dan warga negara biasa. Keempat, bentuk kepatuhan yang efektif 
untuk memperbaiki masalah dalam mendukung ekosistem politik, termasuk 
mendorong kemauan politik aktor, masyarakat, dan investasi infrastruktur 
teknis (Norris dan Nai, 2017). 

Transparansi merupakan hal yang penting untuk membangun demokrasi yang 
mapan dan membuka partisipasi publik yang seluas-luasnya. Untuk itu, lembaga 
demokrasi harus mentransformasikan dirinya menjadi lembaga yang terbuka, 
mudah diakses, akuntabel, dan partisipatif. Dalam perspektif membangun 
masyarakat yang demokratis dan informatif, praktik komunikasi pemerintah, 
termasuk lembaga demokrasi, setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama. 
Pertama, struktur politik demokrasi harus menekankan pada aspek kebebasan 
bertransaksi gagasan dan informasi yang akurat, sehingga publik dan pemerintah 
dapat memperoleh berbagai referensi untuk menginformasikan pilihan-pilihan. 
Kedua, pemerintahan yang demokratis harus melaporkan dan mendorong 
akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayaninya. Ketiga, 
masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki hak konstitusional atas informasi 
pemerintah (Rizkiyansyah, 2015).

Lebih lanjut, penyelenggara pemilu juga semakin sadar bahwa pemberian 
data dan informasi oleh penyelenggara pemilu kepada publik tidak lagi 
sebatas pemenuhan prinsip “kewajiban untuk memberi tahu” dan “hak untuk 
mengetahui”, namun secara perlahan bergerak menuju arah “kebebasan 
informasi”. Untuk itu, semua informasi ini bebas diketahui publik. Berdasarkan 
pemahaman tersebut, keterbukaan data pemilu merupakan aspek esensial dari 
demokrasi (Rizkiyansyah, 2015). Menurut Titi Anggraini (2015), pengungkapan 
data dan informasi pemilu yang tepat akan memudahkan penyelenggara, 
mendorong inovasi dan partisipasi kreatif, serta mengurangi dan melokalisasi 
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konflik. Semua itu pada akhirnya dapat berdampak pada penguatan kepercayaan 
masyarakat terhadap integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan 
pemilu (Anggraini, 2015).

Salah satu tujuan penggunaan platform data terbuka adalah untuk mendorong 
akses ke data pemilu dan mendorong pengembangan media kreatif dan aplikasi 
yang mempromosikan komunitas yang lebih luas (Martin et al., 2015; Irani 
et al., 2014; Kassen, 2013). Dengan cara ini, mendorong partisipasi publik 
dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah, organisasi sektor publik, 
bisnis, dan pengembang teknologi informasi untuk menggunakan data terbuka 
harus didorong. Mendorong tersedianya lebih banyak data akan mendorong 
transparansi, partisipasi, dan inovasi di masyarakat. Diharapkan dengan 
penyediaan data tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat 
luas.

Menurut Open Knowledge Foundation (2019), ada tiga fitur utama dari data 
terbuka. Pertama, jumlah dan akses. Data yang tersedia harus bersifat total, 
dan data tersebut harus dapat diakses secara bebas. Kedua, data harus mudah 
digunakan dan didistribusikan kembali, termasuk jika data tersebut digabungkan 
dengan data lain. Artinya, data harus dapat dibaca oleh mesin. Ketiga, 
partisipasi universal. Semua orang bisa menggunakannya. Data tersebut tidak 
boleh dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, seperti pemerintah atau swasta.

Mirip dengan Open Knowledge Foundation, Manyika et al. (2013) menyatakan 
empat komponen data terbuka. Yang pertama adalah hak akses bagi semua 
orang. Yang kedua adalah bahwa komputer dapat membacanya. Yang 
ketiga adalah dapat diakses secara gratis. Keempat adalah kebebasan untuk 
menggunakan kembali dan mereferensikan data.

Untuk melihat kelengkapan data pemilu, kita harus mengacu pada tipe data dan 
prinsip data pemilu. International IDEA mengutip dari The Open Election Data 
Initiative yang mendefinisikan sembilan prinsip dalam data pemilu terbuka.

1.	 Tepat waktu: tersedia secepat yang diperlukan agar bermanfaat; 

2.	 Granular: tersedia pada tingkat perincian atau detail terbaik dan juga terse-
dia pada tingkat primer, yaitu tingkat pengumpulan data sumber; 

3.	 Tersedia secara gratis di Internet: dirilis tanpa ada pembatasan moneter;

4.	 Lengkap dan in bulk: dirilis sebagai kumpulan data yang komprehensif tanpa 
penghilangan apa pun; 

5.	 Dapat dianalisis: tersedia dalam format yang dapat dibaca mesin yang dapat 
dianalisis dengan cepat dan mudah; 
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6.	 Non-proprietary: tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang me-
miliki kendali eksklusif; 

7.	 Non-diskriminatif: tersedia bagi individu atau institusi mana pun untuk ak-
ses anonim tanpa batasan penggunaan apa pun, termasuk persyaratan ap-
likasi atau pendaftaran; 

8.	 Bebas lisensi: tidak boleh ada hambatan untuk penggunaan kembali dan 
pendistribusian ulang untuk tujuan apa pun, dan 

9.	 Tersedia secara permanen: melalui lokasi Internet yang stabil untuk waktu 
yang tidak ditentukan. Secara khusus, data yang hanya tersedia untuk wak-
tu yang singkat merupakan data yang tidak terbuka (IDEA, 2017).

Berdasarkan prinsip open data yang diuraikan di atas, data pemilu harus dapat 
diakses oleh siapa saja tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. 
Untuk itu, penyelenggara pemilu berkewajiban memberikan kemudahan bagi 
penyandang disabilitas untuk mengakses data pemilu dengan berbagai jenis 
disabilitas. Misalnya, KPU dapat menawarkan data dengan format audio untuk 
memudahkan penyandang tunanetra mengakses data pemilu. KPU juga dapat 
membuat dengan format visual untuk tunarungu. Secara umum, pemenuhan 
prinsip-prinsip data terbuka harus dipahami secara teknis dan kaitannya 
dengan makna demokrasi substantif, tata pemerintahan yang baik, dan prinsip-
prinsip inklusi. Prinsip-prinsip tersebut juga harus dikontekstualisasikan dalam 
implementasi data pemilu terbuka di berbagai dataset. 

Penyelenggaraan data terbuka diatur dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). SDI 
merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan 
tata kelola data instansi pusat dan pemerintah daerah agar menghasilkan data 
yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, 
dan dibagipakaikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pengendalian pembangunan. Diharapkan kebijakan SDI ini akan memaksimalkan 
penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. 

Pembahasan
Kajian akhir tahun 2022 ini mencoba melihat perkembangan implementasi 
kebijakan data pemilu terbuka yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, 
khususnya KPU. Kajian ini dilakukan berdasarkan temuan penelitian TII yang 
didukung oleh Perludem dan Respect Program - The United States Agency 
for International Development (USAID) tahun 2021, serta studi-studi lainnya 
yang relevan. 
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Selanjutnya, kajian akhir tahun 2022 ini dilakukan dengan melakukan pemantauan 
terhadap portal KPU dan juga memperhatikan tahapan Pemilu tahun 2024 
yang pada saat kajian ini dilakukan telah masuk dalam tahap pendaftaran dan 
verifikasi partai politik melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). 
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, ada beberapa kemajuan yang telah 
dilakukan oleh KPU sebagai berikut:

1.	 Adanya Portal Open Data KPU

Keterbukaan data pemilu di tubuh KPU sebagai penyelenggara pemilu 
masih tersebar di berbagai laman yang berada di portal KPU, yaitu 
https://www.kpu.go.id/. Situs KPU memuat berbagai laman yang 
berisi tentang informasi terkait KPU dan pemilu. Sedangkan laman 
khusus open data berada di situs https://opendata.kpu.go.id/ ,yang 
diluncurkan oleh KPU pada 29 September 2021 yang lalu.  Portal open 

data KPU menyediakan data kepemiluan dalam bentuk API (application 

programming interface) serta format lain, seperti json, csv, doc, xls, dan 
pdf. Berdasarkan pantauan situs open data KPU hingga 14 Oktober 2022, 
terdapat 155 dataset yang terdiri 342 file data dari 10 topik, seperti data 
daerah pemilihan; pencalonan; logistik; partai politik; partisipasi dan 
sosialisasi; penghitungan dan penetapan suara; daftar pemilih; Sumber 
Daya Manusia (SDM), serta perselisihan hasil pemilu. Upaya KPU ini 
perlu diapresiasi sebagai komitmen untuk menjaga transparansi dan 
akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. 

Di sisi lain, pemantauan TII juga menemukan bahwa masih ada beberapa 
kategori data yang masih belum tersedia di portal open data KPU. Beberapa 
diantaranya adalah terkait kerangka hukum, berita acara penyelenggara 
pemilu, kampanye, laporan dana kampanye, data pengamanan pemilu, 
kualifikasi surat suara, data pendaftaran partai politik, dan data tempat 
pemungutan suara. Data-data yang belum tersedia di portal open data 
KPU masih tersebar di sistem informasi yang dibuat oleh KPU, seperti 
Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih), Silon (Sistem Informasi 
Pencalonan), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), Sirekap (Sistem 
Informasi Rekapitulasi), dan lain-lain. Sistem informasi ini dapat di 
akses melalui portal KPU seperti https://www.kpu.go.id/ dan https://
infopemilu.kpu.go.id/. Selain itu, data-data  lainnya juga tersedia di portal 
https://jdih.kpu.go.id/, maupun melalui https://ppid.kpu.go.id/. Khusus 
mengenai data terkait dengan keamanan pemilu tidak terdapat sama 
sekali di berbagai portal yang disediakan oleh KPU di atas. 

https://opendata.kpu.go.id/
https://www.kpu.go.id/
https://infopemilu.kpu.go.id/
https://infopemilu.kpu.go.id/
https://jdih.kpu.go.id/
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Berdasarkan data Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), 
komitmen soal transparansi penyelenggaraan pemilu menjadi rencana aksi 
keterbukaan pemerintah Indonesia periode 2020-2022 yang diampu oleh 
KPU. Rencana aksi tersebut adalah “Penguatan Ekosistem Keterbukaan 
Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu.” 
Indikator capaian dengan target terukur dari rencana aksi tersebut adalah, 
pertama, tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang 
terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam 
format terbuka (open data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan 
oleh KPU. 

Kedua, terselenggarakannya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di 
beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil 
pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel. Komitmen transparansi ini 
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses 
pemilu. Dengan keterbukaan data pemilu, masyarakat dapat memahami, 
berpartisipasi, mengevaluasi, dan pada akhirnya menerima proses dan 
hasil pemilu sebagai representasi kehendak masyarakat.

2.	 Penggunaan Sipol 

Dalam penelitian kali ini, tahapan pemilu masih dalam tahapan pendaftaran 
dan verifikasi partai politik. Penyelenggaraan keterbukaan data pada 
tahap ini dilakukan penggunaan Sipol. Berdasarkan pemantauan yang 
dilakukan pada 4 Agustus 2022, masyarakat sudah dapat mengakses Sipol 
di https://infopemilu.kpu.go.id/. Pada laman tersebut, masyarakat dapat 
melihat rekap pendaftaran partai politik nasional dan juga partai politik 
lokal Aceh. Pada bagian ini, masyarakat dapat melihat jumlah partai yang 
telah diterima pendaftarannya dan jumlah partai yang dikembalikan untuk 
dilengkapi lagi syarat pendaftarannya. 

Selanjutnya, pada bagian lain masyarakat dapat mengetahui detail profil 
partai, yakni nama, lambang, alamat, website, email, nomor rekening, 
nomor berita negara dari Kementerian Hukum dan HAM, nomor akta 
notaris, nomor dan tanggal anggaran dasar, nama pengurus tingkat 
pusat dan daerah, jumlah anggota di seluruh provinsi, serta persentase 
keterwakilan perempuan. Kemudian, di bagian lainnya, masyarakat juga 
dapat mengecek apakah namanya dimasukan menjadi anggota pengurus 
atau tidak, serta masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap 
proses yang sedang berjalan. 
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Namun, yang masih menjadi catatan adalah dalam laman ini tidak 
disediakan informasi terkait visi, misi, dan program partai tersebut. KPU 
hanya membuat kolom anggaran dasar dan rumah tangga yang berisi 
nomor anggaran dan tanggal anggaran. Padahal visi, misi, dan program 
partai menjadi penting agar masyarakat dapat menilai apa saja yang 
ditawarkan dan diperjuangkan oleh partai calon peserta pemilu tersebut 
di Pemilu 2024. Selain itu, KPU juga perlu untuk mempertimbangkan 
pendekatan lain bagi penyandang disabilitas yang ingin mengakses 
informasi dari laman ini. Misalnya dengan memberikan fitur suara yang 
dapat menginformasikan data Sipol kepada penyandang disabilitas 
netra, serta bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus 
pada isu-isu terkait dengan penyandang disabilitas. Walaupun masih 
terdapat beberapa catatan terkait penyajian data, secara umum catatan 
pengamatan dari laporan tahunan TII menunjukkan bahwa penerapan 
Sipol telah mengalami perbaikan. 

Berdasarkan hasil pemantauan di atas, dapat dilihat adanya kemajuan 
implementasi data pemilu terbuka yang telah dilakukan oleh KPU. Namun, 
masih terdapat catatan kendala yang dihadapi KPU sebagai berikut: 

1.	 Belum Optimalnya Implementasi SPBE 

Hasil kajian tengah tahun TII yang berjudul “Evaluasi Implementasi 
Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Mendorong 
Penerapan Data Pemilu Terbuka” (2022), mencatat bahwa masih terdapat 
berbagai tantangan terkait implementasi PKPU Nomor 5 Tahun 2021 
tentang SPBE. SPBE sendiri merupakan bagian dari implementasi satu 
data dalam rangka pendukung terwujudnya keterbukaan data di tubuh 
KPU. 

Penelitian TII menemukan bahwa minimnya sosialisasi tentang pentingnya 
data pemilu terbuka dan SPBE masih menjadi persoalan di internal KPU. 
Minimnya sosialisasi tersebut menyebabkan masih adanya pandangan 
di internal KPU. khususnya di tingkat daerah, bahwa keterbukaan data 
pemilu belum penting untuk dijalankan.  Hal ini menjadi persoalan 
mendasar dan penting bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU, 
untuk memasifkan pengetahuan tentang pentingnya data pemilu terbuka. 
Adanya pandangan di atas, dikarenakan belum masifnya KPU dalam 
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mensosialisasikan arti pentingnya keterbukaan data pemilu. Akibatnya, 
banyak data-data pemilu sebelumnya yang dikelola oleh penyelenggara 
pemilu di daerah tidak terkelola dengan baik.

Selain itu, masih minimnya sosialisasi PKPU Nomor 5 tahun 2021 yang 
mengatur tentang SPBE membuat perangkat di internal KPU belum 
mengetahui tentang maksud dan tujuan dari SPBE. Ketidaktahuan 
perangkat KPU terkait maksud dan tujuan SPBE ini akan menjadi 
hambatan bagi proses implementasi kebijakan data pemilu terbuka dan 
partisipasi publik yang lebih luas, inklusif, dan bermakna untuk mendorong 
integritas pemilu di Indonesia. 

2.	 Persoalan Keterbatasan SDM  

Berdasarkan temuan Kementerian Bappenas yang dipaparkan pada 
Workshop Perumusan Strategi dan Rencana Aksi Keterbukaan Data 
Pemilu yang diselenggarakan Perludem pada 20 September 2022, 
ditemukan tantangan pelaksanaan open data KPU yaitu, keterbatasan 
tenaga pengelola data pada Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KPU. 
Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang terampil dalam teknologi 
informasi (TI) di internal KPU. Kurangnya tenaga terampil tersebut 
dikarenakan belum adanya peningkatan kapasitas SDM di internal 
KPU dalam rangka digitalisasi data pemilu dalam rangka mendukung 
keterbukaan data pemilu. 

Peningkatan kapasitas internal KPU baik di pusat maupun daerah 
menjadi penting, mengingat KPU sebagai badan penyelenggara 
merupakan pelaksana kebijakan data pemilu terbuka. Diharapkan dengan 
peningkatan kapasitas SDM di KPU, maka akan ada perubahan kapasitas 
dari SDM yang menjadi pelaksana data pemilu terbuka, sehingga 
dapat mengimplentasikan kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya, 
khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik dan kapabilitas 
penyelenggara pemilu dalam rangka mendorong pemilu yang berintegritas 
di Indonesia. 

3.	 Persoalan Organisasi

Berdasarkan studi TII (2021) dan kajian tengah tahun TII yang berjudul 
“Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang 
SPBE dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka” (2022), 
organisasi pengelola data di KPU masih terbagi dua. Hal ini dikarenakan 
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mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/ 
2018), KPU menetapkan pedoman pengelolaan informasi publik melalui 
Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1/2015). 
Implementasi dari kebijakan ini adalah adanya dua divisi yang membidangi 
pengelolaan data, yaitu Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan 
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Berdasarkan PKPU Nomor 14 
Tahun 2020 tentang “Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Alur Kerja 
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat 
KPU Kabupaten/Kota”, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 
membawahi menangani kebutuhan data publik dengan menggunakan 
data yang dikelola Pusdatin. Sementara, Pusdatin fokus pada pengelolaan 
data internal KPU. 

Terkait data pemilu, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mengelola 
situs web KPU dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
KPU, sedangkan Pusdatin menangani data pemilu terbuka. Selanjutnya, 
untuk di tingkat KPU daerah, pengelolaan data publik dilakukan oleh 
Sub Bagian Teknis dan Partisipasi, Humas. Sementara, data internal 
dikelola oleh Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi. Kondisi ini 
menyebabkan belum satu pintunya pengelolaan data yang ada di KPU. 
Padahal, seharusnya data tersebut terintegrasi dalam satu data di KPU. 

4.	 Persoalan Infrastruktur

Berdasarkan studi TII (2021) dan kajian tengah tahun TII yang berjudul 
“Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang 
SPBE dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka” (2022), 
persoalan minimnya infrastruktur masih ditemukan baik dalam bentuk 
penyediaan perangkat komputer hingga jaringan internet yang kurang 
merata. Selain itu, terdapat juga persoalan minimnya perangkat keamanan 
untuk penyimpanan data. Kondisi ini banyak ditemui di kabupaten 
daerah. Persoalan ini tentunya bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi 
juga mengikutsertakan kementerian dan lembaga negara lainnya yang 
seharusnya mendukung penyelesaian persoalan ketimpangan digital di 
Indonesia. 
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Kesimpulan 
Implementasi data pemilu terbuka yang dilakukan oleh KPU dalam rangka Pemilu 
2024 telah memperlihatkan kemajuan seperti adanya portal https://opendata.
kpu.go.id/ dan Sipol yang dapat diakses masyarakat dalam proses tahapan 
pendaftaran, serta verifikasi partai politik. Di sisi lain, pemantauan TII terhadap 
portal open data KPU juga menemukan bahwa masih ada beberapa kategori 
data yang masih belum tersedia di portal tersebut. Data kunci yang belum 
tersedia, yaitu terkait kerangka hukum, berita acara penyelenggara pemilu, 
kampanye, laporan dana kampanye, data pengamanan pemilu, kualifikasi surat 
suara, data pendaftaran partai politik, dan data tempat pemungutan suara. 

Seperti yang telah diulas dalam bagian pembahasan laporan ini, data-data 
tersebut masih tersebar di sistem informasi yang dibuat oleh KPU, seperti 
Sidalih, Silon, Sipol, Sirekap, dan lain-lain. Sistem informasi ini dapat di akses 
melalui portal KPU seperti https://www.kpu.go.id/ dan https://infopemilu.
kpu.go.id/. Selain itu, data-data lainnya juga tersedia di portal https://jdih.
kpu.go.id/, maupun melalui https://ppid.kpu.go.id/. Sementara, data terkait 
dengan keamanan pemilu tidak terdapat sama sekali di berbagai portal yang 
disediakan oleh KPU di atas.

Lebih jauh, penyelenggaraan data pemilu terbuka juga masih menemukan 
sejumlah kendala. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan belum 
optimalnya implementasi SPBE di intenal KPU, persoalan keterbatasan SDM, 
persoalan organisasi pengelola data, dan persoalan infrastruktur. Oleh karena 
itu, pada bagian berikut akan disajikan beberapa rekomendasi untuk menjawab 
persoalan-persoalan tersebut.  

Rekomendasi
Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa poin rekomendasi sebagai 
saran bagi pemangku kebijakan, khususnya KPU serta pemangku kebijakan 
lainnya. Beberapa poin rekomendasi tersebut yaitu, pertama, KPU perlu untuk 
membuka data-data pemilu yang belum tersedia daring dan disajikan dalam satu 
portal. Jika mengacu pada 16 data kunci pemilu versi NDI-OEDI, ada beberapa 
data pemilu Indonesia yang belum tersedia daring atau sudah tersedia, tetapi 
belum sesuai prinsip-prinsip data pemilu terbuka, seperti ketepatan waktu; 
granularity; discoverability; kelengkapan dalam satu bundel; serta penerapan 
lisensi perlu diperbaiki untuk data-data kunci pemilu. Data-data tersebut juga 

https://opendata.kpu.go.id/
https://opendata.kpu.go.id/
https://infopemilu.kpu.go.id/
https://infopemilu.kpu.go.id/
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perlu terintegrasi dalam satu portal, sehingga memudahkan masyarakat dalam 
proses pemanfaatannya. 

Kedua, mendorong KPU untuk meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya 
keterbukaan data pemilu dan PKPU Nomor 5 Tahun 2021, baik dalam 
lingkungan internal KPU di level pusat maupun daerah, maupun para pemangku 
kepentingan terkait di luar KPU yang juga perlu memahami mengenai SPBE di 
KPU ini. 

Ketiga, mendorong KPU untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM agar 
dapat mendukung implementasi keterbukaan data pemilu. Dalam hal ini, 
KPU juga dapat bekerja sama dengan pihak lain, seperti komunitas IT atau 
pihak swasta yang relevan, universitas, serta lembaga masyarakat sipil yang 
fokus pada isu-isu pemilu dan demokrasi, maupun open data. Selain itu, perlu 
dipastikan juga adanya proses berbagi ilmu pengetahuan antar pegawai KPU, 
sehingga rotasi pegawai tidak mejadi faktor penghambat. 

Keempat, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 
melakukan percepatan terkait pemerataan internet untuk mendukung 
penerapan data pemilu terbuka dalam rangka Pemilu dan Pilkada Serentak 
tahun 2024 mendatang.
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Abstrak

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 
Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) 
yang dilakukan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful 
partcipation) membuka ruang terjadinya praktik korupsi legislasi. 
Untuk itu, dengan menggunakan metode mixed legal study atau 
dikenal juga dengan metode yuridis empiris, analisis kebijakan ini 
mencoba untuk mengurai permasalahan dalam proses legislasi yang 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Presiden 
dalam membahas UU Cipta Kerja dan Perubahan Kedua UU P3.

Selain itu, tulisan ini akan mencoba untuk menganalisis secara 
objektif partisipasi publik dalam proses legislasi kedua undang-
undang tersebut. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat 
potensi terjadinya praktik korupsi legislasi dalam bentuk state capture 
dalam pembahasan UU IKN dan UU P3. Oleh karena itu, DPR RI 
bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang 
harus membuka ruang partisipasi publik secara lebih bermakna 
(meaningful participation).

Kata kunci: 	UU IKN, UU P3, Korupsi Legislasi
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Pendahuluan
Menurut hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), titik rawan korupsi 
di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memang bukan 
hanya berkaitan dengan anggaran dan pengawasan, melainkan juga terkait 
dengan kewenangan legislasi atau pembentukan undang-undang yang dapat 
dikatakan sebagai korupsi legislasi (Rastika, 2013). Praktik korupsi legislasi akan 
memengaruhi kualitas suatu produk hukum dan berimplikasi pada permasalahan 
pada tahap implementasi. Oleh karena itu, perlu untuk memerhatikan proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan dari tahap perencanaan hingga 
pelaksanaannya.

Rapat Panitia Kerja Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, 
Senin (6/12) menyepakati daftar rancangan undang-undang pada Prolegnas 
Tahun 2020-2024 sebanyak 254 RUU. Sementara itu, jumlah Prolegnas 
Prioritas Tahun 2022 sebanyak 40 rancangan undang-undang dan memasukkan 
satu rancangan undang-undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK), yakni Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (bphn.go.id, 
7/12/2021). Namun, masih terdapat beberapa proses pengesahan undang-
undang yang dinilai bermasalah dan membuka ruang praktik korupsi legislasi 
dalam proses pembahasannya.

Kembali dibahasnya UU Cipta Kerja setelah disahkan pada 2 November 2020 
merupakan buntut dari lahirnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 
Putusan MK a quo mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil yang 
diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari 
Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said (mkri.id, 
25/11/2021).

Pada bagian amar putusan, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa 
pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, karena yang 
bermasalah adalah proses pembahasan hingga pengesahannya, maka MK 
memberikan waktu selama dua tahun kepada DPR RI bersama dengan Presiden 
selaku pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan terhadap UU 
Cipta Kerja. Artinya, paling lambat perubahan UU Cipta Kerja disahkan pada 
25 November 2023, ketika perubahan tersebut tidak dilakukan, maka undang-
undang a quo dinyatakan inkonstitusional sepenuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2013/09/10/1448181/3.Fungsi.DPR
https://bphn.go.id/index.php/pubs/news/read/2021120710044651/dpr-bersama-pemerintah-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2022
https://bphn.go.id/index.php/pubs/news/read/2021120710044651/dpr-bersama-pemerintah-tetapkan-40-ruu-prolegnas-prioritas-tahun-2022
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816
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Setelah hampir satu tahun waktu yang diberikan oleh MK untuk melakukan 
perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI masih 
belum memastikan kapan pembahasan revisi UU Cipta Kerja akan dimulai. Wakil 
Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, hingga saat ini pihaknya 
masih menunggu keputusan fraksi di DPR RI untuk memulai pembahasan UU 
Cipta Kerja (kontan.co.id, 9/8/2022). Permasalahan kemudian muncul ketika 
DPR RI lebih cepat melakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Salah satu materi muatan pokok yang terdapat dalam perubahan UU P3 
adalah pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Momentum perubahan undang-undang a quo yang 
dilakukan pasca Putusan MK tentang judicial review UU Cipta Kerja dimana 
pembentukannya dilakukan dengan menggunakan omnibus legislative technique 
dianggap tidak tepat. Perubahan Kedua UU P3 bisa dianggap hanya untuk 
melegalkan metode omnibus dan membuat UU Cipta Kerja seakan konstitusional 
dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, selain permasalahan dalam 
metode yang digunakan, pembentukan UU Cipta Kerja juga minim partisipasi 
publik dan membuka ruang terjadinya praktik korupsi legislasi.

Tertutupnya ruang bagi partisipasi publik dalam proses legislasi juga terjadi 
dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota 
Negara (UU IKN). Pembahasan undang-undang a quo dinilai tidak memenuhi 
asas keterbukaan (transparency) sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 5 UU P3. 
Idealnya pembentukan UU IKN mulai dari proses perencanaan, penyusunan, 
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara 
transparan kepada publik, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dan partisipasi secara 
langsung (direct participation). Asas keterbukaan merupakan kunci legitimasi 
dalam menentukan kualitas substansi sebuah rancangan undang-undang. 
Namun, UU IKN hanya dibahas dalam waktu 42 hari dan minim partisipasi 
masyarakat (brin.go.id, 4/4/2022).

Merujuk pada proses pembahasan UU IKN yang dipublikasikan melalui situs 
milik DPR RI, kita dapat melihat bahwa sejak dimulainya Pembicaraan Tingkat 
I di DPR RI pada 9 Desember 2021 hingga disahkan menjadi undang-undang 
pada 18 Januari 2022, mayoritas rapat dilakukan secara tertutup dan hanya 
melibatkan segelintir kelompok masyarakat saja. Bahkan, subtansi penting 

https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-masih-belum-bisa-pastikan-kapan-revisi-uu-cipta-kerja-akan-dibahas
https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/diskursus-politik-hukum-pemindahan-ibu-kota-negara-tinjauan-pembentukan-undang-undang-dalam-studi-kebijakan-publik/
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terkait pemindahan ibu kota seperti tata ruang dan lingkungan masing-masing 
hanya dilakukan dalam satu kali rapat dengan pendapat umum antara pakar 
dengan panitia khusus Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara 
(dpr.go.id, 18/1/2022). Pada akhirnya, UU IKN turut menjadi objek judicial 

review di MK.

Menurut para Pemohon, UU IKN cacat secara formil karena tidak sesuai 
dengan UUD 1945. Tidak terpenuhinya hak untuk dipertimbangkan dan 
hak untuk mendapatkan penjelasan dalam pembentukan undang-undang 
a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan 
pembentukan undang-undang harus menempatkan prinsip kedaulatan rakyat 
sebagai salah satu pilar utama. Selain itu, para pemohon menilai pembentukan 
UU IKN tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 
91/PUU-XVIII/2020 terkait partisipasi masyarakat secara bermakna dalam 
pembentukan pembentukan undang-undang. Partisipasi yang dimaksud adalah 
hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, 
dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan. Tiga hak 
ini telah diabaikan oleh DPR RI dalam proses pembentukan undang-undang a 

quo (mkri.id, 24/3/2024).

Berdasarkan catatan terkait proses pembentukan UU P3 dan UU IKN, 
terdapat kecenderungan proses pembentukan peraturan perundang-undangan 
dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sepanjang tahun 2022. 
Permasalahan ini mengindikasikan bahwa terdapat praktik korupsi legislasi 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh 
karena itu, laporan tahunan ini akan menganalisis tentang korupsi legislasi 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini 
penting untuk dapat menjadi masukan bagi DPR RI bersama dengan Presiden 
agar proses legislasi dapat berjalan dengan lebih terbuka dan meningkatkan 
partisipasi publik.

Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sebagai berikut:

1.	 Bagaimana proses legislasi terkait dengan Perubahan Kedua UU P3 dan UU 
IKN?

2.	 Bagaimana praktik korupsi legislasi dilakukan dalam pembentukan per-
aturan perundang-undangan?

https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2201_24.3.22%2034.PUU-XX.2022%20UU%20IKN%20I%20ASF.pdf
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Metodologi
Untuk menjawab beberapa persoalan terkait dengan korupsi legislasi dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian dalam laporan 
tahunan ini menggunakan metode mixed legal study atau dikenal juga dengan 
sosio-legal, yaitu kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner atau 
normatif dengan metode penelitian hukum empiris (Shidarta, 2009) atau yuridis 
sosiologis. Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif 
dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru 
(Hartono, 1994).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (legal research) dengan 
memperhatikan proses pembahasan UU IKN dan UU P3 dari pelbagai sumber, 
seperti pemberitaan media massa dan website resmi DPR RI terkait dengan 
potensi terjadinya praktik korupsi legislasi yang menjadi objek penelitian. 
Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach). 
Pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian tidak beranjak dari aturan 
hukum yang ada.

Kajian Literatur
Berdasarkan prinsip negara hukum yaitu pemerintahan diselenggarakan 
berdasarkan undang-undang, maka dalam menjalankan suatu pemerintahan 
harus mengacu pada produk hukum tertulis yang menjadi pedoman 
penyelengaraan negara dan pemerintahan (Purawan, 2014). Pasal 20 ayat (1) 
dan (2) memberikan kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR RI, 
kemudian proses pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama. Sebagai aturan pelaksana dari ketentun 
yang terdapat dalam pasal a quo, maka lahirlah UU P3.

Pasal 19 ayat (2) UU P3 mengharuskan dalam merencanaka pembentukan 
sebuah peraturan perundang-undangan maka harus memperhatikan latar 
belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan 
pengaturannya. Penelaahan tersebut juga terdapat dalam tahapan penyusunan 
yang usul penyusunan melalui naskah akademik yang memuat alasan filosofis, 
yuridis dan empiris yang kemudian akan diharmonisasikan, pembulatan, dan 
pemantapan konsepsi rancangan undang-undang (Purawan, 2014). DPR RI 
bersama dengan Presiden sebagai pembentuk undang-undang juga harus 
melakukan peninjauan kembali terhadap rancangan subtansi dan klausul suatu 
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produk hukum agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan pada proses 
pembahasan maupun pertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
lainnya.

Mekanisme peninjauan sebuah rancangan undang-undang yang dilakukan oleh 
DPR RI bersama dengan Presiden kemudian juga terdapat kewenangan untuk 
melakukan pengujian undang-undang (judicial review) yang dimiliki oleh MK 
merupakan bentuk kesadaran bahwa sebuah produk hukum bisa bermasalah, 
baik itu dalam proses pembentukannya maupun muatan isinya. Hal tersebut 
bertujuan agar sebuah produk hukum dibentuk dengan memperhatikan 
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 UU P3 yang menjelaskan tentang asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan 
tujuan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Meskipun kekuasaan pembentukan undang-undang telah berubah dari executive 

heavy menjadi seimbang karena adanya fungsi legislasi DPR RI, nyatanya tidak 
menjamin bahwa produk undang-undang selalu berpihak dan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Fungsi legislasi DPR RI menjadi hal yang paling disoroti, 
karena dianggap belum maksimal memberikan kontribusi sebanding dengan 
pengeluaran anggaran negara di sektor tersebut. Masih terdapat produk 
undang-undang yang disahkan menimbulkan permasalahan di berbagai aspek 
antara lain, banyak undang-undang yang sesungguhnya tak terlalu dibutuhkan 
masyarakat, kualitas produknya tidak memadai, masih banyak undang-undang 
yang bertentangan satu sama lain, tidak terintegrasi dengan baik sejak awal, 
dan undang-undang mengenai kepentingan publik secara luas seringkali 
menimbulkan masalah (Anggono, 2014).

Berdasarkan pada bentuknya, World Bank mengklasifikasikan korupsi menjadi 
dua bentuk, yaitu administrative corruption dan state capture. Administrative 

corruption adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menghambat 
pelaksanaan kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, 
state capture mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di 
sektor publik dan swasta untuk memengaruhi proses perumusan pembentukan 
peraturan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk 
kepentingan individu, kelompok, atau korporasi. Korupsi legislasi pada proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan ke dalam 
state capture (World Bank, 2020).
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Pembahasan
Proses Legislasi Perubahan Kedua UU P3

Tidak membutuhkan waktu panjang pembahasan rancangan undang-undang 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan akhirnya resmi 
disetujui menjadi undang-undang. Meskipun keputusan itu diambil tak bulat 
dalam rapat paripurna di komplek Gedung Parlemen, namun mayoritas fraksi 
memberi persetujuan. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) yang 
belum memberi persetujuan RUU P3 diambil keputusan dalam tingkat II 
(hukumonline.com, 24/5/2022). Proses pembahasan Perubahan Kedua UU 
P3 pada dasarnya tidak memantik terlalu banyak perdebatan, terutama terkait 
dengan muatan isi yang mengatur tentang omnibus legislative technique.

Perubahan kedua terhadap UU P3 merupakan tindak lanjut dari Putusan MK 
Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja memiliki 
masalah dalam proses pembentukannya dan dinyatakan inkonstitusional 
bersyarat. Mahkamah memberikan waktu selama dua tahun kepada DPR RI 
bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang agar melakukan 
perbaikan terhadap proses pembahasan UU Cipta Kerja. Meskipun bagian ini 
akan membahas tentang perubahan kedua UU P3, namun juga akan terdapat 
pembahasan terkait dengan dinamika judicial review UU Cipta Kerja. Karena 
harus dipahami bahwa perubahan terhadap undang-undang a quo dipantik oleh 
putusan MK tersebut.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mendorong agar proses pembahasan 
sebuah rancangan undang-undang harus dilakukan secara terbuka dan 
melibatkan partisipasi publik. Mahkamah menilai bahwa proses legislasi UU 
Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara, metode, serta sistematika pembentukan 
undang-undang. Pada proses pembahasannya, juga terjadi perubahan penulisan 
beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Padahal, hal 
tersebut merupakan hal yang dilarang karena akan membuka ruang terjadinya 
praktik korupsi legislasi dengan melalui penyelundupan pasal tersentu. Proses 
pembahasan UU Cipta Kerja merupakan contoh tidak diterapkannya asas-
asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan 
pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa pembentukan UU Cipta 
Kerja cacat formil.

Kesimpulan Mahkamahan juga diperkuat dengan temuannya berupa kesalahan 
dalam pengutipan beberapa rujukan di dalam UU Cipta Kerja. Dengan 
demikian, hal ini membuktikan telah ada kesalahan pengutipan dalam merujuk 

https://www.hukumonline.com/berita/a/disetujui-jadi-uu--ini-20-poin-perubahan-uu-pembentukan-peraturan-lt628c9c89947e6/
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pasal sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas “kejelasan rumusan” 
yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus 
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, 
sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah 
dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 
pelaksanaannya.

Berdasarkan persoalan tersebut, pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah 
juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku untuk 
dapat menjadi pedoman di dalam pembentukan undang-undang dengan 
menggunakan omnibus legislative technique yang mempunyai sifat kekhususan 
tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan landasan hukum yang telah dibentuk 
tersebut UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan guna memenuhi cara atau metode 
yang pasti, baku dan standar, serta keterpenuhan asas-asas pembentukan 
undang-undang, sebagaimana amanat UU P3, khususnya berkenaan dengan 
asas keterbukaan harus menyertakan partisipasi masyarakat yang maksimal 
dan lebih bermakna.

Landasan hukum yang dimaksudkan oleh MK dalam pertimbangan hukum 
putusan a quo adalah dengan melakukan perubahan terhadap UU P3. Secara 
tidak langsung, Mahkamah memerintahkan DPR RI bersama dengan Presiden 
untuk mengubah dua regulasi hukum dalam waktu dua tahun. Padahal, terkait 
dengan omnibus legislative technique saja membutuhkan kajian yang mendalam 
sebelum diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang seperti UU 
Cipta Kerja.

Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Mahkamah 
memandang perlu memberi batas waktu bagi pembentuk undang-undang 
melakukan perbaikan tata cara dalam pembentukan UU Cipta Kerja selama 
dua tahun sejak putusan a quo diucapkan. Apabila dalam waktu dua tahun, UU 
Cipta Kerja tidak dilakukan perbaikan, maka Mahkamah menyatakan terhadap 
undang-undang a quo berakibat hukum menjadi inkonstitusional secara 
permanen. Tenggat waktu selama dua tahun untuk melakukan perbaikan 
terhadap UU Cipta Kerja membuat pembentuk undang-undang bekerja secara 
terburu-buru.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perintah Mahkamah untuk 
melegalkan metode perubahan undang-undang melalui omnibus legislative 

technique membuat UU P3 dibahas dalam waktu yang terhitung singkat. 
Melalui catatan Program Legislasi Nasional terkait pembahasan RUU tentang 
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Perubahan Kedua atas UU P3 yang diakses melalui website dpr.go.id, maka 
proses pembahasan undang-undang a quo dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Alur Pembahasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

No. Tahapan Pembahasan Waktu
1. Pengusulan RUU Penyusunan rancangan undang-

undang tentang Perubahan Kedua 
UU P3.

2 Februari 2022

Pengambilan Keputusan hasil RUU 
Perubahan kedua UU P3.

7 Februari 2022

2. Penetapan Usul DPR 8 Februari 2022
3. Pembicaraan 

Tingkat I
Rapat kerja antara DPR RI dengan 
beberapa kementerian terkait dalam 
rangka Pembahasan RUU Peruba-
han kedua UU P3.

7 April 2022

Pembahasan RUU Perubahan kedua 
UU P3

8 April 2022-

13 April 2022
Raker dengan Menkopolhukam, 
Menkoperekonomian, dan Men-
kumham dalam rangka Pengambilan 
keputusan atas hasil Pembahasan 
RUU Perubahan kedua UU P3.

13 April 2022

4. Pembicaraan 
Tingkat II

Pengambilan keputusan Tingkat II 
untuk pengesahan RUU Perubahan 
kedua UU P3

24 Mei 2022

5. Pengundangan 16 Juni 2022

Sumber: dpr.go.id (2022).

Melihat rentang waktu pembahasan Perubahan Kedua UU P3, dapat dilihat 
bahwa waktu yang dihabiskan dari proses pengusulan hingga pengundangan 
hanya memakan waktu selama empat bulan. Proses waktu pembahasan yang 
singkat ini dapat menimbulkan masalah seperti tertutupnya ruang partisipasi 
publik, serta muatan isi yang dibuat tanpa melalui kajian dan analisis yang 
komprehensif. 

Selain itu, tidak semua materi pembahasan seperti laporan singkat atau risalah 
rapat pada proses pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat II yang seharusnya 
dapat diakses melalui website dpr.go.id. Hal ini sebenarnya telah melanggar 
ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 5 UU P3 yang mengisyaratkan bahwa 
dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan memenuhi 
beberapa asas pembentukan, dan salah satunya adalah asas keterbukaan. 
Sulitnya masyarakat dalam mengakses proses legislasi Perubahan Kedua UU 

https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276
https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276
https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/276
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P3, maka hal tersebut berimplikasi pada minimnya proses partisipasi publik 
selama pembahasan berlangsung.

Sebanyak enam kali pertemuan untuk membahas Perubahan Kedua UU P3 
yang berlangsung dari 7 April 2022-13 April 2022 pada Pembicaraan Tingkat I, 
pembahasan hanya dihadiri oleh kalangan terbatas dari sembilan fraksi di DPR 
RI dan perwakilan dari pemerintah, seperti Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang 
Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), dan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri). Tidak terdapat catatan masyarakat dilibatkan dalam 
proses pembahasan muatan isi rancangan undang-undang a quo.

Publikasi di website DPR RI hanya menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam 
memberikan aspirasinya pada proses Perubahan Kedua UU P3 hanya dilakukan 
dalam uji publik naskah akademik undang-undang a quo yang diselenggarakan 
oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Uji publik dilakukan di tujuh 
daerah, seperti Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar, dengan melibatkan 
universitas setempat (dpr.go.id, 3/2/2022). Padahal idealnya, ruang bagi 
partisipasi masyarakat harus terus dibuka hingga sebelum dilakukannya 
Pembicaraan Tingkat II. Selain itu, kajian mendalam terhadap metode omnibus 

legislative technique tidak akan bisa dilakukan hanya dengan melalui uji publik 
naskah akademik Perubahan Kedua UU P3 di beberapa universitas saja. 

Dikarenakan sifat pembahasannya cepat dan banyak substansi yang diatur 
dari pelbagai aspek, omnibus legislative technique dikhawatirkan akan 
mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan yang demokratis, yaitu mempersempit keterbukaan partisipasi 
masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Waktu pembuatan 
undang-undang yang singkat, rentan mengalami uji materiil karena sifatnya 
yang cenderung tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses 
pembentukannya (Setiadi, 2020).

Proses Legislasi Pembentukan UU IKN

Perjalanan UU IKN sebelum menjadi undang-undang dimulai pada pada hari 
Rabu siang, 29 September 2021. Pada hari itu, DPR RI telah menerima surat 
presiden (Surpres) mengenai permintaan untuk melakukan pembahasan 
terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). 
Surpres diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa 
kepada pimpinan DPR RI. Selanjutnya, pada 3 November 2021 rancangan 

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37421/t/Konsultasi+Publik+jadi+Upaya+Uji+Konsep+Naskah+Akademik
https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/3.%20Wicipto%20Setiadi.pdf
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regulasi RUU IKN secara resmi mulai dibahas dalam rapat Badan Musyawarah 
(Bamus) DPR RI dan menugaskan pembentukan panitia khusus (Pansus) 
untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang tersebut. 
Kemudian, pada Rapat Paripurna 7 Desember 2021 ditetapkan pimpinan dan 
keanggotaan Pansus RUU IKN. Jumlah awalnya 56 orang dan dipangkas 
menjadi 30 sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) (merdeka.com, 
20/1/2022). 

Sebelum reses, Pansus RUU IKN di DPR RI sudah membentuk panitia kerja 
(Panja) untuk membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Panja RUU 
IKN juga telah menggelar rapat sebanyak tiga kali yaitu pada 13, 14, serta 
15 Desember 2021. Pada 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022 DPR 
RI memasuki masa reses. Pembahasan RUU IKN di tunda sementara. Pada 
hari Minggu 2 Januari hingga Rabu 5 Januari, Pansus RUU IKN melakukan 
studi banding ke beberapa tempat di dalam dan luar negeri terkait dengan 
pembangunan ibu kota negara baru. Setidaknya ada tiga anggota dewan 
mengikuti kunjung kerja ke Kazakhstan pada awal tahun 2022 atas undangan 
pihak Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada 17 
Januari 2022, Pansus menggelar rapat hingga hari Selasa, 18 Januari 2022 dini 
hari. Pansus telah menyepakati Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang 
selanjutnya berganti menjadi Ibu Kota Nusantara (merdeka.com, 20/1/2022).

Tabel 3.2. Alur Pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022  
tentang Ibu Kota Negara

No. Tahapan Pembahasan Waktu
1. Pendahuluan Rapat Bamus Penugasan membahas 

RUU IKN kepada Pansus
3 November 2021

Rapat Pansus RUU IKN (Rapat 
Intern) dengan Agenda memba-
has Rancangan Jadwal Acara dan 
Mekanisme Pembahasan RUU IKN 
(Rapat Tertutup)

7 November 2021

Rapat Pansus RUU IKN (Rapat In-
tern) dengan Agenda Pemilihan dan 
Penetapan Pimpinan Pansus RUU 
IKN

7 November 2021

Rapat Paripurna Penetapan Anggota 
Pansus RUU IKN

7 November 2021

https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html
https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html
https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html
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No. Tahapan Pembahasan Waktu
2. Pembicaraan 

Tingkat I
Rapat Pansus RUU IKN (Rapat In-
tern) dengan Agenda Pemilihan dan 
Penetapan Pimpinan Pansus RUU 
IKN (Perubahan Jumlah Pimpinan 
Pansus)

9 Desember 2021

Rapat Kerja Pansus RUU IKN dengan 
agenda Persetujuan dan Penetapan 
Pimpinan dan Anggota Panja RUU 
IKN serta pembahasan atas jumlah 
DIM dan DIM yang bersifat tetap

13 Desember 2021

Rapat Pansus RUU IKN (Rapat 
Intern) dengan Agenda Penetapan 
Pimpinan dan Anggota Panja RUU 
IKN

13 Desember 2021

Rapat Tim Perumus RUU IKN 
(Rapat Tertutup)

6 dan 10 Januari 
2022

Rapat Dengar Pendapat Umum Pan-
sus RUU IKN dengan Pakar

8 – 12 Desember 
2021

Audiensi dengan Forum Dayak Ber-
satu (FDB)

17 Desember 2021

Konsultasi Publik Anggota Pansus 
dengan Civitas Akademik (Universi-
tas Mulawarman; Universitas Hasa-
nuddin; Universitas Sumatera Utara)

11 – 12 Januari 
2022

Rapat Panja RUU IKN dengan 
agenda Pembahasan DIM RUU

13 Desember 2021 
– 13 Januari 2022

Kunjungan Anggota Pansus ke 
kawasan calon Ibu Kota Negara di 
Penajam Paser Utara - Kalimantan 
Timur

14 Januari 2022

Rapat Panja RUU IKN dengan agen-
da pembahasan draf RUU tentang 
Ibu Kota Negara

17 Januari 2022

Rapat Kerja Pansus RUU IKN dengan 
Pemerintah dan DPD RI.

17 Januari 2022

3. Pembicaraan 
Tingkat II

Rapat Paripurna dalam rangka Pem-
bicaraan Tingkat II/ Pengambilan 
Keputusan menjadi undang-undang

18 Januari 2022

4. Pengundangan 15 Februari 2022

Sumber: dpr.go.id (2022).

Pada hari Selasa, 18 Januari 2022 Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh 
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui pengesahan Rancangan 
Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Dalam pembicaraan 
tingkat II tersebut, seluruh Fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya 
terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Sebelumnya, Ketua Pansus 
RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan RUU IKN secara resmi 

https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368


49Indonesia 2022 – Oleh: Hemi Lavour Febrinandez

mulai dibahas oleh Pansus IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021-
2022 tepatnya pada 7 Desember 2021 dengan melaksanakan rapat kerja dengan 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri 
Keuangan, Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum 
dan HAM. Selanjutnya, Doli mengatakan dalam pembicaraan tingkat I pada 
rapat kerja bersama pemerintah pada 18 Januari 2022, telah disepakati bahwa 
Ibu Kota Negara diberi nama ‘Nusantara’ (dpr.go.id, 18/1/2022).

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, dalam rapat kerja pembicaraan tingkat 
I tersebut, delapan fraksi, serta Komite I DPD RI menyatakan menerima hasil 
pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pembahasan selanjutnya pada 
pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. 
Ke-delapan fraksi tersebut adalah Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi 
Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan 
Fraksi PPP. Sementara itu, Fraksi PKS, tambah Doli, menolak hasil pembahasan 
mengenai RUU IKN dan menyerahkan pengambilan keputusannya pada 
pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI (dpr.go.id, 18/1/2022).

Pembahasan pemindahan Ibu Kota Negara di DPR RI juga sangat cepat. 
Setelah tertunda karena pandemi, RUU Ibu Kota Negara dibahas di DPR 
RI dalam Pembicaraan Tingkat I sejak 9 Desember 2021 hingga disahkan 18 
Januari 2022 hanya membutuhkan waktu selama 45 hari. Melihat dari daftar 
agenda pembahasan yang telah dipaparkan pada tabel di atas, kita dapat melihat 
bahwa terdapat serangkaian diskusi yang dilakukan oleh panitia khusus dengan 
akademisi di beberapa kampus, mengunjungi lokasi yang akan dijadikan sebagai 
ibu kota negara yang baru, hingga melakukan audiensi bersama dengan organisasi 
masyarakat lokal. Pada hitungan kasar, seharusnya rangkaian kegiatan tersebut 
harus dijalankan dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk 
mendapatkan gambaran utuh terkait dengan rencana melakukan pemindahan 
ibu kota negara.

Pelibatan masyarakat Kalimantan Timur berdasarkan laporan singkat Pansus 
RUU IKN hanya diwakilkan oleh Forum Dayak Bersatu (FDB) yang merupakan 
organisasi masyarakat yang mengakomodir seluruh komunitas Dayak se-
Kalimantan. Organisasi masyarakat ini mengklaim bahwa seluruh masyarakat 
adat Kalimantan memberikan dukungan penuh atas rencana untuk melakukan 
pemindahan ibu kota negara ke dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. 
Seharusnya, Pansus RUU IKN tidak hanya melakukan audiensi dengan 

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37041/t/DPR+Setujui+RUU+IKN+jadi+UU
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kelompok terbatas jika ingin mendapatkan pandangan dan pertimbangan yang 
utuh untuk dapat melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Terkait dengan pernyataan bahwa pembahasan UU IKN sebelum disahkan 
minim partisipasi publik dipatahkan oleh Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022 
yang menolak permohonan pengujian formil dan materiil UU IKN yang diajukan 
oleh akademisi Azyumardi Azra dan dua puluh pemohon individual lainnya. 
Ketika kita lihat secara kasat mata melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh Pansus dan Panja UU IKN, maka memang terdapat partisipasi publik 
dengan melibatkan akademisi, kelompok masyarakat adat, hingga pakar dari 
pelbagai disiplin ilmu. Namun, ketika melihat jarak waktu antar pembahasan, 
maka kita dapat meragukan hasil pembahasan yang dilakukan. Contohnya 
adalah audiensi dengan perwakilan masyarakat adat Dayak di Kalimantan yang 
hanya dilakukan dalam satu hari dan hanya satu kali pertemuan.

Pada uji formil dan materil dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-XX/2022, 
para pemohon mendalilkan proses pembentukan UU IKN tidak terpenuhi hak 
untuk dipertimbangkan (right to be considered) dan hak untuk mendapatkan 
penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). 
Menanggapi dalil tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra yang membacakan 
pertimbangan hukum, menyampaikan berdasarkan keterangan DPR RI yang 
terungkap dalam persidangan, bahwa dalam pembentukan UU IKN, DPR RI 
dalam upaya memudahkan masyarakat memberikan masukan telah membuka 
akses kepada masyarakat untuk mendapatkan Naskah Akademik dan RUU 
IKN sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) 
(mkri.id, 20/7/2022).

Persoalan partisipasi publik pada dasarnya bukan hanya pelibatan para pihak 
terkait untuk ikut melakukan pembahasan sebuah undang-undang pada proses 
legislasi. Selain mampu menjangkau lebih banyak pihak dalam memberikan 
masukan, pandangan, hingga arah muatan isi rancangan undang-undang, 
partisipasi publik juga harus bermakna dengan memerhatikan rangkaian 
proses diskusi, pembahasan, dan audiensi agar subtansi yang diinginkan dapat 
disesuaikan dengan tujuan dari pembentukan suatu undang-undang. Kenyataan 
tersebut mengejutkan banyak orang karena selama ini locus korupsi lebih sering 
terjadi pada fungsi anggaran.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18363
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Praktik Korupsi Legislasi Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan

Sejalan dengan bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari 
Presiden ke DPR RI, penyimpangan kewenangan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan nampaknya juga ikut bergeser dari eksekutif 
ke legislatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) misalnya dalam suatu studi 
mengenai korupsi di DPR RI menengarai bahwa korupsi di lembaga legislatif 
tidak hanya terjadi pada fungsi anggaran dan pengawasan, namun terjadi pula 
dalam fungsi legislasi (kpk.go.id, 1/10/2022). Kesimpulan ini baru didapatkan 
karena secara kasat mata suatu tindak pidana korupsi jamaknya terkait dengan 
korupsi anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kajian mengenai korupsi di negara-negara bekas komunis di Eropa 
Timur dan Asia Tengah, World Bank membagi tipe korupsi menjadi dua, yaitu 
administrative corruption dan state capture (World Bank, 2000). Administrative 

corruption meliputi tindakan kesengajaan untuk menghambat pelaksanaan 
kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sementara itu, state capture 
mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sektor 
publik dan swasta untuk memengaruhi pembentukan perundang-undangan, 
keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk keuntungan individu, kelompok, 
atau korporasi tersebut. Administrative corruption terjadi dalam konteks 
implementasi kebijakan, keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-
undangan, sedangkan state capture terjadi dalam perumusan kebijakan, 
keputusan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan (Purawan, 2014).

Korupsi yang terjadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
dapat dimasukkan dalam pengertian state capture. Dalam state capture, 
terdapat dua aktor yang bermain, yakni kelompok kepentingan dan pembentuk 
undang-undang. Kelompok kepentingan memiliki misi mendorong peraturan 
perundang-undangan yang disusun agar mengarah pada bentuk-bentuk 
perilaku monopolistik, sehingga dapat menghasilkan keuntungan sebanyak-
banyaknya (supernormal profit) dan mempertahankan market power-nya. Di sisi 
lain, pembentuk undang-undang mengharapkan uang atau prospek keuntungan 
pribadi lainnya dari kelompok kepentingan tersebut sebagai imbalan atas “jasa” 
yang telah dilakukan. Dibandingkan dengan administrative corruption, korupsi 
legislasi memiliki efek merusak yang lebih besar karena dapat berdampak pada 
distorsi pengaturan yang menyebabkan eksternalitas negatif bagi masyarakat 
secara keseluruhan (Purawan, 2014).



Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan52

Permasalahannya terletak pada ketiadaan peraturan perundang-undangan 
yang secara tegas melarang dan memberikan ancaman sanksi terhadap pelaku 
yang melakukan praktik korupsi legislasi. Selain sulitnya mengancam individu 
maupun kelompok yang diduga melakukan praktik korupsi legislasi dengan 
menggunakan ketentuan dalam hukum pidana, proses pembuktiannya pun 
sulit untuk dilakukan. Pada akhirnya, larangan untuk melakukan praktik korupsi 
legislasi ini hanya menjadi etika moral bagi pembentuk undang-undang.

Melihat rentang waktu pembahasan Perubahan Kedua UU P3, dapat dilihat 
bahwa waktu yang dihabiskan dari proses pengusulan hingga pengundangan 
hanya memakan waktu selama empat bulan. Proses waktu pembahasan yang 
singkat ini dapat menimbulkan masalah seperti tertutupnya ruang partisipasi 
publik, serta muatan isi yang dibuat tanpa melalui kajian dan analisis yang 
komprehensif. Padahal, pengaturan terkait metode perubahan undang-undang 
dengan menggunakan omnibus legislative technique seharusnya dikaji secara 
mendalam karena akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap proses 
legislasi dan bentuk produk hukum yang dilahirkan.

Dikarenakan sifat pembahasannya cepat dan banyak substansi yang diatur 
dari pelbagai aspek, omnibus legislative technique dikhawatirkan akan 
mengenyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-
undangan yang demokratis, yaitu mempersempit keterbukaan partisipasi 
masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Waktu pembuatan 
undang-undang yang singkat, rentan mengalami uji materiil karena sifatnya 
yang cenderung tidak memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses 
pembentukannya. Persoalan terkait minimnya partisipasi publik dalam 
pembahasan Perubahan Kedua UU P3 juga terjadi pada proses legislasi UU 
IKN. 

Pelibatan masyarakat Kalimantan Timur berdasarkan laporan singkat Pansus 
RUU IKN hanya diwakilkan oleh Forum Dayak Bersatu (FDB) yang merupakan 
organisasi masyarakat yang mengakomodir seluruh komunitas Dayak se-
Kalimantan. Organisasi masyarakat ini mengklaim bahwa seluruh masyarakat 
adat Kalimantan memberikan dukungan penuh atas rencana untuk melakukan 
pemindahan ibu kota negara ke dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. 
Seharusnya, Pansus RUU IKN tidak hanya melakukan audiensi dengan 
kelompok terbatas jika ingin mendapatkan pandangan dan pertimbangan yang 
utuh untuk dapat melakukan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. 
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Terkait dengan dua objek produk hukum yang dikaji dalam tulisan ini, yaitu proses 
legislasi UU P3 dan UU IKN, maka kita dapat melihat beberapa kejanggalan 
dan mengakibatkan terjadinya praktik state capture. Namun, permasalahannya 
hanya terdapat beberapa mekanisme evaluasi yang dapat digunakan untuk 
mengatasi persoalan ini, yaitu melalui legislative review yang dilakukan oleh 
DPR RI dan judicial review yang dilakukan oleh MK.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi praktik 
korupsi legislasi berupa state capture dalam pembahasan UU P3 dan UU IKN. 
State capture mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di 
sektor publik dan swasta untuk memengaruhi proses perumusan pembentukan 
perasturan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan pemerintah untuk 
kepentingan individu, kelompok, atau korporasi. Salah satu indikatornya adalah 
pada saat pembahasan sebuah produk hukum, ruang partisipasi publik sengaja 
untuk dibatasi atau bahkan ditutup sepenuhnya. Hal tersebut bertujuan agar 
rancangan undang-undang tersebut dapat segera disahkan, padahal produk 
hukum tersebut bukan bukan termasuk dalam daftar prioritas untuk dibahas.

Permasalahannya terletak pada ketiadaan peraturan perundang-undangan 
yang secara tegas melarang dan memberikan ancaman sanksi terhadap pelaku 
yang melakukan praktik korupsi legislasi. Selain sulitnya mengancam individu 
maupun kelompok yang diduga melakukan praktik korupsi legislasi dengan 
menggunakan ketentuan dalam hukum pidana, proses pembuktiannya pun 
sulit untuk dilakukan. Pada akhirnya, larangan untuk melakukan praktik korupsi 
legislasi ini hanya menjadi etika moral bagi pembentuk undang-undang.

Rekomendasi

Terdapat dua rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh DPR RI bersama 
dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang untuk mengatasi 
indikasi terjadinya praktik korupsi legislasi dalam bentuk state capture. Pertama, 
DPR RI bersama dengan pemerintah selaku pembentuk undang-undang 
harus membuka ruang partisipasi publik secara lebih bermakna (meaningful 

participation). Masukan yang diberikan oleh publik terhadap suatu rancangan 
undang-undang—baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui 
website DPR RI—harus dibahas dalam proses legislasi. Hal tersebut juga harus 
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dibuktikan melalui laporan yang tertuang dalam laporan singkat pembahasan 
yang kemudian diunggah melalui website DPR RI.

Kedua, pembentuk undang-undang harus menjalankan Putusan MK 91/PUU-
XVIII/2020 yang menegaskan bahwa selain menggunakan aturan legal formal 
berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan 
secara bermakna (meaningful participation), sehingga tercipta/terwujud 
partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi 
masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, 
yaitu: 1) hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); 2) hak untuk 
dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan 3) hak untuk 
mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to 

be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok 
masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) 
terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.
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Abstrak

Sepanjang tahun 2022 merupakan prosesi pemulihan ekonomi 
akibat pandemi. Belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan 
resesi ekonomi sejak tahun 2020, kini perekonomian Indonesia 
ikut dihadapkan dengan dinamika perekonomian global akibat 
konflik yang terjadi yaitu invasi Rusia ke Ukraina. Hal ini juga ikut 
mengguncang perdagangan hingga berdampak ke sisi moneter dan 
sisi fiskal terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. 

Proses pemulihan ekonomi Indonesia berangsur lancar sejak tahun 
2021. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Pada awal 
tahun 2022, Indonesia sudah dihadapkan dengan kenaikan harga 
minyak mentah yang jauh dari perkiraan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Bersamaan dengan hal itu, Indonesia juga 
mengalami kelangkaan Crude Palm Oil (CPO) untuk kebutuhan 
pangan. Akibatnya, pemerintah membuat kebijakan larangan ekspor 
CPO untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Hal itu kembali 
menyebabkan efek domino bagi pasar dalam negeri. 

Di sisi lain, kebijakan pengaturan harga oleh pemerintah juga 
berdampak pada kondisi kebebasan ekonomi Indonesia. Kebebasan 
ekonomi Indonesia juga telah dinilai oleh lembaga seperti Fraser 
Institute dan Heritage Foundation. Namun, harus diakui bahwa 
lembaga-lembaga yang melakukan penilaian kebebasan ekonomi 
tersebut juga tidak mengetahui secara pasti dan komprehensif 
mengenai kondisi yang ada dalam negeri.
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Untuk itu, Indonesia Report Tahun 2022 The Indonesian Institute, Center 
for Public Policy Research (TII) di bidang ekonomi bertujuan untuk 
mengungkapkan kondisi kebebasan ekonomi Indonesia selama tahun 
2022 dan persepsi kebebasan ekonomi dari masyarakat. Penelitian ini juga 
merupakan penelitian lanjutan dari tahun sebelumnya dengan beberapa 
penambahan topik pilihan, yaitu analisis kondisi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 
persepsi masyarakat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif data 
sekunder dan pembagian angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara 
umum variabel kapasitas pemerintah, penegakan hukum, penyebaran uang, 
perdagangan internasional, dan regulasi yang memudahkan individu sudah 
menunjukkan kondisi kebebasan ekonomi dengan baik. Namun, pada persepsi 
masyarakat, regulasi yang memudahkan individu pada pasar tenaga kerja dan 
pasar uang dinilai tidak memberikan kebebasan ekonomi untuk masyarakat. 

Kata Kunci:		Kebebasan ekonomi, kapasitas pemerintah, penegakan hukum

Pendahuluan 
Laporan tahunan di bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for 
Public Policy Research (TII) kali ini membahas tentang kondisi dan persepsi 
masyarakat tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. Kebebasan ekonomi 
merupakan sebuah gagasan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai 
dengan tujuan kesejahteraan melalui implementasi kelembagaan dan proses 
ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup tercermin 
jika hanya dilihat dari besarnya pendapatan per kapita penduduk (Suparyati, 
2014). Untuk itu, perlu ada indikator kebebasan ekonomi dalam pengukuran 
pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia berada dalam bayang-bayang resesi akibat kondisi ketidakpastian 
global. Bahkan, Survei Bloomberg yang dirilis pada bulan Juli 2022 menyebutkan 
bahwa Indonesia termasuk ke dalam urutan ke-14 dari 15 negara yang memiliki 
peluang untuk resesi (bbc.com, 14/07/2022). Hal tersebut merupakan sebuah 
warning bagi pemerintah untuk berbenah dan lebih mempersiapkan diri 
menghadapi tantangan ke depan apalagi pemulihan ekonomi akibat coronavirus 

disease 2019 (Covid-19) masih dalam proses, sehingga diperlukan mitigasi yang 
tepat. 

Dalam Survey Bloomberg, indikator resesi yang digunakan adalah pendapat 
ekonomi dunia mengenai tingkat risiko resesi di sejumlah negara Asia. Menurut 
para ekonom, kebijakan bank sentral di negara-negara Asia yang meningkatkan 
suku bunga acuan akan mengurangi dampak inflasi. Hal itu tentunya mengu-

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62161110
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rangi minat masyarakat untuk meminjam uang (tempo.co, 21/07/2022). 
Dampaknya juga kepada jumlah uang beredar akan berkurang, dan justru akan 
mengurangi aktivitas ekonomi.

Aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun akan berimplikasi pada penurunan 
Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan angka pengangguran, penurunan 
produktivitas industri, serta menurunnya penjualan ritel. Ketika semua hal 
itu terjadi, maka negara dapat dikatakan dalam ambang resesi. Alih-alih ingin 
mengurangi inflasi, yang diperoleh dari dampak kenaikan suku bunga adalah 
resesi. 

Berbeda dengan pendapat Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu), Sri 
Mulyani, menyebutkan bahwa potensi tersebut masih tergolong rendah, yaitu 
hanya sebesar 3 persen. Sementara itu, Sri Lanka menjadi negara yang paling 
berpotensi mengalami resesi di tahun 2023 (Indonesia.go.id, 18/07/2022). 
Indonesia memiliki penentuan indikator yang berbeda dari survei Bloomberg.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, Indonesia memiliki indikator tersendiri untuk 
menilai resesi negaranya. Indikator tersebut diantaranya kondisi neraca 
pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, kebijakan moneter, 
kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kondisi 
rumah tangga dan korporasi. 

Bayangan resesi terutama di bidang moneter yang seolah menakutkan tersebut 
tentunya akan mengancam kebebasan ekonomi Indonesia. Berdasarkan laporan 
Index of Economic Freedom 2022 yang dirilis The Heritage Foundation, 
Indonesia memiliki skor indeks kebebasan ekonomi sebesar 64,4 poin. Nilai itu 
menempatkan Indonesia berada di posisi ke-10 di Asia Tenggara.

Indeks kebebasan ekonomi dari The Heritage Foundation pada tahun 2021 
menilai negara-negara dengan ekonomi paling bebas berdasarkan dua belas 
faktor, di antaranya hak milik, efektivitas yudisial, integritas pemerintah, beban 
pajak, pengeluaran pemerintah, kesehatan fiskal, kebebasan bisnis, kebebasan 
tenaga kerja, kebebasan moneter, kebebasan perdagangan, kebebasan investasi, 
dan kebebasan finansial.

Sementara, Fraser Institute menyebutkan Indonesia berada pada peringkat 
ke-59 dari 162 negara. Di peringkat ini, kategori kebebasan ekonomi Indonesia 
masuk ke dalam kategori “Moderate”. Capaian tersebut naik 13 peringkat 
dibandingkan tahun 2019 yang berada di peringkat ke-72 (Fraser Institute, 
2020). Salah satu faktor yang mendukung naiknya peringkat Indonesia adalah 

https://data.tempo.co/data/1469/survei-bloomberg-kenaikan-suku-bunga-menaikkan-potensi-resesi
https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5233/indonesia-berisiko-rendah-resesi?lang=1
https://www.heritage.org/index/pdf/2022/book/01_2022_IndexofEconomicFreedom_KEY-FINDINGS.pdf
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2021.pdf
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semakin berkurangnya peran pemerintah di dalam perekonomian dan juga 
terkendalinya inflasi di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2011) menunjukkan 
bahwa kebebasan ekonomi dan variabel moneter akan berpengaruh pada harga 
saham. Beban fiskal yang rendah, rendahnya hambatan perdagangan, birokrasi 
yang tidak berbelit-belit, kestabilan inflasi, berkurangnya kontrol harga, campur 
tangan yang rendah di sektor perbankan, dan jasa-jasa keuangan memberikan 
dampak yang baik bagi harga saham. Di sisi lain, kebebasan yang meningkat 
juga harus didukung oleh fundamental sosial dan politik yang kuat agar tidak 
menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat 
yang justru menimbulkan ketidakpastian dan membuat investor enggan untuk 
berinvestasi. 

Kebebasan ekonomi yang digagas oleh The Heritage Foundation merupakan 
hal-hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-
hari. Indikator yang berjumlah 12 poin tersebut merupakan kebutuhan dasar 
masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai makhluk ekonomi. Berdasarkan 
latar belakang yang telah disebutkan, penelitian ini akan membahas tentang 
kondisi kebebasan Indonesia pada tahun 2022 dan persepsi masyarakat 
mengenai hal tersebut. 

Selain kondisi indikator kebebasan ekonomi, ada satu hal yang tidak kalah 
penting yaitu mengenai kondisi iklim Usaha Mikro Kecil (UKM) di Indonesia. 
Hal tersebut dilihat juga kondisinya dalam kebebasan ekonomi karena apabila 
iklim UKM kondusif, maka dapat dipastikan akan mendorong kebebasan 
ekonomi dan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, serta 
penyelamatan Indonesia dari resesi. Kemudian, persepsi masyarakat juga 
penting untuk mewujudkan “good governance” yang selama ini digaungkan. 
Persepsi masyarakat juga menjadi penguat dalam melihat indikator kapasitas 
pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Pertanyaan Penelitian 
1.	 Bagaimana kondisi kebebasan ekonomi Indonesia Tahun 2022?

2.	 Bagaimana persepsi masyarakat tentang kebebasan ekonomi Indonesia se-
lama masa pemulihan ekonomi?

3.	 Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk 
mendorong kebebasan ekonomi?
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Metodologi Penelitian 
Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan kualitatif. 
Pendekatan statistik deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk 
mengumpulkan, penyajian, analisis dan menafsirkan data untuk diringkas dan 
memberikan informasi inti dari kumpulan data, serta melakukan deskripsi 
tentang angka-angka yang telah diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan 
(Hamzah & Susanti, 2021). 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi kebebasan ekonomi, 
penelitian ini mengacu pada data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dan 
menganalisisnya secara deskriptif. Dan untuk menjawab pertanyaan penelitian 
mengenai persepsi masyarakat, akan menggunakan angket yang didistrubusikan 
secara daring dalam jangka waktu dua minggu selama periode 26 September 
2022 hingga10 Oktober 2022. Kemudian, angket yang telah dikumpulkan akan 
dianalisis secara deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk melihat kebebasan ekonomi adalah data 
sekunder yang bersumber dari lembaga atau instansi terutama Badan Pusat 
Statistik (BPS) dengan pengolahan data sederhana. Sedangkan, jenis data yang 
digunakan untuk melihat persepsi masyarakat mengenai kebebasan ekonomi 
adalah data primer dengan penyebaran angket/kuesioner. Sasaran responden 
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang berusia 
minimal 17 tahun.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data kondisi ekonomi maksimal dalam 
6 bulan terakhir di tahun 2022. Sementara, data yang digunakan adalah data 
pada 5 tahun terakhir atau sejak tahun 2017 – 2022. Untuk pengambilan data 
persepsi masyarakat, disebarkan kuesioner selama tanggal 26 September 2022 
– 10 Oktober 2022 dan perolehan data secara random sampling dan ditargetkan 
ke masyarakat yang memperoleh link angket.

Variabel yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan 5 indikator kebebasan ekonomi yang digagas oleh 
Gwartney (2018). Indikator tersebut diantaranya kapasitas pemerintah, regulasi 
yang memudahkan individu, penegakan hukum, perdagangan internasional, 
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serta akses terhadap uang. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian 
pada poin kedua, menggunakan pertanyaan tertutup yang mewakili masing-
masing indikator tersebut. 

Kajian Literatur 
Gwartney, J. et al. (2018) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi didefinisikan 
sebagai konsep kepemilikan diri, di mana individu memiliki hak untuk memilih 
dan memutuskan bagaimana menggunakan waktu dan bakat mereka untuk 
membentuk kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, berdasarkan definisi 
tersebut, dibangun sebuah model komprehensif untuk mengukur indeks 
kebebasan berbagai negara, termasuk Indonesia.

Fraser Institute menggunakan 5 indikator kebebasan ekonomi sebagai acuan 
untuk membuat indeks kebebasan ekonomi bagi negara-negara di dunia (Fraser 
Institute, 2018). Diantaranya adalah kapasitas pemerintah, perlindungan hukum 
terhadap usaha, akses terhadap uang, perdagangan internasional, dan regulasi 
pasar kredit dan pasar tenaga kerja. 

Kapasitas Pemerintah

Kapasitas pemerintah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu konsumsi dan investasi 
pemerintah. Masih tingginya kontribusi pemerintah terhadap produk domestik 
bruto (PDB) di ketiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa pilihan politik lebih 
dominan daripada pilihan pribadi. 

Menurut Samuelson (2004:125), konsumsi rumah tangga merupakan 
pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa akhir yang berguna untuk 
mendapatkan kepuasan maupun memenuhi kebutuhan. Tindakan konsumsi 
dilakukan setiap hari oleh siapa pun, tujuannya adalah untuk memperoleh 
kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dengan 
terpenuhinya berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun 
kebutuhan sekunder, sampai dengan kebutuhan tersier. 

Lain halnya menurut Sukirno (1994:38) bahwa konsumsi rumah tangga adalah 
nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis 
kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Pendapatan yang diterima rumah 
tangga akan digunakan untuk membeli makanan, membiayai jasa angkutan, 
membayar pendidik anak, membayar sewa rumah, dan membeli kendaraan.

Investasi pemerintah dalam hal ini merupakan pengeluaran yang dilakukan 
pemerintah untuk menanamkan modal kepada Badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN) sebagai penggerak roda perekonomian. Semakin besar modal yang 
diberikan untuk BUMN, maka kapasitas pemerintah dinilai semakin besar jika 
disandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dalam tulisan ini 
mencerminkan produktivitas masyarakat dan sekaligus perusahaan swasta 
secara keseluruhan. 

Penegakan Hukum

Indikator ini mengukur peran hukum dalam melindungi hak milik individu. 
Fraser Institute berfokus pada pentingnya sistem hukum sebagai penentu 
kebebasan ekonomi. Perlindungan orang dan properti yang diperoleh secara 
sah adalah elemen sentral dari kebebasan ekonomi. Banyak yang berpendapat 
bahwa itu adalah fungsi pemerintahan yang paling penting. Bahan utama dari 
sistem hukum yang konsisten dengan kebebasan ekonomi adalah supremasi 
hukum, keamanan hak milik, peradilan yang independen dan tidak memihak, 
dan penegakan hukum yang tidak memihak dan efektif. 

Pada bagian temuan, akan dipaparkan kondisi perlindungan hukum dalam 
bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan penegakan hukum kontrak di 
Indonesia. Pada prinsipnya, kekayaan intelektual melindungi hak milik individu. 
Kekayaan intelektual diperlukan untuk memberikan keamanan dan insentif 
kepada setiap orang yang melakukan bisnis. Indonesia memiliki kerangka 
hukum untuk menjaga hak kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Hak Paten.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian hukum 
dan HAM, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi milik perseorangan 
maupun milik umum, termasuk hak cipta dan kekayaan industri. Sedangkan 
untuk kepemilikan publik, ada aspek perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, 
Pengetahuan Tradisional dan Indikasi Geografis.

Akses terhadap Uang 

Indikator perolehan uang diukur dengan melihat kondisi jumlah uang beredar 
(JUB) dan tingkat inflasi. Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank 
Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor 
swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). 
Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang 
dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, uang kuasi 
yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham 
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yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik 
dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun (BI, 2022).

Sedangkan indikator inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh 
kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. 
Inflasi sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi 
karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan 
jangka panjang. Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang 
berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (cost-push inflation) 
dan inflasi karena meningkatnya permintaan (demand-pull inflation) (BI, 2022).

Perdagangan Internasional

Indikator ini memberikan gambaran tentang aktivitas perdagangan internasional 
yang dapat berfungsi dengan baik ketika ada insentif dan berbagai regulasi untuk 
memfasilitasi individu. Dalam melihat kebebasan ekonomi dalam perdagangan 
internasional, menggunakan tarif ekspor impor dan arus modal asing.

Tarif ekspor dan impor merupakan salah satu penghambat perdagangan 
internasional dan akan berdampak pada aliran modal. Amanda dan Aslami 
(2022) menjelaskan terdapat tiga penghambat perdagangan internasional. 
Pertama, keamanan suatu negara, jika suatu negara tidak aman, pedagang akan 
meninggalkan negara dan pergi ke negara yang lebih aman. Kedua, kebijakan 
ekonomi internasional yang diberlakukan pemerintah, seperti pembatasan 
jumlah impor, pungutan biaya impor/ekspor yang tinggi, dan perijinan 
yang berbelit. Ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing yang juga akan 
mengakibatkan ketidakstabilan neraca pembayaran dalam negeri. 

Regulasi Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja 

Berbagai regulasi yang memudahkan individu, seperti akses kredit pasar, pasar 
tenaga kerja dan regulasi bisnis. Regulasi yang memudahkan individu adalah 
berbagai kebijakan yang mendorong kebebasan individu dalam ekonomi. 
Diantaranya adalah dalam pasar tenaga kerja dan pasar uang. 

Pasar tenaga kerja merupakan tempat bertemunya angkatan kerja dengan 
pelaku yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam hal ini, akan dimasukkan 
kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2022. Sedangkan pasar uang dalam 
pembahasan akan menunjukkan bagaimana masyarakat dapat mengakses 
permodalan seperti kemudahan melakukan kredit.  
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Persepsi masyarakat 

Persepsi masyarakat merupakan proses mengamati obyek melalui indera 
kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan melalui bentuk-bentuk 
rangsangan suatu obyek atau peristiwa berdasarkan latar belakang masing-
masing individu, sehingga akan muncul tanggapan atau reaksi yang diwujudkan 
dalam bentuk kemampuan membeda-bedakan,  mengelompokkan,  
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, serta terwujudnya komunikasi 
antara manusia dengan obyek (Soelaeman, 2006).

Menurut Syahputra dan Rahmatsyah (2020) persepsi masyarakat adalah 
sebuah proses di mana sekelompok individu yang hidup dan tinggal  bersama  
dalam  wilayah tertentu,  memberikan  tanggapan  terhadap  hal-hal  yang  
dianggap  menarik  dari lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam penelitian 
ini, obyek yang ditentukan adalah variabel kebebasan ekonomi yang ditanyakan 
kepada masyarakat untuk melihat tanggapan ataupun reaksi masing-masing 
individu berdasarkan kondisi demografi yang berbeda-beda. 

Temuan 
Kapasitas Pemerintah

Sebagai dasar, analisis kapasitas pemerintah akan menggunakan tolok ukur yang 
melihat bahwa ketika kontribusi pemerintah terhadap PDB dalam hal konsumsi 
tinggi secara tidak proporsional, maka pilihan politik bisa dibilang lebih dominan 
daripada pilihan pribadi. Oleh karena itu, menarik untuk mencermati analisis 
ini guna memahami cakupan kapabilitas pemerintah dalam perekonomian 
Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2022. 

Pada laporan Economic Freedom of the World: Annual report 2022 yang 
dirilis oleh Fraser Institute, Indonesia menduduki peringkat ke-25 dalam 
aspek kapasitas pemerintah (size of government). Dengan perolehan skor 7,91, 
Indonesia termasuk memiliki kebebasan ekonomi yang tinggi karena masuk di 
50 besar negara dengan kapasitas pemerintah yang baik. 

Konsumsi

Dalam berita resmi statistik, BPS menyebutkan bahwa pada triwulan 2-2022 
secara year-on-year (yoy) ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,51 persen. 
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2-2022 juga menunjukkan bahwa 
distribusi konsumsi, khususnya konsumsi rumah tangga, terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) mencapai 51,47 persen. 
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Jika dibandingkan tahun 2021, pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,96 
persen. Hal itu disebabkan oleh kondisi Covid-19 yang masih tinggi dan 
pembatasan mobilitas masyarakat masih diberlakukan. Namun, apabila dilihat 
secara quartal-to-quartal (q-to-q) menunjukkan tren yang meningkat seiring 
dengan pemulihan ekonomi yang diupayakan baik dari pemerintah maupun 
masyarakat. 

Grafik 4.1. Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat pada Triwulan II-2022

Sumber: BPS (2022) diolah oleh Databoks.

Berdasarkan Grafik 4.1, konsumsi rumah tangga menjadi kunci kekuatan 
ekonomi Indonesia hingga saat ini. Setelah pandemi yang memporak-
porandakan perekonomian pada triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga 
merupakan hal yang mampu mendorong kembali kekuatan ekonomi dengan 
distribusi di atas 50 persen. 

Apabila dirinci, PDB ekonomi Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) 
mencapai Rp4,92 triliun pada kuartal II 2022. Di antaranya, konsumsi rumah 
tangga menyumbang Rp2,53 triliun (51,47 persen) dari total PDB negara.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga nasional pada triwulan II 2022 meningkat 
sebesar 2,42 persen dibandingkan triwulan I 2022 (triwulan/triwulan ke 
triwulan). Konsumsi rumah tangga juga meningkat sebesar 5,51 persen (yoy) 
dibandingkan dengan Q2 2021.

Bantuan sosial yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan masyarakat sipil mendukung konsumsi kelas bawah. Aktivitas belanja 
kelas menengah juga mendukung konsumsi rumah tangga, terutama saat 
Ramadhan dan Idul Fitri. Kontribusi konsumsi rumah tangga yang menunjukkan 
keterlibatan individu ternyata menunjukkan peran yang penting dalam PDB 
dibandingkan pilihan politik. Hal ini baik mengingat perekonomian terus 
mengalami penyesuaian dengan kondisi global.
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Investasi Pemerintah

Pada bagian ini, kami mengkaji kapasitas pemerintah dalam hal investasi dengan 
membandingkan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PDB. 
Menurut prinsip kebebasan ekonomi, semakin besar porsi aset BUMN dalam 
PDB berarti semakin sedikit ruang bagi sektor swasta untuk terlibat dalam 
kegiatan ekonomi, dan sebaliknya. 

Tabel 4.1. Perbandingan Aset BUMN dengan PDB 2017-2021  
(dalam triliun rupiah)

Tahun Aset BUMN PDB ADHB Rasio
2017 7210 13588,8 0.53
2018 8092 14837,4 0.55
2019 8725 15833,9 0.55
2020 8312 15438,0 0.54
2021 8978 16970,8 0.53

Sumber: BPS dan berbagai sumber, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa aset BUMN secara umum selalu 
mengalami peningkatan begitu juga dengan PDB atas dasar harga berlaku 
(ADHB). Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan aset BUMN dari 
tahun sebelumnya, begitu juga dengan kondisi PDB. Hal tersebut diakibatkan 
oleh kondisi Covid-19 yang melanda selama tahun 2020, serta belum banyaknya 
penanganan yang dilakukan. Kemudian, di tahun 2021, aset sudah mengalami 
peningkatan menjadi Rp8.978 triliun. 

Secara umum, dari data tersebut dapat dilihat bahwa rasio aset BUMN terhadap 
PDB rata-rata sebesar 50 persen. Angka tersebut tergolong moderat dalam 
hal mendominasi pasar. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia masih 
membuka kesempatan bagi swasta untuk memasuki pasar. Pemerintah hanya 
mengawasi dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut juga dapat diketahui 
melalui data penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal 
asing (PMA). 

Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) melaporkan realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp302,2 triliun 
pada kuartal kedua tahun 2022, level tertinggi dalam satu dekade terakhir. 
Menurut data BPKM, akan mencapai peningkatan 7 persen dibandingkan 
kuartal pertama tahun 2022 (q-to-q) dan peningkatan 35 persen dibandingkan 
kuartal kedua tahun 2021 (y-on-y).
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Lebih rinci, pada triwulan II 2022 realisasi PMDN mencapai Rp139 triliun, 
meningkat 2,8 persen triwulanan (q-to-q) dan secara y-on-y meningkat 30,8 
persen. Sementara, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 163,2 triliun 
pada periode yang sama. Angka tersebut juga naik 10,8 persen (q-to-q) dan 39,7 
persen (y-on-y). Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, 
pertumbuhan yang dicapai FDI cukup tinggi karena Indonesia masih dianggap 
sebagai tujuan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Penegakan hukum

Salah satu aspek yang digunakan dalam indicator kebebasan ekonomi dalam 
bidang penegakkan hukum adalah HKI. HKI merupakan salah satu aspek 
fundamental dari pembangunan berkelanjutan suatu perusahaan. Menurut 
DJKI Kemenkumham, antara 2019 dan 2021, hanya 76.294 perusahaan 
yang mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Padahal, jumlah UMKM 
di Indonesia sekitar 65,4 juta, artinya baru 11 persen yang sudah memiliki 
kekayaan intelektual. Ini karena sedikit orang yang menyadari pentingnya 
kekayaan intelektual (merdeka.com, 1/8/2022). Dengan demikian, Indonesia 
belum cukup serius dalam penegakan hukum pada aspek kebebasan ekonomi.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Hediyanto, Raisah, dan Lumbanraja 
(2016) yang menyebutkan ada sederet kendala dalam regulasi pemegang paten 
oleh investor asing di Indonesia. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa 
Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 menimbulkan permasalahan 
terutama untuk investor dari luar negeri. Hal ini juga membuat Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan Permenkumham Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten sebagai solusi atas permasalahan tersebut 
melalui Kementerian Hukum dan HAM, di mana Pemegang paten dapat 
menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan paten kepada Menteri 
beserta latar belakang atas penundaan tersebut, dalam hal pemegang paten 
belum mampu untuk menerapkan patennya di Indonesia setelah permohonan 
paten tersebut disetujui.

Dari segi komitmen menjalankan kontrak, kita dapat melihat proses pembiayaan 
pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang dalam proses pencarian 
investor oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 
Salah satu skema pembiayaan pembangunan IKN selain memakai APBN 
adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, hal itu 
mendapatkan sejumlah tantangan dalam implementasi skema. Diantaranya 
adalah kesiapan proyek yang ditawarkan pemerintah, ketepatan alokasi risiko 

https://www.merdeka.com/uang/menengok-pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-untuk-keberlanjutan-bisnis.html
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antara pemerintah dengan badan usaha, dan komitmen pemerintah untuk 
menjalankan proyek ini (konstruksimedia.com, 3/11/2022). 

Apabila disandingkan dengan hasil indikator Laporan Tahunan Fraser Institute 
dalam aspek legal system and Property Rights, Indonesia menduduki peringkat 102 
dengan skor rendah, yaitu 4,9. Hal tersebut senada dengan temuan penelitian 
ini bahwa Indonesia perlu meningkatkan sosialisasi dalam pengajuan hak paten 
untuk perlindungan hukum UKM di Indonesia dan perlu menyiapkan proyek 
dengan memperhitungkan identifikasi risiko agar mendapat kepercayaan dari 
badan usaha untuk berinvestasi. 

Akses terhadap uang

Akses terhadap uang berkaitan dengan aspek kebebasan finansial. Ketika 
individu memiliki akses yang lebih bebas terhadap uang, mereka akan dapat 
menilai dan memilih kebutuhan mereka sendiri dari uang yang mereka miliki. 
Dalam hal ini, akses terhadap uang akan dilihat dari jumlah uang beredar dan 
kondisi inflasi di Indonesia pada tahun 2022. 

Secara umum, iklim keuangan Indonesia juga sudah dilengkapi dengan 
infrastruktur keuangan yang baik. Hal ini membuat jumlah uang beredar dan 
inflasi masih dapat diatasi dan dikendalikan. Senada dengan temuan Fraser 
Institute tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-22 dengan skor 9,6 
dalam perhitungan indeks kebebasan ekonomi.

Jumlah Uang Beredar (JUB)

Bank Indonesia (BI) melaporkan uang beredar dalam arti luar (M2) mencapai 
Rp7.846,5 triliun sepanjang bulan Juli 2022. Jumlah itu tumbuh 9,6 
persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-on-y). Berdasarkan 
komponennya, peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar 
dalam arti sempit (M1) sebesar 14,9 persen (y-on-y) dan uang kuasi sebesar 3,2 
persen (y-on-y). Selain itu, komponen surat berharga selain saham juga tumbuh 
12,3 persen (y-on-y) pada periode sama.

Pertumbuhan uang beredar itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penyaluran 
kredit dan perkembangan keuangan Pemerintah, serta aktiva luar negeri bersih. 
Pada bulan Juli 2022, penyaluran kredit tumbuh 10,5 persen (y-on-y) setelah 
bulan sebelumnya tumbuh 10,4 persen (y-on-y). Pertumbuhan ini sejalan 
dengan penguatan peyaluran kredit produktif maupun konsumtif.

Di sisi lain, pada bulan September tahun 2022, pemerintah telah menaikkan 
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik subsidi maupun non-subsidi. Hal 
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tersebut memicu kenaikan inflasi di masa depan karena memberikan efek 
domino ke harga barang lain terutama dalam pendistribusian dan mobilisasi. 
Untuk mengatasi hal itu, BI telah menaikkan suku bunga acuan yang akan 
menyebabkan penurunan jumlah uang yang beredar (Maria et. al., 2017).

Inflasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, inflasi bulan September 2022 
sebesar 1,17 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87. 
Dari 90 kota IHK, 88 kota mengalami inflasi dan 2 kota mengalami deflasi. 
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 
sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas 
kaki sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar 
rumah tangga sebesar 0,16 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan 
pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,35 persen; kelompok kesehatan 
sebesar 0,57 persen; kelompok transportasi sebesar 8,88 persen; kelompok 
rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen; kelompok pendidikan 
sebesar 0,21 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 
sebesar 0,57 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 
0,28 persen. Sementara, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan 
indeks, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,30 persen, 
serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen.

Penelitian Putra (2022) menyebutkan secara simultan, variabel suku bunga, 
jumlah uang beredar, dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap inflasi 
di Indonesia. Dalam jangka pendek, variabel suku bunga terhadap inflasi 
menunjukkan hubungan yang positif tidak signifikan, sedangkan dalam jangka 
panjang, variabel suku bunga menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap 
inflasi di Indonesia pada tahun 2015-2020. Dalam jangka pendek dan jangka 
panjang, variabel jumlah uang beredar terhadap inflasi menunjukkan hubungan 
negatif tidak signifikan pada tahun 2015-2020. Dalam jangka pendek, variabel  
nilai  tukar  terhadap  inflasi menunjukkan  hubungan  yang positif tidak 
signifikan, sedangkan dalam jangka panjang variabel nilai tukar menunjukkan 
tidak mempunyai pengaruh terhadap inflasi di Indonesia pada tahun 2015-2020. 

Perdagangan Internasional

Indikator kebebasan ekonomi adalah pergerakan bebas barang dan jasa lintas 
batas, yang dikenal sebagai perdagangan bebas. Pada bagian ini, kebebasan 
perdagangan internasional diukur dengan menggunakan dua indikator utama: 
tarif impor/ekspor dan arus modal asing. 

https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika/article/view/183/145
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Perdagangan internasional adalah bagian yang sangat penting dari perekonomian 
Indonesia. Sepanjang tahun 2021, nilai ekspor berkontribusi sebesar 21,6 
persen PDB dan impor mencapai 18,9 persen dari PDB. Pemerintah berupaya 
mendorong kelancaran perdagangan internasional dengan berbagai kebijakan 
yang secara langsung ataupun tidak langsung memengaruhinya. 

Salah satu kebijakan yang langsung berpengaruh adalah kebijakan fiskal, yaitu 
bea, di mana diberlakukan tarif tertentu terhadap barang yang diekspor atau 
diimpor. Di tengah pandemi, kebijakan bea sangat penting untuk memperlancar 
arus barang terkait penanganan pandemi seperti alat kesehatan untuk 
mendukung daerah 3T (tertinggal, terpencil, dan terluar), serta vaksin. 
Pemerintah Indonesia telah memberikan insentif perpajakan dalam bentuk 
pembebasan kepabeanan dan/atau, cukai, serta perpajakan atas impor. Di tahun 
2021, realisasi insentif pajak mencapai 10,28 persen dalam rangka Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sebelum memasuki pembahasan, Annual Report Economic Freedom Tahun 2022 
dari Fraser Institute memberikan peringkat ke-86 kepada Indonesia dalam aspek 
kebebasan untuk perdagangan. Hal tersebut masih relevan dengan kondisi 
perdagangan internasional Indonesia di tahun 2022 ini. 

Tarif Impor-Ekspor

Kondisi hambatan perdagangan yang dialami Indonesia sejak awal tahun 
2022 mengalami hal yang rumit karena konflik Rusia dan Ukraina. Hal itu 
menyebabkan gejolak harga minyak dunia mengalami fluktuasi. Selain itu, 
permintaan kebutuhan untuk energi yang berkelanjutan juga menyebabkan 
peningkatan permintaan crude palm oil (CPO). Hal itu tentunya berakibat 
pada persediaan minyak sawit untuk pangan, sehingga membuat harga minyak 
goreng kemasan mengalami lonjakan.

Berdasarkan data Berita Resmi Statsistik oleh BPS, harga minyak goreng 
kemasan mengalami lonjakan pada bulan Februari 2022 dengan harga 
Rp18.700/liter dan puncaknya ada di bulan Mei 2022 dengan harga Rp22.500/
liter. Begitu pula dengan minyak curah yang mengalami lonjakan pada bulan 
April 2022 dengan harga Rp19.000/kg

Untuk mengatasi lonjakan tersebut, pemerintah membuat larangan ekspor CPO 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 22/2022 tentang 
Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized 

Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil 

pada 27 April 2022. Peraturan ini menimbulkan penolakan dari petani sawit 
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karena menyebabkan kerugian. Selain itu, bagi industri juga mengakibatkan 
penumpukan penyimpanan tandan buah sawit. Akibatnya, nilai tukar petani 
sawit juga turun drastis.

Lebih lanjut, pemerintah telah mengimplementasikan BTKI 2022 pada 1 April 
2022. BTKI sendiri juga memuat struktur bea masuk, bea keluar dan pajak 
dalam rangka impor, yang digunakan sebagai salah satu dasar kebijakan fiskal 
dan non-fiskal, termasuk ketentuan larangan pembatasan, statistik, origin dan 
kepentingan lainnya. Pemilihan besaran tarif tersebut berdasarkan usulan K/L 
Pembina Sektor. Oleh karena itu, beberapa peraturan turunan terkait perpajakan 
akan menyesuaikan dengan ketentuan dalam BTKI, seperti peraturan terkait 
Free Trade Agreement (FTA), Bea Keluar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 
22. Pemerintah akan terus melakukan koordinasi dengan K/L lain dalam 
perumusan peraturan terkait, sehingga regulasi antar K/L selaras dan semakin 
memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan perdagangannya (Kemenkeu, 
01/04/2022).

Arus modal asing

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia telah kehilangan modal asing 
sekitar Rp120 triliun dalam enam bulan belakangan. Menurut data Direktorat 
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), pada 3 Januari 2022, 
kepemilikan asing/non-residen dalam SBN rupiah yang dapat diperdagangkan 
masih sebesar Rp893,6 triliun. Namun, sejak penghujung bulan Februari 2022, 
tepat setelah Rusia memulai invasi ke Ukraina, tren kepemilikannya terus 
berkurang seperti terlihat pada grafik, hingga pada 6 Juli 2022 nilainya tinggal 
Rp773,12 triliun.

Grafik 4.2. Nilai Kepemilikan Asing dalam SBN (3 Januari-6 Juli 2022)

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu), 2022.

https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2022/04/01/4345-ingin-ekspor-impor-semakin-lancar-pemerintah-menerbitkan-buku-tarif-kepabenan-indonesia-2022
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Menurut Danareksa Research Institute, tren penurunan kepemilikan asing 
di SBN sudah terjadi sejak awal pandemi tahun 2020. Kemudian sepanjang 
semester pertama 2022 penurunan terus berlanjut karena dipengaruhi konflik 
geopolitik, yang kemudian berdampak pula pada gejolak ekonomi di skala global.

Dalam laporan Ketidakpastian Ekonomi Global dan Peluang Ekonomi Domestik 
yang dirilis pada hari Senin (11/7/2022), Danareksa Research Institute 
memperkirakan tren keluarnya modal asing dari pasar SBN ini akan terus 
terjadi dalam beberapa waktu mendatang. Capital outflow dari pasar SBN 
diperkirakan akan berlanjut, karena sentimen kenaikan Federal Fund Rate (FFR) 
yang diperkirakan akan terjadi sebanyak tujuh kali pada tahun 2022 dan lima 
kali pada tahun 2023.

Danareksa juga menyatakan ada sejumlah faktor lain yang bakal mempengaruhi 
capital outflow, yakni sentimen kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa dan 
sentimen kenaikan suku bunga global. Di tengah potensi capital outflow, nilai 
tukar rupiah diperkirakan melemah, tetapi dengan volatilitas yang terjaga. Hal 
ini tidak lepas dari semakin berkurangnya porsi asing pada kepemilikan SBN. 

Indikator terakhir adalah regulasi yang memudahkan individu. Hal ini penting 
untuk dibahas karena kebebasan ekonomi berpatokan bahwa regulasi yang 
tersedia sudah seharusnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 
masyarakat.

Regulasi dalam Pasar Kredit dan Pasar Tenaga Kerja

Aspek terakhir yaitu mengenai kondisi pasar kredit dan pasar tenaga kerja 
Indonesia. Berdasarkan laporan dari Fraser Institute 2022, aspek regulasi pasar 
kredit dan tenaga kerja Indonesia menduduki peringkat terendah dari lima 
indikator kebebasan ekonomi. Indonesia berada di peringkat ke-123 dengan skor 
6,5. Artinya, masih buruknya penyaluran kredit ke masyarakat dan penanganan 
dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Rendahnya penyaluran kredit 
untuk masyarakat tidak sebanding dengan peningkatan penghimpunan dana 
pihak ketiga (DPK) sebagaimana grafik berikut ini.

Pasar Kredit 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pasar kredit perbankan di Indonesia 
selama tahun 2022. Sebagaimana teori moneter menyebutkan bahwa 
perbankan merupakan peran yang penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan 
oleh perannya sebagai lembaga intermediasi. Artinya, peran perbankan 
sebagai menghimpun dana dari orang-orang yang memiliki kelebihan dana yang 
kemudian disebut dengan Dana Pihak Ketiga (DPK).
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Grafik 4.3. Dana Pihak Ketiga (Januari-Juli 2022)

Sumber: Bank Indonesia, 2022.

Berdasarkan Grafik 4.3, dapat diketahui bahwa hingga bulan Juli 2022, DPK 
selalu mengalami peningkatan. Bank Indonesia melaporkan bahwa jumlah 
rekening DPK perbankan mencapai 2.487 per 1.000 penduduk dewasa pada 
bulan Juli. Jumlah tersebut lebih tinggi 1,3 persen dari bulan sebelumnya.

Peningkatan tingkat rekening DPK perbankan terus menunjukkan tanda-tanda 
perbaikan akses terhadap layanan keuangan dari bank. Seiring dengan tren 
digitalisasi, beberapa bank mempermudah proses membuka rekening dengan 
menggunakan layanan perbankan seluler. 

Jumlah rekening kredit perbankan juga meningkat ke-627 per 1.000 penduduk 
dewasa pada bulan Juli dari 598 pada bulan sebelumnya. Peningkatan juga 
terjadi meskipun tidak signifikan pada data kredit UMKM terhadap total kredit 
perbankan, yaitu 20,92 persen setelah sebelumnya di angka 20,83 persen. 

Kondisi yang disebutkan dalam Statistik Sistem Keuangan bulan September 
2022 itu merupakan gambaran dari pasar kredit yang kondusif dalam 
mendukung kebebasan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, akan membahas 
tentang kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia dengan variabel menggunakan 
tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Pasar Tenaga Kerja

Kondisi pasar tenaga kerja yang baik dalam penilaian kebebasan ekonomi 
pada bagian ini menggunakan data tingkat pengangguran terbuka. Jumlah 
pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki 
kebebasan ekonomi yang luas karena tidak mampu menyediakan akses untuk 
bekerja bagi masyarakatnya.  
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2022 sebesar 
5,83 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, 
terdapat sekitar 5 sampai 6 orang penganggur. Apabila dibandingkan dengan 
kondisi bulan Februari 2021 dan Agustus 2021, TPT pada bulan Februari 2022 
mengalami penurunan berturut-turut sebesar 0,43 persen poin dan 0,66 persen 
poin (BPS, 2022)

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Februari 2022, TPT tertinggi terdapat pada 
pendidikan tingkat menengah (SMA Umum dan Kejuruan), yaitu sebesar 9,16 
persen. Dapat dikatakan bahwa terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak 
terserap terutama pada lulusan pendidikan tingkat menengah. Sementara 
mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa 
saja yang dapat dilihat dari TPT penduduk yang tidak pernah sekolah atau tidak 
pernah mengenyam bangku sekolah yang relatif lebih rendah (1,11 persen).

Di samping itu, Sakernas bulan Februari 2022 menunjukkan bahwa TPT 
penduduk kelompok umur muda mencapai 17,08 persen, yang dapat diartikan 
bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15-24 tahun yang termasuk angkatan 
kerja, terdapat sekitar 17 orang yang menganggur. Angka tersebut mengalami 
penurunan sebesar 0,95 persen poin bila dibandingkan dengan angka di bulan 
Februari 2021 dan turun 2,47 persen poin dibandingkan angka di bulan Agustus 
2021.

Berdasarkan data yang telah disebutkan dalam indikator pasar tenaga kerja 
Indonesia, dapat dikatakan bahwa regulasi yang dibuat pemerintah selama ini 
cukup membantu dalam memperoleh pekerjaan bagi masyarakat. Hal tersebut 
terlihat dari adanya penurunan TPT tahun 2022. Namun, hal tersebut tidak 
signifikan karena bayang-bayang akibat pandemik masih dirasakan hingga akhir 
tahun 2022. 

Data kebebasan ekonomi yang telah dipaparkan kemudian akan disesuaikan 
dengan persepsi masyarakat mengenai kondisi yang ada. Sebagaimana definisi 
persepsi masyarakat, penelitian ini meminta keterangan tentang apa yang 
dirasakan masyarakat selama ini tentang kebebasan ekonomi di Indonesia. 
Persepsi masyarakat berikut ini merupakan bentuk validasi sederhana bagi 
kebijakan yang telah berlaku.

Persepsi Masyarakat tentang Kebebasan Ekonomi 

Pembahasan berikut ini menampilkan persepsi masyarakat mengenai kondisi 
kebebasan ekonomi saat ini. Pada proses pengumpulan data dilakukan sejak 
tanggal 2 hingga14 Oktober 2022 dengan metode snowballing. 
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Tabel 4.2. Kondisi Demografi Responden

Variabel Jawaban n % (N=62)
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 13 21

Dosen/Peneliti 13 21
Karyawan Swasta 17 27
Pengusaha 4 6
Lainnya 15 24

Usia 19-30 46 74
31-40 9 15
41-70 7 11

Jenis Kelamin Laki-laki 33 53
Perempuan 29 47

Sumber: Data Primer, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa komposisi responden yang diperoleh 
dan mengisi angket sebanyak 62 orang. Mayoritas responden (27 persen) 
bekerja sebagai karyawan swasta, 21 persen sebagai pelajar/mahasiswa, 21 
persen sebagai dosen/peneliti, 6 persen sebagai pengusaha, dan 24 persen 
mengisi lainnya. 

Jika dilihat berdasarkan usia, mayoritas responden berusia produktif, yaitu 19-
30 tahun atau sejumlah 74 persen responden. Sebanyak 53 persen responden 
berjenis kelamin laki-laki, dan 47 persen diantaranya berjenis kelamin 
perempuan.

Berdasarkan angket yang telah dibagikan, sebanyak 52 persen responden 
menjawab bahwa aspek regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja belum 
menunjukkan kebebasan ekonomi. Hal tersebut juga sesuai dengan indeks 
kebebasan ekonomi dari Fraser Institute dalam Annual Report tahun 2022 
dengan peringkat ke-123. Selanjutnya, akan dibahas satu per satu berdasarkan 
pertanyaan angket dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.3. Hasil Angket Persepsi Masyarakat terhadap Kebebasan 
Ekonomi di Indonesia

Pertanyaan Chart Keterangan
Menurut Anda, apakah 
kapasitas pemerintah 
mendominasi pertum-
buhan ekonomi dari-
pada kapasitas swasta? 
(Misalnya: perusahaan 
milik negara (BUMN) 
lebih berkontribusi pada 
pertumbuhan ekonomi 
daripada perusahaan 
swasta/asing)

Sebanyak 31 responden, atau 
sebanyak 50 persen diantaranya 
menjawab bahwa pemerin-
tah tidak terlalu mendominasi 
perekonomian Indonesia. Hal 
tersebut mengindikasikan 
bahwa swasta memiliki kes-
empatan untuk berkontribusi 
dalam pertumbuhan ekonomi 
sebagaimana data hasil temuan 
dalam penelitian ini. 
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Pertanyaan Chart Keterangan
Menurut Anda, apakah 
pemerintah sudah 
melakukan penegakan 
hukum untuk melind-
ungi hak milik individu? 
(Misalnya: memberikan 
perlindungan hukum 
untuk hak cipta, hak 
paten, hak merek secara 
maksimal)

Sebanyak 29 responden, atau 
47 persen diantaranya men-
gaku bahwa pemerintah sudah 
melakukan penegakan hukum 
dalam rangka melindungi hak 
individu. Namun, 44 persen 
responden juga berpendapat 
bahwa pemerintah belum 
melakukannya. Hal ini mem-
perkuat temuan penelitian 
bahwa belum maksimalnya 
sosialisasi mengenai HKI bagi 
keberlangsungan bisnis.

Menurut Anda, selama 1 
tahun terakhir ini apakah 
pemerintah sudah men-
jamin kebebasan finansial 
dalam mengakses uang? 
(Misalnya, dengan men-
jaga jumlah uang beredar 
(JUB) dan inflasi dengan 
baik)

Sebanyak 42 persen responden 
menjawab pemerintah sudah 
menjamin kebebasan finansial 
terutama dalam pengendalian 
jumlah uang beredar dan inflasi. 
Responden yang menjawab 
‘belum’ sebanyak 20 orang, 
atau 32 persen. Namun, yang 
menjawab “tidak tahu” juga ada 
16 responden. Hal ini menun-
jukkan bahwa literasi keuangan, 
terutama bidang moneter masih 
minim dan hanya diketahui bagi 
segelintir orang saja. 

Menurut Anda, dalam 
satu tahun terakhir apak-
ah kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah sudah 
mendukung transaksi 
perdagangan internasi-
onal? (Misalnya: dalam 
hal tarif ekspor-impor 
dan arus modal asing)

Sebanyak 33 responden atau 
53 persen menjawab bahwa 
kebijakan yang dibuat pemerin-
tah telah mendukung transaksi 
perdagangan internasional. 
Namun, 31 persen diantaranya 
menjawab “tidak tahu”. Salah 
satunya dipengaruhi oleh demo-
grafi responden pengisi angket 
yang beragam.

Menurut Anda, apakah 
kebijakan pemerintah 
dalam setahun terakhir 
ini sudah memberikan 
kemudahan dalam pe-
nyaluran kredit sehingga 
mengurangi pengang-
guran?

Sebanyak 52 persen dari kes-
eluruhan responden menjawab 
pemerintah belum memberikan 
kemudahan dalam menyalurkan 
kreditnya dan belum mengu-
rangi pengangguran. 

Sumber: Data primer, 2022.
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Dapat diketahui bahwa hasil angket persepsi masyarakat memberikan jawaban 
nyata dan memvalidasi kondisi data dan temuan dalam penelitian. Begitu pula 
dalam hasil perhitungan indeks kebebasan ekonomi yang dikeluarkan oleh 
Fraser Institute. Baik dalam hasil temuan penelitian, persepsi masyarakat, dan 
indeks kebebasan ekonomi, semuanya menjawab bahwa regulasi dalam pasar 
kredit dan pasar tenaga kerja masih jauh dari kebebasan.

Bagian selanjutkan memaparkan data mengenai kondisi kredit UKM Indonesia 
berdasarkan skala usaha. Hal ini penting untuk memberikan gambaran mengenai 
iklim usaha untuk memperoleh kredit selama pemulihan ekonomi tahun 2022 
ini.

Kondisi Kredit UKM Indonesia berdasarkan Skala Usaha

Salah satu indikator dalam kebebasan ekonomi adalah kemudahan untuk 
melakukan bisnis pada aspek regulasi yang memudahkan individunya. UMKM 
merupakan penyangga dalam membantu pemulihan ekonomi pasca krisis 
sehingga perlu memastikan bahwa kemudahan dalam melakukan kredit perlu 
diperhatikan. Semakin mudah dalam mengajukan kredit bagi UMKM, maka 
akan lebih cepat pemulihannya dan semakin tinggi kebebasan ekonomi suatu 
negara.

Grafik 4.4. Pertumbuhan Kredit UMKM

Sumber: SSKI Oktober BI, 2022.

Grafik 4.4 menunjukkan pertumbuhan kredit berdasarkan skala usahanya. 
Hingga bulan Agustus 2022, kredit usaha mikro tumbuh 102,11 persen secara 
y-on-y. Namun, angka tersebut lebih rendah atau turun dari bulan Juli 2022, yang 
tumbuh sebesar 105,33 persen secara y-on-y. Begitu pula pada pertumbuhan 
kredit usaha kecil di bulan Agustus sebesar 20,57 persen secara y-on-y dan 
terus menurun sejak bulan Mei 2022. 
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Berdasarkan jenis penggunaan kredit, pertumbuhan kredit UMKM sebesar 
20,21 persen umumnya digunakan untuk modal kerja. Dan dilihat dari sektor 
penerima kredit, sektor pertumbuhan yang terbesar ada pada sektor pertanian, 
perburuan, dan kehutanan.

Kesimpulan dan Rekomendasi 
Berdasarkan hasil temuan yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa sesuai 
dengan peringkat kebebasan ekonomi di Indonesia yang dikeluarkan oleh 
Fraser Institute tahun 2022, kebebasan ekonomi di Indonesia masih tergolong 
moderat. Dari kelima indikator di atas, data-data yang ada menunjukkan 
bahwa indikator kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan perdagangan 
internasional cukup baik di Indonesia. Ada tantangan di indikator penegakan 
hukum dan regulasi yang memudahkan akses individu terutama pasar kredit 
dan pasar tenaga kerja yang masih perlu dibenahi. 

Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan dalam meminimalisir kapasitas 
pemerintah adalah dengan mendorong kontribusi rumah tangga dalam 
mempertahankan daya beli masyarakat. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh 
kerjasama lembaga/instansi Kementerian Keuangan yang diorganisir oleh 
Kemenko Perekonomian untuk meningkatkan bantuan untuk masyarakat yang 
membutuhkan dalam rangka resiliensi ekonomi Indonesia. Dan peningkatan 
keterlibatan dan investasi swasta juga tidak kalah penting. Salah satunya yaitu 
dengan memudahkan investor untuk menanamkan modal oleh Kementerian 
Investasi/BKPM.

Pada aspek peningkatan hak paten dan pengajuan HKI, yang perlu dilakukan 
Kemenkumham bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM adalah 
meningkatkan literasi pentingnya mendaftarkan merek dagang. Penegakan 
hukum untuk memberantas pungutan liar dalam pengajuan HKI juga penting 
dilakukan. 

Lebih lanjut, pada aspek kebebasan ekonomi dalam akses terhadap uang, 
peningkatan literasi bagi masyarakat masih menjadi agenda besar agar 
meminimalisir gap antara literasi dengan infrastruktur keuangan. Kemudian, 
iklim moneter juga perlu tetap dijaga, seperti stabilisasi nilai tukar rupiah dan 
inflasi yang selama ini dilakukan oleh BI. Tentunya dengan kondisi yang terjadi 
dalam perekonomian global di tengah ancaman resesi negara maju, hal ini 
menjadi tantangan khusus dalam penjagaan ekonomi dalam negeri agar tidak 
ikut jatuh.
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Kemudian, untuk menjaga aspek perdagangan internasional agar tetap kondusif, 
pemerintah perlu mengurangi kebijakan larangan ekspor/impor yang dapat 
membuat gejolak harga dalam negeri. Dalam hal ini, masih menjadi tugas BI 
bersama dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga neraca pembayaran 
Indonesia.

Selanjutnya, kondisi regulasi pasar kredit dan pasar tenaga kerja juga perlu 
ditingkatkan. Kementerian/Lembaga keuangan harus menjaga kekompakan 
dalam peningkatan literasi keuangan demi mengurangi kesenjangan dengan 
infrastruktur keuangan yang ada. Apabila literasi masyarakat sudah berangsur 
membaik, maka hal ini akan meningkatkan kemampuan manajemen keuangan 
dalam menjalankan usaha dan menggunakan kredit. 

Pada sisi ketenagakerjaan, peran Kementerian Ketenagakerjaan penting untuk 
mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Bantuan subsidi upah dan program 
kartu prakerja masih sangat dibutuhkan demi mempertahankan keberlangsungan 
pemulihan ekonomi nasional yang bersamaan dengan ketidakpastian global.

Terakhir, terkait dengan persepsi masyarakat, Kementerian Koperasi dan 
UKM perlu meningkatkan akses dalam perolehan kredit. Hal ini penting karena 
selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi, peningkatan akses kredit juga 
dapat mengurangi angka tingkat pengangguran Indonesia. Hal ini juga harus 
dibarengi dengan pengawasannya agar tidak hanya memberikan kredit, tetapi 
juga evaluasinya harus dipastikan berjalan dengan baik untuk menghindari gagal 
bayar yang berujung pada resesi.
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Abstrak

Stunting merupakan ancaman serius bagi pembangunan sumber 
daya manusia. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di 
Indonesia masih tinggi dan jauh dari target Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Sustainable Development 
Goals (SDGs). Sementara, sejauh ini sudah ada beberapa kebijakan 
yang secara langsung maupun tidak memiliki kaitan dengan 
penanganan stunting di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
juga tengah membahas Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan 
Ibu dan Anak (RUU KIA) dalam prolegnas prioritas tahun 2022. 
Salah satu latar belakang dibentuknya RUU tersebut adalah untuk 
mengentaskan kejadian stunting.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif dengan studi pustaka ini 
dilakukan untuk melihat lebih lanjut mengenai implementasi berbagai 
kebijakan penanganan stunting yang sudah ada sejauh ini. Penelitian 
ini juga ditujukan untuk melihat aspek-aspek apa saja yang penting 
untuk dimasukkan dalam RUU KIA. Hasil penelitian menunjukkan 
menunjukkan bahwa berbagai kebijakan penanganan stunting 
yang ada belum berjalan dengan efektif. Studi ini juga memberikan 
sembilan aspek yang berasosiasi dengan kejadian stunting yang 
penting untuk dimasukkan dalam RUU KIA. Beberapa rekomendasi 
kebijakan juga diberikan untuk mendorong upaya penanganan 
stunting agar lebih efektif. 

Kata kunci: 	Stunting, kebijakan, RUU KIA
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Pendahuluan
Stunting adalah masalah serius bagi pembangunan sumber daya manusia. 
Menurut Khairani (2020), stunting bukan hanya masalah gangguan 
pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit, 
selain itu juga terjadi gangguan perkembangan otak dan kecerdasan, sehingga 
stunting merupakan ancaman besar terhadap kualitas sumber daya manusia di 
Indonesia. Sementara, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian 
Kesehatan, dr. Anas Ma’ruf (2020), dampak stunting tidak hanya dialami oleh 
anak tetapi dapat berpengaruh di masa yang akan datang hingga dewasa. Hal 
tersebut dapat berisiko pada menurunnya tingkat produktivitas. 

Data terbaru Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa angka 
prevalensi stunting Indonesia di tahun 2021 sebesar 24,4%, menurun 3,3% 
dibanding angka prevalensi stunting tahun 2019 (Kemkes RI, 2021). Jika angka 
prevalensi stunting tahun 2021 dibandingkan dengan angka prevalensi stunting 
pada tahun 2007, secara umum terdapat penurunan sebesar 12,4% dalam 
kurun waktu empat belas tahun. Sebuah pencapaian yang perlu diapresiasi, 
namun juga perlu diperbaiki agar penurunan prevalensi stunting semakin cepat 
dan dapat mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) sebesar 14% di tahun 2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2021). 
Berikut grafik mengenai perkembangan prevalensi stunting di Indonesia dari 
tahun 2007. 

Grafik 5.1. Prevalensi Balita Stunted dari Tahun 2007-2021

Sumber: Riskesdas dan SSGBI dalam Kemkes RI (2021).



85Indonesia 2022 – Oleh: Nisaaul Muthiah

Target pencapaian prevalensi stunting dalam RPJMN sebesar 14% sebenarnya 
dapat dikatakan cukup tertinggal dibanding negara lain. Sebab, dalam target 2.2 
Sustainable Development Goals (SDGs) tertera bahwa seluruh negara sepakat 
untuk mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk 
mencapai target keberhasilan penanganan stunting dan wasting di tahun 2025 
(United Nations, n.d.). Kondisi prevalensi stunting di Indonesia juga tertinggal 
dibanding beberapa negara tetangga, seperti Vietnam (23%), Malaysia (17%), 
Thailand (16%), dan Singapura (4%) (Kemkes RI, 2021).

Sementara, sejauh ini sudah ada beberapa kebijakan untuk menangani stunting 
di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(UU Pangan), UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), 
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian ASI Eksklusif 
(PP ASI Eklusif), dan lain-lain. Namun menurut (Muthiah, 2022), aturan-
aturan tersebut belum diimplementasikan dengan baik. 

Selain itu, pada bulan Juni 2022 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU 
KIA) menjadi RUU inisiatif DPR dan masuk ke dalam program legislasi nasional 
(Prolegnas) prioritas. Dalam Naskah Akademik RUU KIA tertulis bahwa salah 
satu latar belakang dibentuknya rancangan aturan tersebut adalah untuk 
mengentaskan kejadian stunting (DPR, 2022). 

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melihat lebih lanjut mengenai 
implementasi berbagai kebijakan penanganan stunting yang sudah ada sejauh 
ini. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat aspek-aspek apa saja yang 
penting untuk dimasukkan dalam RUU KIA, agar kedepannya rancangan 
aturan tersebut mampu menjadi payung kebijakan penanganan stunting yang 
komprehensif.

Pertanyaan Penelitian
1.	 Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan penanganan stunting di In-

donesia?

2.	 Aspek apa saja yang penting untuk dimasukkan dalam RUU KIA untuk ikut 
menciptakan payung kebijakan penanganan stunting yang komprehensif?

3.	 Apa saja rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk perbaikan pen-
anganan stunting di Indonesia kedepannya?
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Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan 
melakukan penelitian pustaka. Menurut Gunawan (2013), penelitian kualitatif 
dilakukan dengan memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi 
tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti 
sendiri. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang 
mengutamakan penghayatan (verstehen). Penelitian kualitatif bertujuan untuk 
memahami obyek yang diteliti secara mendalam. 

Sementara menurut Sukardi (2010), penelitian pustaka (library research) adalah 
penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan membaca/
mencari berbagai literatur yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan topik 
penelitian. Sumber data dari penelitian ini berasal dari buku, laporan, jurnal, 
website, dan sumber yang relevan lainnya. 

Kajian Literatur
Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep seperti definisi stunting, 
faktor-faktor penyebab stunting, dan implementasi kebijakan untuk membantu 
menganalisis hasil temuan. Berikut penjelasan dari masing-masing konsep 
tersebut. 

Stunting

Menurut Khairani (2020), stunting adalah suatu kondisi di mana anak mengalami 
gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan 
usianya, sebagai akibat dari masalah gizi kronis, yaitu kekurangan asupan 
gizi dalam waktu yang lama. Sementara menurut Prendergast & Humphrey 
(2014), stunting merupakan perubahan patologis yang ditandai dengan adanya 
keterlambatan pertumbuhan linier pada awal kehidupan. Kondisi tersebut 
berkaitan dengan peningkatan morbiditas, motalitas, penurunan kapasitas 
fisik, perkembangan saraf dan kapasitas ekonomi pada jangka panjang, serta 
peningkatan risiko penyakit metabolik hingga dewasa. 

Kejadian stunting dapat menjadi sebuah siklus sebab perempuan yang pernah 
mengalami stunting di masa kanak-kanak cenderung memiliki keturunan yang 
stunting (Prendergast & Humphrey, 2014). Kondisi tersebut dapat menciptakan 
siklus kemiskinan antargenerasi dan berbahaya bagi pembangunan kualitas 
sumber daya manusia.
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Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. 
Pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Kedua, memberikan 
ASI eksklusif sampai anak berusia enam bulan. Ketiga, mendampingi pemberian 
ASI eksklusif dengan makanan pengganti ASI (MPASI) saat anak menginjak 
usia lebih dari enam bulan. Keempat, memantau tumbuh kembang anak dan 
menjaga kebersihan lingkungan (Khairani, 2020).

Faktor-Faktor Penyebab Stunting

Menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF) (dalam Kemenkes RI, 
2018), stunting disebabkan karena pengaruh buruk pola asuh, cakupan dan 
kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan, serta ketahanan pangan. Sementara 
menurut Prendergast & Humphrey (2014), stunting dipengaruhi oleh berbagai 
faktor di beberapa siklus pertumbuhan anak dan ibu, mulai dari masa sebelum 
pembuahan hingga masa dewasa. Berikut beberapa faktor yang berkaitan 
dengan stunting di masing-masing siklus pertumbuhan.

Tabel 5.1. Faktor yang Berasosiasi dengan Kejadian Stunting

Masa Faktor yang Berasosiasi dengan Kejadian Stunting
Pre-conception Pola makan, faktor sosial ekonomi
Antenatal period Pola makan, kurang energi kronis (KEK) ada atau 

tidaknya infeksi (Misalnya: infeksi intrauterin, infeksi 
dan/atau inflamasi sistemik), environmental enteric 
dysfunction (EED), kualitas udara

Birth to 6 month Berat badan lahir rendah (BBLR), usia kehamilan, 
ukuran lingkar kepala, kondisi hiperinsulinemia

6-24 months of age Pengenalan makanan non ASI saat usia < 6 bulan, 
kualitas pemberian makanan pendamping ASI, Kualitas 
Water, Sanitation, and Hygiene (WASH), adanya infeksi 
berulang, paparan mikotoksin, arsenik, bahan bakar 
biomassa, stimulasi dan pengasuhan bayi yang buruk, 
depresi ibu.

Beyond 24 month of age Pola makan, kualitas WASH, adanya infeksi yang 
berulang, paparan mikotoksin, faktor sosial ekonomi, 
penunjang pertumbuhan anak lainnya.

Sumber: Khairani (2020); Sartono (2013); Prendergast & Humphrey (2014).

Efektivitas Implementasi Kebijakan

Menurut Jones (dalam Mayasoni, 2022) efektivitas program adalah suatu 
penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-
program yang telah dilakukan dapat mencapai tujuan awal dari program tersebut. 
Berdasar teori yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney, dan Martin (dalam 
Mayasoni, 2022), sebuah kebijakan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 
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beberapa kriteria. Pertama, upaya/usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, 
efisiensi biaya dari pelaksanaan program. Ketiga, hasil dari pelaksanaan program 
dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya. Keempat, efektivitas 
biaya program. 

Selain itu, Dunn (2017) juga melakukan kajian terkait evaluasi kebijakan. 
Menurutnya, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur 
evaluasi kebijakan, diantaranya yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, 
pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria efektivitas mencakup apakah 
hasil yang diinginkan telah dicapai. Efisiensi mencakup seberapa banyak usaha 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Kecukupan mencakup apakah 
biaya manfaat yang didistribusikan telah merata pada kelompok-kelompok yang 
berbeda. Pemerataan mencakup apakah biaya manfaat didistribusikan dengan 
merata kepada kelompok yang berbeda. Responsivitas mencakup apakah hasil 
kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu. 
Sementara ketepatan mencakup apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-
benar berguna atau bernilai. 

Selain konsep terkait efektivitas dan evaluasi kebijakan. Ada beberapa faktor/
variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan implementasi 
kebijakan. Menurut Edward III (dalam Asfiyah, 2012), keempat variabel 
tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
Berikut penjelasan dari keempat variable tersebut. 

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting agar para pelaksana kebijakan 
memiliki kejelasan ukuran dan tujuan dari kebijakan. Para implementor 
kebijakan harus mengerti maksud dan tujuan kebijakan dengan jelas, sehingga 
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan optimal. Sumber daya juga 
menjadi salah satu faktor utama dalam proses implementasi kebijakan. Sumber 
daya meliputi sumber daya manusia pelaksana kebijakan dan sumber daya lain 
seperti peralatan, perlengkapan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan 
dalam proses implementasi 

Disposisi juga menjadi faktor penting dalam proses implementasi kebijakan. 
Disposisi yakni watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementor sepakat dengan 
isi dan tujuan kebijakan, mereka akan melaksanakannya dengan senang 
hati. Namun, jika pandangan mereka berbeda, maka proses implementasi 
akan mengalami banyak masalah. Variabel terakhir, yakni struktur birokrasi. 
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Struktur birokrasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan 
dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Pada akhirnya, 
panjangnya struktur birokrasi akan menyebabkan aktivitas organisasi yang 
tidak fleksibel. 

Konsep-konsep di atas selanjutnya akan digunakan untuk membantu 
menganalisis temuan studi. Definisi dan faktor-faktor penyebab stunting akan 
membantu dalam memahami fenomena stunting yang ada di Indonesia beberapa 
tahun terakhir, serta penyebab yang melatarbelakanginya. Selanjutnya konsep 
efektivitas implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis mengapa 
kebijakan penanganan stunting yang ada sejauh ini belum efektif untuk 
menghilangkan kejadian stunting, dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab 
stunting yang tertulis di atas. 

Dalam proses analisis, variabel keberhasilan/kegagalan implementasi kebijakan 
menurut Edward III tidak akan digunakan semuanya. Variabel komunikasi 
dan disposisi tidak digunakan karena penelitian ini memanfaatkan sumber 
data sekunder. Sementara, variabel komunikasi dan disposisi akan mudah 
diidentifikasi jika pengambilan data dilakukan secara primer.

Temuan
Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting

Terdapat beberapa kebijakan yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan 
dengan penanganan stunting di Indonesia. Kebijakan tersebut diantaranya 
Peraturan Presiden Republik Indonesia No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting (Perpres Stunting), Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (PP ASI Eksklusif), Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), dan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Tabel 5.2 di bawah 
menjelaskan secara singkat mengenai pasal-pasal dalam aturan tersebut yang 
berkaitan dengan kebijakan penanganan stunting dan implementasinya.

Tabel 5.2. Kebijakan Penanganan Stunting dan Implementasinya

Kebijakan Bagian yang Berkaitan de-ngan 
Penanganan Stunting

Catatan Proses Imple-
mentasi

Undang-Undang Nomor 
18 Tahun 2012 tentang 
Pangan (UU Pangan)

Pasal 59:  Pemerintah dan Peme-rintah 
Daerah berkewajiban meningkatkan 
pemenuhan kuantitas dan kualitas kon-
sumsi pangan masyarakat melalui:
a. penetapan target pencapaian angka 

konsumsi pangan per kapita pertahun 
sesuai dengan angka kecukupan gizi; 

Belum berhasil sebab masih 
banyak ibu hamil yang asu-
pannya defisit dari sisi energi 
dan protein.
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Kebijakan Bagian yang Berkaitan de-ngan 
Penanganan Stunting

Catatan Proses Imple-
mentasi

b. penyediaan pangan yang beragam, ber-
gizi seimbang, aman, dan tidak berten-
tangan dengan agama, keyakinan, dan 
budaya masyarakat; dan 

c. pengembangan pengetahuan dan ke-
mampuan masyarakat dalam pola kon-
sumsi Pangan yang beragam, bergizi 
seimbang, bermutu, dan aman.

Pasal 63 ayat (1) Pemerintah menetapkan 
kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan 
status gizi masyarakat. 

Pasal 63 ayat (2) Kebijakan Peme-rintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui: 
a. penetapan persyaratan perbaik-an atau 

pengayaan gizi pangan tertentu yang 
diedarkan apabila terjadi kekurangan 
atau penurunan status gizi masyarakat; 

b. penetapan persyaratan khusus menge-
nai komposisi pangan untuk mening-
katkan kandungan gizi pangan olahan 
tertentu yang diperdagangkan; 

c. pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, 
ibu menyusui, bayi, balita, dan kelom-
pok rawan gizi lainnya; dan 

d. peningkatan konsumsi pangan hasil 
produk ternak, ikan, sayuran, buah-
buahan, dan umbi-umbian lokal.

Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (UU Kes-
ehatan)

Pasal 128 ayat (1): Setiap bayi berhak 
mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahir-
kan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi 
medis.
Pasal 128 ayat (2): Selama pemberian ASI 
pihak keluarga, pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat harus men-
dukung ibu bayi secara penuh dengan 
penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
Pasal 128 ayat (3): Penyediaan fasilitas 
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diadakan di tempat kerja dan tempat 
sarana umum.
Pasal 141 ayat: (1) Upaya perbaikan gizi 
masyarakat ditujukan untuk peningkatan 
mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
Pasal 141 ayat (2) Peningkatan mutu 
gizi dilakukan melalui: a. perbaikan pola 
konsumsi makanan yang sesuai dengan 
gizi seimbang; b. perbaikan perilaku sadar 
gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; c. 
peningkatan akses dan mutu pelayanan 
gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu 
dan teknologi; dan d. peningkatan sistem 
kewaspadaan pangan dan gizi.

Belum berhasil sebab masih 
banyak ibu hamil yang asu-
pannya defisit dari sisi energi 
dan protein.
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Kebijakan Bagian yang Berkaitan de-ngan 
Penanganan Stunting

Catatan Proses Imple-
mentasi

Pasal 141 ayat (3): Pemerintah, pemerin-
tah daerah, dan/atau masyarakat bers-
ama-sama menjamin tersedianya bahan 
makanan yang mempunyai nilai gizi yang 
tinggi secara merata dan terjangkau. 

Pasal 141 ayat (4): Pemerintah berke-
wajiban menjaga agar bahan makanan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memenuhi standar mutu gizi yang 
ditetapkan dengan- peraturan perundang-
undangan.

Pasal 141 ayat (5) Penyediaan bahan 
makanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara lintas sektor 
dan antarprovinsi, antarkabupaten atau 
antarkota.

Pasal 142 ayat (1): Upaya perbaikan gizi 
dilakukan pada seluruh siklus kehidupan 
sejak dalam kandungan sampai dengan  
lanjut usia dengan prioritas kepada  
kelompok rawan: a. bayi dan balita;  
b. remaja perempuan; dan c. ibu hamil 
dan menyusui. 

Pasal 142 ayat (2): Pemerintah bertang-
gung jawab menetapkan standar angka 
kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, 
dan standar tenaga gizi pada berbagai 
tingkat pelayanan. 

Pasal 142 ayat (3): Pemerintah bertang-
gung jawab atas pemenuhan- kecukupan 
gizi pada keluarga miskin dan dalam 
situasi darurat. 

Pasal 142 ayat (4): Pemerintah bertang-
gung jawab terhadap pendidikan dan 
informasi yang benar tentang gizi kepada 
masyarakat. 

Pasal 142 ayat (5): Pemerintah, pemerin-
tah daerah, dan masyarakat melakukan 
upaya untuk mencapai status gizi yang 
baik.

Pasal 143: Pemerintah bertanggung jawab 
meningkatkan pengetahuan dan kesadar-
an masyarakat akan pentingnya gizi dan 
pengaruhnya terhadap peningkatan status 
gizi.

Peraturan Pemerintah 
Nomor 33 Tahun 2012 
tentang Pemberian ASI 
Eksklusif (PP ASI Eksklu-
sif)

Semua pasal Belum semua tempat kerja 
dan sarana umum menye-
diakan fasilitas khusus untuk 
menyusui.
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Kebijakan Bagian yang Berkaitan de-ngan 
Penanganan Stunting

Catatan Proses Imple-
mentasi

Persentase bayi usia kurang 
dari enam bulan yang 
mendapat ASI Eksklusif 
masih 52,5% (SSGI, 2021)

Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No 
72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan 
Stunting (Perpres Stunt-
ing)

Semua pasal Belum berhasil sebab angka 
prevalensi stunting di Indo-
nesia masih tinggi.

Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Gerakan Ma-
syarakat Hidup Sehat 
(Inpres Germas)

Bagian kedua angka 1 huruf b: Mening-
katkan pendidikan mengenai gizi seim-
bang dan pemberian ASI eksklusif, serta 
aktivitas fisik.

Persentase bayi usia kurang 
dari enam bulan yang 
mendapat ASI Eksklusif 
masih 71,58% (BPS, 2021)

Sumber: Dari berbagai sumber dan diolah oleh peneliti, 2022.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa bahwa belum semua kebijakan 
penanganan stunting diimplementasikan dengan baik. Pasalnya, prevalensi 
stunting di Indonesia masih tinggi. Jika melihat Pasal 2 Perpres Stunting tertulis 
bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk:
a.	 menurunkan prevalensi stunting;
b.	 meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c.	 menjamin pemenuhan asupan gizi;
d.	 memperbaiki pola asuh;
e.	 meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
f.	 meningkatkan akses air minum dan sanitasi. 

Jika dianalisis dengan konsep Dunn (2017), dapat dikatakan bahwa Perpres 
Stunting belum berjalan dengan efektif. Pasalnya, hasil yang diinginkan dari 
adanya kebijakan tersebut belum tercapai. Di tahun 2021 saja, angka prevalensi 
balita yang mengalami stunting masih 24,4%. Padahal target prevalensi 
stunting dalam RPJMN tahun 2024 sebesar 14%. Artinya, dalam kurun dua 
tahun, Indonesia harus bisa mengejar kekurangan lebih dari 10%. Sementara 
jika melihat pencapaian di tahun-tahun sebelumnya, antara tahun 2019 hingga 
2021 saja Indonesia hanya berhasil menurunkan angka prevalensi stunting 
sebesar 3,3%. Pencapaian tersebut menunjukkan upaya/usaha yang dilakukan 
pemerintah belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (belum efisien).

Kriteria lain yang digunakan oleh Dunn (2017) untuk mengukur evaluasi kebijakan, 
yakni kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan. Dapat 
dikatakan bahwa kriteria kecukupan dan pemerataan belum diimplementasikan 
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dengan baik. Misalnya pada aspek kecukupan dan pemerataan pemenuhan gizi 
pada ibu hamil, yang tertuang dalam huruf b Pasal 2 Perpres Stunting, huruf 
c Pasal 63 ayat 2 UU Pangan, dan ayat 1 Pasal 142 UU Kesehatan. Masih 
banyaknya ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik (KEK) menunjukkan 
bahwa salah satu upaya penghapusan stunting belum terpenuhi. 

Pada tahun 2021, di Indonesia masih terdapat 8,7% ibu hamil yang mengalami 
KEK (Kemenkes, 2021). Dari semua provinsi yang ada di Indonesia, jumlah 
ibu hamil yang mengalami KEK paling tinggi berada di Provinsi Papua Barat 
(40,7%.) Sementara provinsi dengan jumlah KEK paling rendah di tahun 2021 
adalah Provinsi DKI Jakarta (3,1%).

KEK terjadi karena kurangnya asupan makanan dalam jangka waktu yang 
lama dan ditandai dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm 
(Kemenkes, 2021). Prevalensi KEK banyak terjadi pada remaja perempuan (usia 
15-19 tahun), yakni sebesar 36,3%. Sementara pada ibu hamil usia 20-24 tahun 
prevalensinya sebesar 23,3%. Kehamilan di usia remaja dapat meningkatkan 
risiko kekurangan gizi sebab terjadi kompetisi pemenuhan gini antara tubuh 
remaja dengan janin.

Penyebab lain masih tingginya KEK adalah rendahnya pengetahuan masyarakat 
terkait pentingnya asupan gizi yang seimbang untuk ibu hamil, serta masih 
adanya budaya pantangan makanan tertentu bagi ibu hamil. Selain itu, status 
sosial ekonomi (SSE) keluarga juga menjadi penyebab ibu hamil mengalami KEK. 
Studi yang dilakukan oleh Oktaviana dan Patonah (2010) menunjukkan bahwa 
dari 14 ibu hamil yang mengalami KEK dalam studi mereka, 10 diantaranya 
berasal dari keluarga dengan  status ekonomi rendah, dan 4 diantaranya 
berasal dari keluarga dengan status ekonomi menengah. Tidak ada ibu hamil 
yang berasal dari kelas atas dalam studi tersebut yang mengalami KEK. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi status ekonomi seseorang, maka 
semakin mudah orang tersebut dalam memenuhi kebutuhan gizinya.

Sejauh ini sudah ada beberapa bantuan yang secara langsung maupun tidak 
langsung berkaitan dengan pemenuhan gizi ibu hamil, misalnya Program Beras 
Miskin (Raskin), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga 
Harapan (PKH), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil. Namun, 
program-program tersebut belum diimplementasikan dengan maksimal. Pada 
PMT misalnya, menurut Atmarita (2018), di lapangan banyak Program PMT 
yang berasal dari sumber yang tidak standar. Banyak pula penerima PMT yang 
tidak memanfaatkan makanan tambahan tersebut dengan baik. Data Riset 
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Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa 34,8% ibu hamil tidak 
menghabiskan PMT yang didapatnya karena beberapa alasan, seperti rasa tidak 
enak, rasa kurang bervariasi, ada efek samping, lupa, dimakan oleh anggota 
rumah tangga (ART) lain, dan alasan lainnya (Kemenkes, 2019).

Selain PMT, PKH yang salah satunya mempersyaratkan kriteria ibu hamil/
menyusui untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas kesehatan (faskes) juga 
masih mengalami berbagai hambatan dalam proses implementasi. Hasil kajian 
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan bahwa 
pada tahun 2020 masih banyak keluarga miskin di beberapa daerah yang tidak 
memperoleh PKH. Kondisi tersebut disebabkan alokasi anggaran PKH yang 
masih rendah. Bukan hanya PKH saja, alokasi anggaran bantuan sosial lain 
seperti BPNT juga masih terbilang rendah (FITRA, 2021). Selain rendahnya 
anggaran, implementasi PKH dan bansos lain juga belum efektif karena adanya 
ketidaktepatan sasaran program.

Kembali pada konsep evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2017), 
beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang ada 
belum memenuhi kriteria kecukupan dan pemerataan, sebab manfaat kebijakan 
yang ada belum didistribusikan secara merata pada kelompok-kelompok yang 
membutuhkan. Fakta di atas sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan yang ada 
juga belum memenuhi kriteria responsivitas dan ketepatan. Sebagai contoh, 
tidak maksimalnya pemanfaatan PMT dan tidak meratanya distribusi bansos 
terkait menunjukkan bahwa program yang ada belum mampu memuaskan 
kebutuhan dan mencapai manfaat yang diharapkan oleh masyarakat.

Aturan lain yang bersangkutan dengan pencegahan stunting misalnya terkait 
dukungan penyediaan fasilitas khusus bagi ibu menyusui, seperti yang tertuang 
dalam ayat 3 Pasal 30 PP ASI Eksklusif dan ayat 3 Pasal 128 UU Kesehatan. 
Sayangnya, meski sudah lebih dari sepuluh tahun aturan tersebut disahkan, 
belum semua fasilitas umum, termasuk tempat kerja menyediakan fasilitas 
tersebut. 

Lebih lanjut, jika meminjam konsep dari Edward III (dalam Asfiyah, 2012), 
beberapa analisis di atas menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya 
menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan implementasi 
program penanganan stunting. Besaran bansos selama ini belum disesuaikan 
dengan indeks kemiskinan dan biaya daerah. Akibatnya, jumlah besaran 
bantuan terbilang kecil dan nilai manfaat bantuan menjadi kurang. 
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Selain keterbatasan sumber daya, semrawutnya struktur birokasi juga menjadi 
faktor lain yang menghambat penanganan stunting. Saat ini, aturan penanganan 
stunting tersebar di berbagai dokumen, beberapa diantaranya tertulis dalam 
Tabel 5. 2. Upaya percepatan pencegahan stunting juga dipegang oleh berbagai 
kemeterian/lembaga (K/L). Ada sumber yang menyebut pencegahan stunting 
melibatkan 15 K/L, namun ada pula sumber yang menyebut 19 K/L (Kemenkes, 
2018; Bappenas & Kemenkeu, 2021). Kolaborasi antar para pemangku 
kepentingan memang sangat dibutuhkan dalam proses implementasi kebijakan. 
Namun, jangan sampai kolaborasi yang ada justru menimbulkan birokrasi yang 
ruwet. 

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang panjang cenderung melemahkan 
pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. 
Pada akhirnya, rumitnya struktur birokrasi justru menghambat proses 
implementasi kebijakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy (dalam Katadata.co.id, 2020) menyatakan 
masih adanya tabrakan kewenangan antar K/L dalam mengatasi stunting. 

Dengan kondisi tersebut, penanganan stunting bukannya menjadi lebih cepat 
diatasi, namun justru menjadi terhambat. 

Aspek yang Penting untuk Dimasukkan dalam RUU KIA

Analisis yang terdapat dalam sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa 
berbagai kebijakan penanganan stunting yang ada belum diimplementasikan 
dengan maksimal. Salah satu kendalanya adalah aturan penanganan stunting 
yang masih tersebar di berbagai produk hukum dan tidak memiliki kekuatan 
hukum yang kuat. Belum ada undang-undang yang secara spesifik ditujukan 
untuk mempercepat penanganan stunting.

Sejak bulan Desember 2021, DPR telah mengusulkan RUU KIA. Hingga 
bulan November 2022, RUU tersebut masih berada dalam tahap harmonisasi. 
Kedepannya, RUU KIA perlu didorong pengesahannya agar Indonesia memiliki 
payung hukum kuat, terpadu, dan komprehensif dalam upaya percepatan 
penanganan masalah stunting. Untuk mencapai tujuan tersebut, sub bab ini 
ditujukan untuk memberikan masukan mengenai aspek-aspek yang penting 
untuk dimasukkan dalam RUU KIA, sehingga kedepannya dapat menjadi 
payung hukum yang komprehensif.

Beberapa aspek yang penting untuk dimasukkan dalam RUU KIA diantaranya. 
Pertama, RUU KIA perlu mengatur pencegahan stunting di semua masa yang 
berkaitan dengan kejadian stunting. Sartono (2013) dan Prendergast & Humphrey 
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(2014) menyebutkan beberapa masa/siklus pertumbuhan yang memiliki kaitan 
dengan kejadian stunting, diantaranya adalah: masa pre-conception, antenatal, 

birth to 6 month, 6 to 24 month, dan beyond 24 month. Oleh karena itu, RUU 
KIA perlu mengatur upaya pencegahan yang terdapat dalam masing-masing 
masa.

Di masa pre-conception, faktor yang berkaitan dengan kejadian stunting di 
masa ini adalah pola makan dan SSE keluarga. Maka dari itu, RUU KIA perlu 
mengatur soal upaya untuk mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi 
seimbang, utamanya pada keluarga dengan kondisi SSE rendah. Faktor pola 
makan bukan hanya berpengaruh pada kejadian stunting di masa pre-conception  
saja, namun juga di semua masa kehamilan hingga anak berusia di atas 24 
bulan. Karena urgensinya tersebut, pengaturan mengenai dukungan pemberian 
makanan yang bergizi seimbang menjadi sebuah keharusan. 

Untuk mencapai pemenuhan gizi ibu dan anak, RUU KIA perlu mengatur 
mengenai pemberian bantuan sosial yang ditujukan untuk hal tersebut. Bantuan 
yang diberikan dapat berupa pemberian bahan makanan yang bergizi seimbang. 
Selain bantuan sosial, pemberian edukasi mengenai pola makan yang sehat 
juga perlu diatur dalam RUU tersebut. Pasalnya, selain masalah keterbatasan 
ekonomi untuk mendapat makanan yang sehat, minimnya informasi yang 
dimiliki ibu/anak mengenai pola makan yang sehat juga menjadi salah satu 
masalah pemenuhan gizi mereka.

Lebih lanjut, di masa kehamilan, adanya kondisi KEK juga berpengaruh pada 
kejadian stunting. KEK selain disebabkan oleh kurang terpenuhinya gizi pada ibu 
juga dapat dipicu oleh kehamilan yang terjadi di usia remaja. Data Kemenkes 
menunjukkan bahwa prevalensi ibu hamil yang mengalami KEK paling tinggi 
berada di kelompok usia remaja (15-19 tahun), yakni sebesar 36,3%. Kondisi 
tersebut terjadi karena kehamilan di masa remaja memunculkan potensi lebih 
besar pada terjadinya kompetisi pemenuhan gizi antara tubuh ibu dengan janin. 
Selain KEK, kehamilan yang terjadi di usia remaja juga dapat menyebabkan 
kondisi BBLR yang berkaitan dengan kejadian stunting. Oleh karena itu, RUU 
KIA juga perlu mengatur soal edukasi fungsi dan kesehatan reproduksi pada 
masyarakat, juga edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Dengan 
pengaturan tersebut, harapannya kehamilan di usia remaja dapat dihindari.

Di masa kelahiran hingga usia 6 bulan, pemberian ASI Eksklusif menjadi upaya 
yang sangat penting untuk mencegah kejadian stunting pada anak (Khairani, 
2020). Sementara, data SSGI (2021) menunjukkan proporsi bayi usia 0-5 bulan 
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di Indonesia yang mendapat ASI eksklusif masih sebesar 52,5%. Maka dari itu, 
RUU KIA penting untuk mengatur mengenai edukasi pemberian ASI ekslusif 
pada anak. 

Dukungan kesempatan dan fasilitas bagi ibu untuk memberikan ASI ekslusif juga 
perlu diatur. Misalnya dengan memberikan waktu cuti melahirkan lebih lama 
bagi ibu. Penyediaan fasilitas publik yang mendukung program ASI eksklusif, 
seperti ruang laktasi di tempat kerja dan tempat sarana umum juga perlu 
diatur. Pemberian sanksi bagi pihak terkait yang tidak menjalankan ketentuan 
penyediaan ruang laktasi juga perlu ditegakkan. Pasalnya, hal tersebut sudah 
diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PP ASI Eksklusif, namun masih banyak tempat 
kerja dan sarana umum yang belum menyediakan fasilitas tersebut.

Aspek selanjutnya yang perlu diatur dalam RUU KIA adalah mengenai kualitas 
pelayanan kesehatan, kualitas WASH, dan pola asuh orang tua. Pasalnya, 
ketiganya juga berasosiasi dengan kejadian stunting (UNICEF dalam Kemenkes 
RI, 2018; Prendergast & Humphrey, 2014). Sejauh ini, dalam Pasal 20 dan 
Pasal 21 Draf RUU KIA per 9 Juni 2022 sudah mengatur mengenai pelayanan 
kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan anak. Pasal tersebut perlu dipertahankan 
karena urgensinya dalam pencegahan kejadian stunting. 

Sementara, aspek kualitas WASH dan pola asuh orang tua belum diatur dalam 
RUU KIA. Kedepannya, kedua aspek tersebut perlu diatur dalam RUU KIA. 
Kualitas WASH berkaitan dengan dengan kejadian stunting mulai dari masa 
pre-conception hingga masa pertumbuhan anak. Di tahun 2021, proporsi rumah 
tangga yang memiliki akses sarana air minum layak di Indonesia masih sebesar 
66,3%. Sedangkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak 
masih sebesar 81,9%. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mendorong 
perbaikan kualitas WASH di Indonesia untuk mencegah kejadian stunting. 

Terakhir, diperlukan pula pengaturan dalam RUU KIA mengenai edukasi pola 
asuh bagi orang tua. Edukasi diperuntukkan bagi orang tua dari kelas SSE 
atas, menengah, maupun bawah. Menurut penuturan Kepala Desa Taro 
Kabupaten Gianyar Bali, I Wayan Warka (dalam bkkbn.go.id, 12/08/2022), 
di lingkungannya, stunting tidak hanya terjadi pada masyarakat dari keluarga 
dengan SSE rendah, namun juga SSE tinggi. Keadaan orang tua dari keluarga 
dengan SSE tinggi juga dapat memicu kejadian stunting, misalnya jika kesibukan 
orang tua membuat mereka lalai untuk memberikan makanan yang bergizi pada 
anak dan hanya memberi anak makanan cepat saji, dan lain sabagainya. Oleh 
karena itu, pengaturan mengenai edukasi pola asuh sangat dibutuhkan.
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Penutup
Kesimpulan
Berdasar pembahasan yang dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan penanganan stunting belum berjalan dengan 
efektif. Kondisi tersebut salah satunya tercermin dari angka prevalensi balita 
stunting yang masih jauh dari target RPJMN dan SDGs. Dalam prosesnya, 
implementasi berbagai kebijakan penanganan stunting yang ada belum memenuhi 
kriteria kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Beberapa hal 
yang menghambat proses implementasi kebijakan yang ada diantaranya karena 
adanya keterbatasan sumber daya dan strukur birokrasi yang semrawut. 

Selain kedua hambatan di atas, kendala lain penanganan stunting di Indonesia 
disebabkan oleh masih tersebarnya produk hukum yang mengatur soal 
penanganan stunting. Berbagai kebijakan yang ada juga kurang memiliki kekuatan 
hukum yang kuat. Belum ada undang-undang yang secara spesifik ditujukan 
untuk mempercepat penanganan stunting. Oleh karena itu, pengesahan RUU 
KIA penting untuk didorong, dengan memastikan beberapa aspek penting 
diatur di dalamnya. 

Berikut beberapa aspek penting yang perlu diatur dalam RUU KIA. Pertama, 
pengaturan soal upaya untuk mencukupi kebutuhan makanan yang bergizi 
seimbang. Kedua, pemberian bantuan sosial yang ditujukan untuk mencapai 
pemenuhan gizi ibu dan anak. Ketiga, edukasi mengenai pola makan yang 
sehat. Keempat, edukasi mengenai fungsi dan kesehatan reproduksi pada 
masyarakat. Kelima, edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak. Keenam, 
edukasi dan dukungan fasilitas untuk menjalankan program ASI eksklusif. 
Ketujuh, pengaturan soal kualitas pelayanan kesehatan. Kedelapan, pengaturan 
mengenai perbaikan kualitas WASH. Kesembilan, pengaturan soal edukasi 
mengenai pola asuh bagi orang tua. 

Kesembilan aspek tersebut memiliki asosiasi dengan kejadian stunting. Dengan 
memasukkan pengaturan mengenai kesembilan aspek tersebut dalam RUU KIA, 
diharapkan agar penanganan stunting kedepannya dapat dilakukan dengan lebih 
efektif dan berdampak berdasarkan data terkini dan terintegrasi, melibatkan 
beragam pihak dengan segala sumber daya dan komitmen bersama, serta 
dilandasi oleh kebijakan yang relevan dan payung hukum yang komprehensif.

Rekomendasi 
Berdasar hasil analisis yang telah dilakukan. Berikut beberapa rekomendasi 
kebijakan yang dapat dilakukan. Pertama, DPR perlu segera mengesahkan 
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RUU KIA. Rancangan aturan tersebut sangat diperlukan karena sejauh ini, 
berbagai kebijakan penanganan stunting yang ada kurang memiliki kekuatan 
hukum yang kuat. DPR perlu memasukkan pengaturan mengenai sembilan 
aspek yang berasosiasi dengan kejadian stunting dalam RUU KIA. Kesembilan 
aspek tersebut tertulis dalam sub bab pembahasan dan kesimpulan.

Kedua, Badan Pusat Statistik (BPS) perlu bekerja sama dengan Kementerian 
Kesehatan dan K/L lain terkait agar Indonesia memiliki data terpadu mengenai 
penanganan stunting. Data yang terpadu sangat berpengaruh pada efektifitas 
implementasi kebijakan. Ketiga, Kementerian Kesehatan perlu bekerja sama 
dengan Kementerian Sosial untuk mendesain bantuan sosial yang secara 
spesifik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan anak. 

Keempat, Kementerian Kesehatan perlu bekerja sama dengan Kementerian 
dan Dinas Ketenagakerjaan untuk menegakkan aturan mengenai pemberian 
dukungan fasilitas bagi ibu yang bekerja untuk menjalankan program ASI 
Eksklusif. Pihak-pihak tersebut perlu mendorong tempat-tempat kerja yang 
belum menyediakan ruang laktasi agar segera menyediakannya. Pemberian 
sanksi yang realistis juga perlu dipertimbangkan jika sebuah tempat kerja 
menolak untuk menyediakan fasilitas tersebut. 

Kelima, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (PPPA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) perlu bekerja sama untuk memperkuat edukasi mengenai 
kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, dan pola asuh yang 
baik untuk perkembangan anak. K/L terkait juga dapat bekerja sama dengan 
puskesmas, bidan, maupun satuan pendidikan untuk melakukan edukasi 
tersebut. 

Keenam, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya finansial maupun non-
finansial yang ada, K/L terkait dapat memaksimalkan kolaborasi dengan aktor 
non pemerintah, seperti sektor privat dan organisasi masyarakat sipil. Terakhir, 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Kemenko PMK) perlu meluruskan dan menyederhanakan struktur birokrasi 
antar K/L yang bertanggung jawab terhadap penanganan stunting. Dengan 
struktur birokrasi yang sederhana dan jelas, diharapkan agar proses penanganan 
stunting akan lebih lebih efektif, terarah, dan berdampak signifikan sesuai dengan 
tujuan kebijakan dan payung hukum yang menjadi landasannya.
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https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20211227/4339063/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045/
https://kumparan.com/latifatul-khoiriyah/program-pemberian-makanan-tambahan-pmt-untuk-pencegahan-kek-pada-ibu-hamil-1yI8E3T3Liq/full
https://kumparan.com/latifatul-khoiriyah/program-pemberian-makanan-tambahan-pmt-untuk-pencegahan-kek-pada-ibu-hamil-1yI8E3T3Liq/full
https://kumparan.com/latifatul-khoiriyah/program-pemberian-makanan-tambahan-pmt-untuk-pencegahan-kek-pada-ibu-hamil-1yI8E3T3Liq/full
https://sdgs.un.org/goals/goal2
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Profil Tim Penulis

Adinda Tenriangke Muchtar – Direktur Eksekutif 

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy Research. Adinda menyelesaikan studi 
PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru 
(2017) dengan beasiswa NZAID. Adinda mendapatkan Master of International 
Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa AusAID dan 
gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI (2001). 
Fokus kajiannya adalah pembangunan dan kebijakan publik, demokrasi dan tata 
kelola pemerintahan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan 
internasional. 

Arfianto Purbolaksono - Manajer Riset dan Program 

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The 
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Anto mendapatkan 
gelar Magister Ilmu Politik di Univesitas Indonesia pada bulan Februari tahun 
2020. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas 
Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, 
pertahanan, HAM, dan digital politics. 

Ahmad Hidayah – Peneliti Bidang Politik 

Ahmad Hidayah (Ahmad) adalah peneliti bidang politik The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy Research (TII). Ahmad memperoleh gelar 
sarjana di Univesitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada 
tahun 2014 di jurusan Ilmu Politik. Ahmad melanjutkan studi Magister Ilmu 
Politik dengan konsentrasi perempuan dan politik di Universitas Indonesia (UI) 
pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Ahmad tertarik dengan isu – isu 
partai politik, kepemiluan serta perempuan dan politik. 

Hemi Lavour Febrinandez - Peneliti Bidang Hukum

Hemi Lavour Febrinandez (Hemi), adalah Peneliti Bidang Hukum di The 
Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research. Memperoleh 
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Tahun 2018. 
Fokus kajian yang saat ini hemi tekuni terkait dengan penataan regulasi hukum 
digital (cyberlaw), penataan regulasi dan peraturan perundang-undangan, 
perlindungan HAM, dan korupsi politik.
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Nisaaul Muthiah - Peneliti Bidang Sosial 

Nisaaul Muthiah (Nisa) adalah peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, 
Center for Public Policy Research (TII). Nisa merupakan alumni Departemen 
Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus dari jurusannya 
pada 2018. Sebelum menjadi peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute, 
Nisa juga sempat bekerja sebagai asisten peneliti di beberapa lembaga. Nisa 
pernah melakukan penelitian bertemakan kognisi anak yang berjudul “Asosiasi 
antara Karakteristik Anak, Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Kognisi 
Anak di Indonesia: Analisis Data Sekunder Survei Aspek Kehidupan Rumah 
Tangga Indonesia (SAKERTI-5)”. Fokus kajian Nisa adalah soal pendidikan, 
kemiskinan, kesehatan publik, gender, dan budaya. 

Nuri Resti Chayyani – Peneliti Bidang Ekonomi 

Nuri Resti Chayyani (Nuri) adalah peneliti bidang ekonomi The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy Research (TII). Nuri menyelesaikan S1 
Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung, pada tahun 2018. Nuri 
melanjutkan program magister di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 
2020. Nuri bergabung menjadi Peneliti Bidang Ekonomi pada The Indonesian 
Institute pada tahun 2021. Sebelumnya, Nuri memiliki pengalaman menjadi 
asisten dosen pada mata kuliah Evaluasi Proyek selama dua semester. Nuri 
memiliki beberapa pengalaman penelitian, diantaranya tentang strategi 
ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Pringsewu Lampung, dan 
pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Fokus kajian yang diminati 
Nuri adalah perencanaan pembangunan wilayah, dan keuangan daerah.
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Profil The Indoensian Institute
The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik 
(Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 
oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan 
lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana 
utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-
perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-
masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan 
kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan 
hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik 
dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku 
kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 
demokratis.

Misi TII  adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, 
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada 
para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka 
memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah 
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII 
memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, 
serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh 
TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang 
dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, 
survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working 
group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The 
Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy 
Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan 
(The Indonesian Forum, Policy Talks, dan Initiative!).
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Tahun 2022 masih menjadi tahun pemulihan pandemi Covid-19 dan tantangan 
ekonomi dan politik, serta perdamaian global bagi semua negara, termasuk 
Indonesia. Tahun ini juga tidak lepas dari dinamika jelang Pemilu dan Pilkada 
Serentak tahun 2024 mendatang. Masalah domestik seperti tantangan dalam 
penanganan stunting, serta tingkat kebebasan ekonomi Indonesia juga menjadi 
perhatian khusus dalam laporan tahunan INDONESIA 2022. Dalam INDONESIA 2022 
ini, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), mengangkat 
beberapa topik menarik. Di bidang politik, topik terkait kesiapan penyelenggara 
Pemilu dalam hal data terbuka, serta pengalaman dan persiapan partai politik baru 
dalam berlaga di Pemilu Serentak Tahun 2024. 

Terkait aspek hukum, INDONESIA 2022 menilik tentang korupsi legislasi dalam 
proses pembentukan peraturan perundangan-undangan. Sementara, topik sosial 
yang TII angkat dalam INDONESIA 2022 adalah perihal penanganan stunting 
di Indonesia yang mengkritisi pelaksanaan kebijakan terkait yang masih belum 
efektif. Lebih jauh, di bidang ekonomi, TII konsisten menghadirkan catatan tahunan 
tentang kebebasan ekonomi di Indonesia.

Semoga INDONESIA 2022 dapat dimanfaatkan semaksimal dan seluas mungkin 
oleh berbagai pelaku kebijakan publik di Indonesia dan pemangku kepentingan 
terkait lainnya. TII mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah 
membantu pembuatan INDONESIA 2022. Selamat membaca.
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